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MOTTO

“ Setiap manusia bertanggung jawab atas ketidakadilan dimana saja di

dalam masyarakat * (Scott Buchanan)

Scott Bhucanan, Intisari Edisi Bulan Juli, 2000: 32.
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RINGKASAN

Pendaftaran tanah diselenggarakan Pemerintah untuk menjamin kepastian
hukum atas tanah. Pemerintah memberikan Jaminan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah dengan jalan penerbitan suatu surat tanda bukti hak atas tanah
(sertifikat). Masalah tanah vang muncul dimasyarakat antara lain sengketa
pemilikan tanah. Sengketa pemilikan tanah antara lain disebabkan karena
terbitnya sertifikat ganda schingga salah satu dari sertifikat yang dimaksud harus
dicabut dan dianggap batal demi hukum.

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat untuk menjamin adanya
kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Akan tetapi, tidak jarang terjadi
bahwa keberadaan sertifikat tersebut cacat hukum atau tidak sah, sehingga apabila
terjadi sengketa di Pengadilan Negeri dapat dibatalkan dan oleh pthak Badan
Pertanahan Nasional sertifikat yang dinyatakan cacat oleh pihak Pengadilan
tersebut harus dicabut dengan dasar putusan dari pengadiian.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa masalah
vang berkaitan dengan batalnya suatu sertifikat hak atas tanah.

Untuk mengkaji, mengolah dan merumuskan data supaya permasalahan
dapat diselesaikan dengan tepat, metodologi yang digunakan dalam skripsi 1n1
adalah yuridis normatife. Sumber data primer diperoleh dari hasil konsultasi dan
wawancara langsung dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Dan
sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dibahas dalam skripsi ini adalah
pembatalan sertifikat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional KabuPaten
Jember dengan berdasarkan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan
pengadilan yang menyatakan batalnya suatu sertifikat hak atas tanah maka secara
otomatis sertifikat yang dibatalkan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan
harus dicabut oleh pihak yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan mengenai pembatalan sertifikat hak atas tanah yang
dikarenakan cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan

X1l
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herdasarkan permohonan dari pihak vang berkepentingan atau dilakukan secara
langsung oleh pejabat yang berwenang tanpa adanya permohonan dari pithak vang
berkepentingan. Permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah dapat diajukan
secara langsung kepada Menteri Negara Agraria atau kepada pejabat vang di
tunjuk dengan melalui Kepala Kantor Pertanahan Nasional.

Berdasarkan pada kenyataan betapa pentingnya sertifikat hak atas tanah,
seyogyanya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember lebih berhati-hati dalam
mengeluarkan suatu sertifikat hak atas tanah sehingga tidak menimbulkan masalah

di kemudian hari.

X1
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu organisasi kekuasaan dari seluruh
rakyat indonesia yang dibentuk guna mengatur, mengurus, menyelenggarakan dan
menyelesaikan kepentingan-kepentingan seluruh rakyat Indonesia; demikian
halnya dengan pengaturan, pengurusan, penyelenggaraan serta penyelesaian
pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa adalah sepenuhnya diserahkan
kepada Negara. Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan manusia, baik di desa
maupun di kota-kota pada umumnya tanah mempunyai kedudukan yang sangat
penting, apakah tanah itu untuk pertanian, perkebunan, usaha dan dijadikan
Jaminan utang, dewasa ini tanah mempunyai nilai yang sangat tinggi. Tentu saja
ini disebabkan karena bertambah pesatnya perkembangan penduduk dan
kebutuhan umum yang bertambah meningkat. Memang tanah merupakan karunia
Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan saja sangat penting untuk kehidupan manusia.
tetapi sampai pada akhir hidupnya manusia masih membutuhkan tanah untuk
mengebumikannya.

Mengingat betapa pentingnya masalah penguasaan atas tanah maka
pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur bidang pertanahan
yakni dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga Undang Undang Pokok
Agraria (UUPA). Undang Undang Pokok Agraria merupakan ketentuan pokok
yang hanya memuat tentang dasar-dasar tentang hukum pertanahan, sedangkan
penjabaran lebih lanjut di atur dalam Keputusan Presiden, Peraturan P-(epala

Badan Pertanahan, dan peraturan-peraturan lainnya.

Sehubungan dengan maraknya masalah penguasaan atas tanah, maka
ketetapan hak milik atas tanah dapat diterbitkan setelah mendapat pengesahan dan
penetapan dari aparat pemerintah di bidang pertanahan. Penetapan dalam hal ini
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dapat diwujudkan dengan dikeluarkannya suatu sertifikat hak atas tanah yang
memiliki tujuan agar supaya semua tanah diwilayah Negara Republik Indonesia
memiliki sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti atas kepemilikannya.

Dewasa in1 masyarakat Indonesia telah berupaya untuk mendaftarkan
tanah yang menjadi hak miliknya guna memperoleh suatu sertifikat hak milik atas
tanah sebagai alat bukti atas kepemilikannya tersebut. Namun disisi lain seringkali
terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan sertifikat kepemilikan hak atas
tanah dan akhirnya berakhir di Pengadilan.

Sehubungan dengan mudahnya dan dilandasi dengan prosedur yang
kurang tepat dalam pengurusan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut,
maka kekuatan dari sertifikat hak atas tanah tersebut kurang memadai, sehingga
1ika terjadi sengketa mengenai kepemilikan atas tanah maka, sertifikat tersebut
dapat dinyatakan cacat hukum dan dicabut oleh badan yang berwenang.

Dari uraian diatas, maka sangatlah menarik bagi penulis untuk mengambil
Judul skripsi “Tinjauan Yuridis Batalnya Suatu Sertifikat Hak Milik atas
Tanah di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*.

1.2. Ruang Lingkup

Dalam penyusunan skripsi ini, agar pembahasan tidak kabur dan akan
mempermudah dalam pembahasan selanjutnya, maka ruang lingkupnya dibatasi
pada bidang hukum agraria yaitu berkisar pada masalah prosedur untuk
memperoleh sertifikat hak milik atas tanah dan kekuatan hukumnya.

Selain 1itu pembahasan yang akan di uraikan disini mengenai faktor-faktor
yang dapat menyebabkan batalnya suatu sertifikat hak milik atas tanah sebagai

alat bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang seperti tersebut diatas, maka
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah :
I. Apakah perolehan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Petung Kecamatan

Bangsalsari telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
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2. Sejauh mana kekuatan hukum sertufikat hak mihik atas tanah untuk dijadikan

alat bukti kepemilikan atas sebidang tanah ?

J

3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan batalnya sertifikat hak milik No.120

Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?

1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini meliputi tujuan

umum dan tujuan khusus yaitu :

1.4.1. Tujuan Umum
Tujuan Umum darn penulisan skripsi ini adalah :
I. Untuk memenuhi sebagian syarat-ayarat yang bersifat akademis guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk perbendaharaan bacaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas

Jember sebagai salah satu bahan acuan dalam langkah selanjutnya;

(%]

Untuk disumbangkan bagi almamater tercinta yang berupa karya tulis ilmiah

tentang sertifikat hak atas tanah.

1.4.2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui mengenai tata cara untuk mendapatkan sertifikat hak milik

atas tanah;

2. Untuk mengetahui tpentang kekuatan hukum dan suatu srtifikat hak milik atas

tanah;

_LpJ

Untuk mengetahui penyebab batalnya suatu sertifikat yang diterbitkan oleh

Kantor Pertanahan di Kabupaten Jember. y

LS. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan unsure yang mutlak, harus ada dalam penulisan

dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi pada hakikatnya memberikan
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pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari dan menganalisa serta
memahami lingkungan yang dihadapi (Soekanto, 1985: 6).

Penggunaan metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar dapat
diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Dalam penulisan
skripsi im1 digunakan metode penelitian berupa metode pendekatan masalah,

sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan suatu metode pendekatan masalah
secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan melakukan
kajian-kajian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan dan teori hukum
vang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1998: 45). Agar supaya
kajian normatif imi menjadi lebith akurat, maka perlu dikaji pula data empiris
sebagai penunjang hasil kajian normatif.

Penulisan skripsi ini disusun dengan melakukan kajian-kajian terhadap
peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan
mekanisme perolehan serta pembatalan sertifikat hak atas tanah. Pendekatan ini
dilaksanakan guna memperoleh bahan kajian teori dalam menganalisa sekaligus

memecahkan masalah yang terkait.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini terdiri dari sumber data primer
dan sumber data sekunder. sumber data primer adalah data yang diperoleh secara
langsung dari objek penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dengan
mengadakan studi lapangan menggunakan cara observasi untuk mendapatkan data
yang aktual pada objek penelitian. Hal ini digunakan sebagai cara _untuk
mengumpulkan data sehingga dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan
baru dalam penulisan yang mungkin tidak ditemukan dalam literatur (Mardalis,
1993: 64).

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis yang diperoleh dengan

melakukan penelitian kepustakaan, yaitu buku-buku literatur, peraturan
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n

perundang-undangan dan dokumen-dokumen vang ada hubungannva dengan

objek vang diteliti (Mardalis, 1993: 20).

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal vang saneat erat hubungannva dengan
sumber data. karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data vane
diperlukan untuk selaniutnva dianalisis sesuai dengan vang diharapkan (Soemitro.

1998: 56).

Dalam penulisan skripsi ini. teknik pengumpulan data vang dilakukan

penulis vaitu melalui:

1. Studi Kepustakaan
Merupakan metode pengumpulan data vang diperoleh dengan cara
mempelajari dan  menganalisa buku-buku literatur. peraturan perundang-

undangan, makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah vang dibahas dalam
skripst ini.

2. Observasi
Merupakan suatu metode dengan melakukan pengamatan dan pencatatan
secara langsune terhadap geiala vang tampak pada obiek penelitian. Teknik

Observasi dilaksanakan di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten

jembci. dcngan perangkat-perangkat di Desa Petung serta dengan beberapa
warganva.

3. Wawancara g
Dalam memperoleh data vang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.
penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak kantor pertanahan
Kabupaten Jember dan beberapa pihak vang berkompeten dalam masalah
pertanahan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, kepala Sub Seksi

Penyelesaian Pertanahan, Kasi Pengaturan dan Penguasaan Tanah.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.5.4. Analisis Data

Proses analisis data merupakan proses untuk mengkaji dan mengolah data
awal vang diperoleh penulis sehingga menjadi data atau suatu informasi yang
dapat dipergunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari pokok
permasalahan.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif
kualitatif. Normatif maksudnya peneliti berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan sebagai dasar hukum positif, kualitatif maksudnya adalah dalam
menganalisa data vang telah terkumpul didasarkan pada usaha-usaha penemuan
asas-asas dan informasi monografis dari sumbernya (Soemitro, 1998: 88).

Agar diperoleh hasil analisis data vang baik, maka digunakan metode
berpikir deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan
yang bersifat umum guna menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Dapat
diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat

umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.
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BAB Il o
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORT ——.

gy |

3.1 Fakta

FFakta yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah terbitnya sertifikat
ganda (overlapping) terhadap satu objek yang sama yaitu sebidang tanah yang
terletak di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Dengan
adanya sertifikat ganda atas satu objek yang sama tersebut, maka harus dilakukan
pembuktian mengenai kebenaran dan keaslian daripada sertifikat dimaksud
sehingga satu dari kedua sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak sah atau
dinyatakan batal dengan berdasarkan pada keputusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa pada tanggal 21 mei 2001 Samsiati telah menjual kepada Yatim
Pak Holik (Penggugat) atas sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Desa
Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, menurut sertifikat (tanda
bukti hak) Milik No. 121/Desa Petung, buku tanah tanggal 2 oktober 2000 yang
tertulis atas nama Samsiati, surat ukur tanggal 15 mei 2000 No. 32/Pet/2000, luas
6289 meter persegi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
12.34.11.09.00037, sebagaimana ternyata dari akta jual beli No.
14/1.BSS/V/2001yang dibuat oleh dan dihadapan Etty Soentari, S.H., Notaris di
Jember yang diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Berawal dari adanya laporan Khusnul Hikmah ke Kantor Polisi Sektor
Bangsalsari (Polsek) yang mana telah menuduh Samsiati telah melakukan
pemalsuan surat yaitu Sertifikat (tanda bukti hak) Milik No. 121/Desa Petung,
maka pada tanggal 16 Nopember 2001 Yatim Pak Holik (Penggugat) men.lohon
informasi kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Jember (Tergugat II)
mengenai sertifikat (tanda bukti hak) Milik No. 121/Desa Petung, dan semenjak
itu baru diketahui bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Tergugat
IT) telah mengeluarkan sertifikat lain atas obyek yang sama yaitu sertifikat (surat

tanda bukti hak) Milik No. 120/Desa Petung, buku tanah tanggal 11 agustus 2000
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tertulis atas nama Khusnul Hikmah, surat ukur tanggal 9 juni 2000 Nomor.
04/Pet/2000, luas 6300 meter persegi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah
(NIB) 12.34.11.05.00045.

Berdasarkan Warkah/arsip yang ada pada Tergugat Il.kedua sertifikat
tersebut diterbitkan berdasarkan alas hak yang berbeda. Sertifikat hak milik No.
120/Petung diterbitkan berdasarkan petok C No. 2337, persil 143, klas s 111, luas
3.170 meter persegi, tertulis atas nama Sjafijah Shaheri yang dilengkapi dengan
Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Camat Bangsalsari tanggal 30 Oktober 1999
No. 594/962/436.536/1999, atas nama Khusnul Hikmah, Sedangkan Sertifikat
Hak Milik No. 121/Petungditerbitkan berdasarkan petok C No. 309, persil 143,
klas s II1. luas 3.170 meter persegi, tertulis atas nama Srati Bin P.Sutri dan juga
Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Camat Bangsalsari tanggal 06 Desember 1999
No. 594/1085/436.563/1999 atas nama Samsiati.

Pada tanggal 02 Oktober 2000, sertifikat Hak Milik No. 121/Petung
kemudian dibalik nama kepada Yatim P. Holik (Penggugat) berdasarkan Akta Jual
Beli tanggal 21 Mei 2001 No. 14/1.BSS/V/2001yang dibuat oleh PPAT Etty
Soentari, S.H., Notaris di Jember.

Dengan adanya sertifikat ganda tersebut, akhirnya Yatim Pak Holik
(penggugat) menggugat Kepala Desa Petung (Tergugat 1) dan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember (Tergugat 1) ke Pengadilan Tata Usaha Negara di
Surabaya, yang kemudian masuk dalam daftar perkara No. 06 / G.TUN / 2002 /
PTUN. SBY

Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya dalam perkara tersebut, pada
tanggal 16 mei 2002 memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. menyatakan batal :
I.- Formulir D Nomor 03277 salinan letter C Nomor 2337 buku krawangan

Desa Petung Kecamatan bangsalsari an. Sjafijah Shaheri (T.11-6) yang

dikeluarkan oleh Tergugat I;

a)
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2. Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 120 Desa Petung. Kecamatan
Bangsalsari kabupaten Jember an. Khusnul Hikmah (T.1I-1) yang
dikeluarkan oleh Tergugat I1;

3. Membebankan terhadap Tergugat | untuk mencabut

4. Formulir D No. 03277 salinan letter C Buku Krawangan Desa Petung,
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember an. Sjafijah Shaheri;

5. Membebankan pula Tergugat [1 untuk mencabut Sertifikat Hak Milik atas
tanah No. 120 Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember an.
Khusnul Hikmah tersebut;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat I1 untﬁk membayar biaya perkara ini
secara tanggung menanggung sebesar Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) masing-masing setengahnya.

Putusan i telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 22
September 2002 oleh karena Tergugat [ dan Tergugat I dalam tenggang waktu 14
hari setelah diterimanya pemberitahuan putusan oleh Tergugat 1 tanggal 07
September 2002 dan setelah dibacakannya putusan tersebut dihadapan Tergugat I1

pada tanggal 06 Juni 2002, Tergugat 1 dan Tergugat 11 tidak mengajukan upaya
banding.

3.2 Dasar Hukum
Dasar hukum sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut :
I. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.

%)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria atau biasa disebut UUPA:

a) pasal 16 sampai dengan pasal 27;

b) Pasal I dan pasal II Ketentuan Konversi:

3. Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
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4. Instruksi Mentri Negara Agrana / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan

Masyarakat di Bidang Pertanahan.

N

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

6. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

3.3 Landasan Teori
3.3.1 Macam-macam Hak Atas Tanah

Berdasarkan hak menguasai dari Negara, maka Negara dalam hal ini
adalah pemerintah memberikan hak-hak atas tanah kepada seseorang, beberapa
orang secara bersama-sama atau suatu badan hukum dimana hak tersebut diatur
dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Adapun macam-macam hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok
Agraria adalah sebagai berikut :

I. Hak Milik

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi
sosial. Kata “ terkuat dan terpenuh™ itu dimaksudkan untuk membedakannya
dengan hak atas tanah lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak
atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan paling
penuh. Hak atas tanah tersebut diatur dalam Bagian III pasal 20 sampai dengan
pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak atas tanah memiliki fungsi sosial, yaitu manakala tanah-tanah itu tidak
dipergunakan oleh pemiliknya, mereka harus memperkenankan orang lain untuk
mengusahakannya, terutama untuk usaha pertanian. Kepentingan masyarakat dan
kepentingan perscorangan harus sejajar dan saling mengimbangi. Dalam

penjelasan Rencana Undang-Undang Dasar Sementara diterangkan bahwa fungsi
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sosial daripada hak milik itu tidak boleh dipergunakan atau dibiarkan merugikan
masyarakat, bahwa eigendom itu bukan suatu macht (kekuasaan) tetapi

socialeplicht (kewajiban sosial) (Supomo, 1967 : 37).

2. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah vang dikuasai
langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun atau 35 tahun,
yang bila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi dengan 25 tahun, guna
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan, luasnya paling sedikit 5 hektar
(Saleh, 1977 : 38).

Hak Guna Usaha diatur dalam bagian [V pasal 28 sampai dengan pasal 34
Udang-Undang Pokok Agraria, hak pada hukum adat vang terjadi karena
penctapan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern dewasa ini.
Hanya saja, sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria yang boleh
mempunyainya adalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan

menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

3. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, baik tanah yang
dikuasai Negara maupun tanah milik orang lain (pasal 35 UUPA jo pasal II
ketentuan Konversi) (Parlindungan, 1983 : 1)

Menurut pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria, dinyatakan bahwa Hak
Guna Bangunan dapat terjadi karena :

a) Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara : dengan penetapan
pemerintah ;

b) perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan
dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang
bermaksud menimbulkan hak tersebut.

Hak Guna Bangunan mempunyai jangka waktu maksimal 30 tz{hun,

dengan perpanjangan waktu paling lama 20 tahun. Hak Guna Bangunan dapat
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dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. luas tanah yang
dapat dipunyai melalui hak guna bangunan tidak ada batasnya, baik itu berupa
tanah Negara maupun tanah milik orang lain vang dapat dikuasai melalui hak

guna bangunan (Harsono, 1978 : 1).

4. Hak Pakai

Hak Pakai dalam pasal 41 Undang-Undang Pokok Agrana yaitu hak
untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah vang dikuasai langsung oleh
Negara dan atau dari tanah milik orang lain dan yang bukan perjanjian sewa-
menyewa atau pengolahan tanah. Terjadinya Hak Pakai dapat dengan pemberian
dari pemerintah, karena konversi atau karena suatu perjanjian.

Tentang jangka waktu serta luas tanah bagi Hak Pakai tidak ditentukan
dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dalam pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa
“Hak Pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan tertentu”. Dalam pelaksanaannya biasa pemerintah
memberikan Hak Pakai itu untuk 10 tahun. Ketentuan tentang Hak Pakai itu biasa
diterapkan juga terhadap Hak Sewa.

Oleh karena Hak Pakai itu diberikan hanya dalam masa 10 tahun, maka
setelah berakhir masa yang diberikan tersebut, diwajibkan kepada pemegang Hak
Pakai tersebut untuk memperpanjang haknya dengan mengajukan permohonan
baru yang ditujukan kepada Kantor Inspeksi Agraria setempat. Dengan adanya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, pengajuan perpanjangan
Hak Pakai ditujukan kepada Kepala Kantor Direktorat Agraria Propinsi. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, tentang pelimpahan wewenang
pemberian hak atas tanah, meninjau kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1967, menentukan bahwa wewenang pemberian perpanjangan
atau pembaharuan dan menerima pelepasan hak pakai atas tanah yang dikuasai
Negara agar tidak lebih dari 2.000 meter persegi dan berjangka waktu tidak lebih
10 tahun ada pada Gubernur Kepala Daerah (Parlindungan, 1983 : 58).
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S. Hak Sewa

Hak Sewa disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) sebagai salah satu hak atas
tanah, secara khusus diatur dalam pasal 44 dan pasal 45 Undang-Undang Pokok
Agraria, hak sewa disini ditujukan khusus untuk hak sewa bangunan. Sedangkan
hak sewa untuk tanah pertanian diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Pokok
Agraria yang merupakan salah satu pasal dari bab [V yang memuat Ketentuan-
ketentuan Peralihan. Pengaturan terhadap hak sewa pertanian dimasukkan dalam
Ketentuan-ketentuan Peralihan karena hak sewa dalam hal ini diberi sifat
sementara oleh UUPA, dalam arti bahwa dikemudian hari akan diadakan lembaga
sewa yang berdin sendiri.

Sebelum adanya lembaga sewa, maka sesuai dengan pasal 53 Undang-
Undang Pokok Agraria hak tersebut harus diatur untuk membatasi sifat-sifatnya
yang bertentangan dengan pasal 10 UUPA, khususnya untuk menghindari agar
supaya tidak terjadi praktek pemerasan dalam hubungan sewa-menyewa tersebut.
Terhadap hak sewa berlaku juga pasal 50 ayat (2) jo pasal 52 ayat (2). Menurut
pasal 50 ayat (2) yang berbunyi: “ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak
guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur
dengan peraturan perundang-undangan”, peraturan itu bisa berupa Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Menurut pasal 52 ayat (2)
bahwa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundangan yang dimaksud dapat
memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman

kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.,-.

3.3.2 Sistem Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah

susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
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Politik hukum agraria kita menyebutkan. bahwa mengenal masalah
pendaftaran tanah harus disesuaikan dengan system-sistem dan stelsel-stelsel
hukum agraria dari  Negara-negara modern. Bagi  Negara-negara vang
menyelenggarakan pendaftaran tanah, terdapat dua macam system yang dianut

dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara Recth Kadaster, vaitu sebagai

berikut:

1. Sistem Positif

Sistem pendaftaran hak positif adalah pendaftaran hak dengan daftar-
daftar umum yang mempunyai kekuatan bukti. vaitu daftar-daftar umum vang
membuktikan orang yang terdaftar didalamnya sebagai pemegang hak yang sah
menurut hukum. Kepada pemegang hak yang telah terdafiar diberikan surat tanda
bukti hak (Harmanses, 1981: 42).

Pengertian positif mencakup ketentuan bahwa apa yang sudah didaftar itu
dijamin sebagai keadaan yang sebenarnya. Pemerintah menjamin kebenaran data
yang didaftarkannya dan untuk itu Pemerintah meneliti kebenaran dan sahnya tiap
warkah yang diajukan untuk didaftarkan sebelum hal itu dimasukkan dalm daftar-
daftar.

Sistem positif diselenggarakan dinegara yang menganut asas itikad baik,
yaitu asas yang melindungi orang vang dengan itikad baik memperoleh sesuatu
hak dari orang yang disangkalnya sebagai pemegang hak yang sah. meskipun
orang yang mengalihkan hak itu ternyata bukan orang yang berhak. Seseorang
yang terdafiar sebagai yang berhak atas sebidang tanah, merupakan pemegang hak
yang sah menurut hukum dan tidak bisa diganggu gugat ( Muhammad Isa, 1985:7)

Adapun yang menjadi kebaikan-kebaikan dari pada system positif ini
adalah sebagai berikut:

adanya kepastian dari buku tanah yang bersifat mutlak:

b. peran aktif dari pejabat balik nama tanah;
¢. mekanisme kerja dalam penerbitan sertifikat tanah mudah dimengerti oleh

umum (Parlindungan, 1985: 26).



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Selain memiliki kebaikan-kebaikan, system positif ini juga memiliki
beberapa kelemahan-kelemahan, yaitu:
a. pelaksanaan pendaftaran tanah yang bersifat aktif, mengakibatkan waktu
vang dipergunakan menjadi sangat lama;
b. pemilik hak atas tanah vang sebenarnya berhak dapat kehilangan haknva
dikarenakan kepastian dari buku tanah itu sendiri:
¢. wewenang pengadilan diletakkan dalam wewenang administrasi, vyaitu

dengan diterbitkannya sertifikat tidak dapat diganggu gugat.

2. Sistem Negatif

Sistem pendaftaran hak negatif adalah pendaftaran hak dengan daftar-
daftar umum yang tidak mempunyai kekuatan bukti, vaitu daftar-daftar umum
yang tidak membuktikan orang yang terdaftar didalamnya sebagai pemegang hak
yang sah menurut hukum, terdaftarnya seseorang dalam daftar-daftar umum
sebagai pemegang hak belum membuktikan orang itu sebagai pemegang hak.

Sistem negatif diselenggarakan di Negara yang menganut asas memo plus
yuris, yaitu asas yang bertujuan melindungi pemegang hak yang sebenarnya
terhadap tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya.

Pendaftaran sesuatu hak atas nama orang yang tidak berhak dapat
merugikan pemegang hak yang sebenarnya, oleh karena itu terdaftarnya seseorang
dalam daftar-daftar umum sebagai pemegang hak belum menjadikan orang itu
sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum Pemegang hak vang sebenarnya
selalu dapat menuntut haknya kembali yang dialihkan tanpa sepengetahuannya.

Pemerintah tidak menjamin kebenaran dari isi daftar-daftar umum yang
diadakan dalam pendaftaran hak. Risiko ada pada pembeli/kreditur apabila orang
yang terdaftar itu bukan pemegang hak sebenarnya, dan pemilik yang terdaftar
dengan demikian tidak dilindungi sebagai pemegang yang sah menurut hukum,
yang berarti pendaftaran hak tersebut tidak mutlak.

Dengan demikian yang didaftar bukan haknya akan tetapi hanya peristiwa
hukum yang terjadi yaitu peralihan hak, dalam hal ini pendafiaran akta
(registration of deed). Lain halnya pada system positif dalam hal ini pemegang
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hak yang terdaftar dilindungi hukum sebagal pemegang hak vang sah dan tidak
dapat diganggu gugat. Dengan demikian yang didaftar adalah seseorang sebagai
pemegang hak atas tanah (registration of tirle).

Dalam sistem negatif ini terdapat juga kebaikan-kebaikan serta
kekurangan-kekurangan, kebaikan-kebaikan dalam sistem negatif antara lain:

a. adanya perlindungan pada pemegang hak yang sebenarnya;
b. adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum sertifikat diterbitkan.

Sedangkan yang menjadi Kekurangan-kekurangan dalam sistem negatif ini
adalah sebagai berikut:

a. peran pasif pejabat balik nama tanah menyebabkan tumpang tindihnya
sertifikat tanah:

b. mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertifikat tanah sedemikian rupa
sehingga kurang dimengerti oleh orang awam.

Undang-Undang Pokok Agraria tidak menyebutkan secara tegas mengenai
system pendaftaran tanah yang dianut, tetapi jika kita mendasarkan pada
ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf ¢ vaitu, kegiatan pendaftaran tanah yang terakhir
adalah pemberian tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat, maka jelaslah bahwa UUPA memakai sistem negatif dalam melaksanakan

pendaftaran tanah.

3.3.3 Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang berfungsi untuk
menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Sertifikat adalah surat
tanda bukti hak sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk
hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun
dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah
yang bersangkutan (PP Nomor 24 Tahun 1997, pasal 1 ayat (20)).

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat
didalamnya sepanjang kedua data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam
surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Harsono, 1999: 464).

.
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Sertifikat adalah salinan buku tanah dan salinan surat ukur vang kemudian
dijihd menjadi satu dan diberi sampul yang bentuknya ditetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri. Secara fisik sertifikat hak atas tanah terdiri dari sampul
luar, sampul dalam, buku tanah dan surat ukur (Effendy, 1993a: 25). Sertifikat
tersebut diberikan kepada yang berhak dan merupakan surat tanda bukti sepert
yang dimaksud dalam pasal 19 UUPA.

Sertifikat tanah yang diberikan tersebut adalah akibat adanya perbuatan
hukum pendaftaran hak atas tanah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19
ayat (1) juncto pasal 23, pasal 32 dan pasal 38 UUPA dan selanjutnya diterbitkan
sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya setempat.

Sertifikat hak milik atas tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah
yang tidak ditentukan berapa lama dan berakhimya masa berlakunya, karena hak
milik itu dapat diberikan secara turun-temurun,

Menurut pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang pendaftaran tanah, * sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pthak vang
namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak
atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya “.

Pada pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan
bahwa :

I. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku scbagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat

didalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

llw.J

Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat secara sah
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah-tanah tersebut
dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang
merasa punya hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu
tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan
Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan

gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.
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Adapun hal-hal yang dapat dibuktikan dalam serifikat hak milik atas tanah
adalah :

a. jenis hak atas tanah:

B

pemegang hak;

o

keterangan fisik tentang tanah:

d. beban diatas tanah:

(4

peristiwa hukum yang terjadi dengan tanah (Harsono, 1998 81).
Sebenarnya suatu sertifikat tidak bisa begitu saja diberikan kepada orang
vang berhak, akan tetapi sertifikat itu dapat diberikan kepada vang berhak apabila

vang berhak itu memintanya karena memerlukannya

3.3.4 Tujuan Diterbitkannya Sertifikat Hak Milik .‘r&tas Tanah

Tujuan dan pada diterbitkannya sertifikat hak atas tanah sebagaimana
discbutkan dalam pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak vang bersangkutan
sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.
“penerbitan  sertifikat dimaksud agar pemegang hak dapat dengan mudah
membuktikan haknya™.

Pernyataan tersebut diatas memiliki pengertian bahwa penerbitan sertifikat
hak atas tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah
dengan kodifikasi dan unifikasi. Kodifikasi yang dimaksud adalah kodifikasi
hukum agraria, yaitu menjadikan hukum adap vang tertulis. Adapun yang
dimaksud unifikasi adalah menyeragamkan hak-hak atas tanah kedalam salah
saty hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nemor 5 Tahun 1960,
dengan demikian, setiap tanah yang mempunyai hak atas tanah harus memiliki
kepastian hukum.

Kepastian hukum di bidang pertanahan diatur dalam Undang-Undang
Pokok Agraria yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa
“untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan melalui pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah. Kepastian hukum yang dimaksud meliputi :
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I Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak tersebut
atau disebut dengan kepastian mengenai subyek atas tanah.

2. Kepastian mengenai tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar tanah atau
disebut dengan kepastian hukum mengenai obyek tanah.

Kegunaan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, selain untuk
kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, hal ini berguna pula bagi Negara
yaitu menciptakan tertib administrasi dalam bidang pertanahan yang dapat
memperlancar setiap kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan tanah dalam
pembangunan.

Karena itulah data-data yang disimpan di Kantor Agraria baik tentang
subyek maupun obyek hak atas tanah disusun sedemikian rupa agar dikemudian
hari dapat memudahkan siapapun yang ingin melihat data-data tersebut, apakah
itu dalam rangka memperlancar setiap peralihan hak atas tanah maupun dalam

rangka pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah.
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BAB 111 et /

PEMBAHASAN

3.1 Tata Cara Perolehan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Desa Petung

Guna memperoleh jaminan Kepastian hukum dan untuk mendapatkan
sertifikat sebagai salah satu alat bukti yang kuat bagi kepemilikan atas tanah,
maka masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan sertifikasi hak atas tanah yang
mana harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Secara garis besar terdapat beberapa prosedur untuk memperoleh suatu
sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara
Agrana/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, vaitu sebagal
berikut :

I. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang
memberikan hak milik, melalui Kantor Pertanahan setempat. Formulir
mengenal  surat permohonan telah disediakan oleh Kantor Pertanahan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 bahwa:

dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana
dimaksud dalam pasal S tugas pelaksanaan pendaftaran tanah
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan
tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-
undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain.

_I‘\)

Kantor Pertanahan memeriksa dan minta dipersiapkan surat-surat _v:;ng

diperlukan, antara lain : g

a. Surat keterangan pendaftaran tanah, sebagaimana disebutkan pada pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan tentang
data fisik yang harus dilampirkan dalam surat permohonan. Salah satu data

fisik tersebut adalah petok pajak apabila tanahnya berstatus tanah bekas
milik adat;

20
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b. Gambar situasi / surat ukur, sebagaimana disebutkan pada pasal 22 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan
bahwa “bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

ayat (1) huruf a, b, ¢ yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta
pendaftaran haknya™.

¢. Surat keterangan Kepala Desa, apabila tanah tersebut adalah tanah bekas
tanah adat, sebagaimana disebutkan pada pasal 23 sub a angka 1 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang menyebutkan bahwa

Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan
hak yang bersangjutan menurut ketentuan yang berlaku apabila

pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak
pengelolaan.

d. Surat bukti tentang penegasan konversi menjadi Hak Milik. Sebagaimana
dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf a Peraturan menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
yang menyebutkan sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis
scbagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) dilaksanakan
kegiatan sebagai berikut :

Hak atas sebidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap
sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dan yang alat bukti
tertulisnya tidak lengkap, tetapi ada keterangan saksi maupun
pernyataan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal
60 ayat (3) oleh ketua Panitia Ajudikasi ditegaskan konversi menjadi
Hak Milik atas nama pemegang hak yang terakhir dengan memberi
catatan pada daftar isian 201 sebagai berikut :

Berdasarkan Data Fisik dan Data Yuridis vang disahkan dengan
Berita acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis tanggal ..., hak
atas tanah ini ditegasakan konversinya menjadi Hak Milik dengan
pemegang hak ... tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ke

Pengadilan/sedang diproses di Pengadilan dengan /tanpa sita
jaminan).

3. Berkas permohonan yang lengkap tersebut disetujui oleh Kantor Pertanahan

dalam suatu berita acara dan bentuknya ditetapkan oleh Menteri sebagaimana
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disebutkan pada pasal 18 ayat (4) dan ayal (5) Peraturan Pemenntah Nomor
24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi sebagai berikut .

Avatl (4). Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oich
mereka yang memberikan persetujuan.

Ayat (5). Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
oieh Mentert.

4. Menurut pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang
menyebutkan bahwa :

Daftar 1sian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta
peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebaga
hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
diumumkan selama 30 (tiga puluh) han dalam pendaftaran tanah
secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah
secara sporadis untuk memben kesempatan kepada pihak vang
berkepentingan mengajukan keberatan.

5. Menurut ketentuan pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 yang menyebutkan bahwa :

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di
Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Keluran letak
tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik
atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak
tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic
serta di tempat lain yang dianggap perlu.

6. Menurut pasal 27 ayat (1) Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :

Jika dalam jangka waktu pengumumanada yang mengajukan
keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang diumumkan
kepada Kepala Kantor Pertanahan, maka diusahakan_ agar
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

7. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :

Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman masih ada
kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis yang bersangkutan
atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan
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mengenat hal-hal yang belum lengkap atau keberatan yang belum
diselesaikan.

8. Menurut pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Kantor

Pertanahan menerbitkan sertifikat kepada pemohon hak milik sesuai dengan
data fisik dan data yuridis yang didaftar dalam buku tanah. Kemudian

sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor
24 Tahun 1997, bahwa :

Dalam hal atas suatu tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah-
tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,
maka pihak lain yang merasa punya hak atas tanah itu tidak dapat
lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)
tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan
secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor
pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.

Bila seseorang hendak mendapatkan sertifikat hak atas tanah, maka harus

melalui tahapan-tahapan dan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana

diuraikan dibawah ini.

Pemohon sertifikat hak atas tanah dapat dibagi menjadi 4 golongan, dan

masing-masing diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

a.

Penerima hak, yaitu para penerima hak atas tanah negara berdasarkan surat

keputusan pemberian hak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagi pemohon

ini diharuskan melengkapi diri dengan persyaratan yang berupa:

I Surat keputusan pemberian hak atas tanah yang bersangkutan (asli);

2. Tanda lunas pembayaran uang pemasukan yang besarnya telah ditentukan
dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah tersebut.

Para ahli waris, yaitu mereka yang menerima warisan tanah, baik tanah- bel‘<as

hak milik adat ataupun hak-hak lain. Bagi pemohon ini, diharuskan

melengkapi diri dengan persayaratan yang berupa:

I. Surat tanda bukti hak atas tanah, yang berupa sertifikat hak tanah yang
bersangkutan;
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8.

Bila tanah yang bersangkutan belum pernah disertifikatkan, maka harus
disertakan surat tanda bukti hak atas tanah lainnya, seperti surat pajak hasil
bumi/petok D lama/perponding lama Indonesia dan segel-segel lama, atau
surat keputusan penegasan/pemberian hak dari instansi yang berwenang;
Surat keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat yang membenarkan
surat tanda bukti hak tersebut;

Surat keterangan waris dari instansi yang berwenang (akta warisan);

Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki;

Turunan surat keterangan Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang;

Keterangan pelunasan pajak tanah sampai saat meninggalnya pewaris;

[jin peralihan hak, apabila diperlukan.

Para pemilik tanah, yaitu mereka yang memiliki tanah berasal dar jual beli,

hibah, lelang konversi hak, dan lain sebagainya. Bagi pemohon ini diharuskan

melengkapi diri dengan persyaratan yang berupa:

I

Bila tanahnya berasal dari jual beli, syarat-syarat tersebut adalah:

a) Akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT);

b) Sertifikat hak tanah yang bersangkutan;

c) Bila tanahnya belum pernah disertifikatkan, maka harus diserahkan
bukti hak atas tanah lainnya, seperti surat pajak hasil bumi/petok D
lama/perponding lama Indonesia dan segel-segel lama, atau surat
keputusan penegasan/pemberian hak dari instansi yang berwenang;

d) Surat keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat yang
membenarkan surat tanda bukti hak tersebut;

e) Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki;

f) Turunan surat keterangan Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang;

g) Ijin peralihan hak, apabila diperlukan.
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2. Bila tanahnya berasal dari hibah. syarat-syarat tersebut adalah:

a) Akta hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT):;

b) Sertifikat hak tanah yang bersangkutan;

¢) Bila tanahnya belum pernah disertifikatkan, maka harus diserahkan
bukti hak atas tanah lainnya, seperti surat pajak hasil bumi/petok D
lama/perponding lama Indonesia dan segel-segel lama, atau surat
keputusan penegasan/pemberian hak dari instansi yang berwenang;

d) Surat keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat vyang
membenarkan surat tanda bukti hak tersebut;

€) Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki;

f) Turunan surat keterangan Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang;

g) ljin peralihan hak, apabila diperlukan.

3. Bila tanahnya berasal dari lelang, syarat-syarat tersebut adalah :

a) Kutipan otentik berita acara lelang yang dibuat oleh Kantor Lelang;

b) Sertifikat hak tanah yang bersangkutan; atau tanda bukti hak atas tanah
lainnya yang telah diketahui oleh Kepala Desa yang dikuatkan Camat;

¢) Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki;

d) Keterangan pelunasan / bukti lunas pajak tanah yang bersangkutan;

e) Turunan surat keterangan Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang;

f) Ijin peralihan hak, apabila diperlukan. e

.
iy

4. Bila tanahnya berasal dari konversi tanah adat, misalnya yayasan, syarat-

syarat tersebut adalah:

a) Bagi daerah yang sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipungut
pajak, adalah :
1. Surat pajak hasil bumi/petok D lama/perponding Indonesia dan

segel-segel lama, atau surat keputusan penegasan/pemberian hak

dari instansi yang berwenang;
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Keputusan penegasan/pemberian hak atas tanah dari instansi yang
berwenang;

Surat asli jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya;

Surat Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang membenarkan
isi keterangan-keterangan tentang tanah yang bersangkutan;

Surat pernyataan yang berisi tanah tersebut tidak berada dalam
sengketa dan tidak dijadikan tanggungan hutang, serta sejak kapan
dimiliki.

Bagi daerah yang sebelum tanggal 24 September 1960 belum dipungut
pajak, adalah:

I

]

Keputusan penegasan / pemberian hak atas tanah yang dibuat oleh
instansi yang berwenang;

Surat ashi jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya yang
diketahui atau dibuat atau disaksikan oleh Kepala Desa atau
pejabat yang setingkat;

Surat Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang membenarkan
1si keterangan-keterangan tentang tanah yang bersangkutan;

Surat pernyataan yang berisi tanah tersebut tidak berada dalam

sengketa dan tidak dijadikan tanggungan hutang, serta sejak kapan
dimiliki.

5. Bila tanahnya berasal dari konversi tanah hak barat, misal bekas tanah hak

eigendom, syarat-syaratnya adalah:

a)
b)

c)

d)
€)

Grose akta:

Surat ukur;

Turunan surat keterangan Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang;

Kuasa konversi, bila pengkonversian dikuasakan pada seseorang;

Surat pernyataan pemilik yang berisi bahwa tanah tersebut tidak berada

dalam sengketa, tidak dijadikan tanggungan hutang, sejak kapan

dimiliki dan belum pernah dialihkan atau diberikan dengan sesuatu hak
kepada pihak lain.
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d. Pemilik sertifikat hak atas tanah yang hilang atau rusak, bagi pemohon ini
diharuskan melengkapi diri dengan persyaratan yang berupa:
I. Surat keterangan kepolisian yang menerangkan tentang hilangnya

sertifikat hak ats tanahnya;

_[\.J

Mengumumkan tentang hilangnya sertifikat hak atas tanah tersebut dalam
Berita Negara dan harian setempat;
3. Bagi pemohon yang sertifikat hak atas tanahnya rusak, diharuskan

menyerahkan kembali sertifikat yang rusak tersebut (Sudjito, 1987: 78).

Semua persyaratan tersebut diatas sangat diperlukan untuk mendapatkan
kejelasan dan kepastian tentang:

a. Orang atau Badan Hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah (kepastian
mengenai subyek haknya);

b. Letak, batas-batas, luas, dibebani tanggungan hak lain atau tidak dan
sebagainya (kepastian mengenai subyek haknya) (Sudjito, 1987: 78).

Bila keterangan-keterangan yang diperlukan dipandang sudah cukup dan
tidak ada keberatan dari pihak lain, berarti tanah tersebut tidak terhalang untuk
diterbitkan sertifikatnya. Akan tetapi jika ternyata masih ada kekurangan, maka
kepada pemohon akan diberi tahu tentang kekurangannya dan diperintahkan untuk
segera melengkapinya. Terhadap tanah-tanah yang ternyata ada keberatan dari
pihak lain untuk pensertifikatan tersebut, maka pelaksanaan pensertifikatan baru
bias dilaksanakan jika maslahanya telah selesai. Bagi tanah yang dalam sengketa
tidak dapat diproses.

Bilamana semua persyaratan yang telah ditentukan itu sudah dipenuhi,
maka selanjutnya diserahkan ke Kantor Pertanahan Nasional. Untuk tanah-tanah
yang belum pernah didaftarkan, sekaligus dilengkapi dengan pendaftarannya, dan
sebagai bukti diberikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) s.ebagai
kelengkapan dari persyaratan-persyaratan yang telah diserahkan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember dan Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Jember, maka
diketahui bahwa untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah di Kabupaten
Jember khususnya di Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember,
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telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan  sebagaimana telah
dijelaskan diatas, dan dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Mcnleri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3.2 Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

Sebagaimana telah diuaraikan diatas bahwa sertifikat tanah adalah salinan
buku tanah dan surat ukur yang telah dijilid menjadi satu dengan suatu kertas
sampul yang bentuknya ditentukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Dalam
Neger/Dirjen Agraria dan diberikan kepada seseorang atau badan hukum vang
mempunyal hak atas tanah sebagai bukti hak dan bukti telah dilaksanakannya
pendaftaran tanah. Penggunaan sertifikat yang dimaksud adalah berfungsi sebagai
alat bukti yang kuat. Hal ini mengandung pengertian bahwa keterangan yang
ercantum dalam sertifikat sepanjang tidak ada alat bukti lain yang dapat
membuktikan sebaliknya (ketidak benarannya), maka keterangan-keterangan
tersebut memiliki kekuatan hukum yang harus diterima oleh pthak Pengadilan
sebagai suatu keterangan yang benar.

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak vang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang
termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan
data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Ketentuan
tersebut mengandung arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka
data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat tersebut harus diterima
sebagai data yang benar. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 :l'ahun
1997 tersebut merupakan bagian dari jaminan kepastian hukum yang diberikan
oleh pemerintah.

Fungsi utama sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti hak atas
tanah yang kuat dan dijamin kepastian hukumnya. Walaupun fungsi utama

sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti yang kuat dan sah menurut
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hukum. tetap: sertifikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Hak atas
tanah seseorang masih dapat dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Alat bukti
vang lain itu dapat berupa saksi-saksi, akta jual-beli, maupun surat keputusan
pemberian hak.

Perbedaan antara sertifikat dengan alat bukti lain adalah bahwa sertifikat
ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti yang kuat. Kuat
dalam hal ini berarti bahwa selama tidak ada alat bukti yang lain yang
membuktikan ketidakbenarannya, maka keterangan yang ada dalam sertifikat
tersebut harus dianggap benar dengan tidak perlu bukti lain untuk menguatkannya.

Bila kepada Hakim ditunjukkan sertifikat hak atas tanah. maka Hakim
harus menerima keterangan yang terdapat dalam sertifikat itu adalah benar,
Selama tidak ada alat bukti lain yang menyatakan bahwa sertifikat itu palsu.
Apabila yang ditunjukkan kepada hakim adalah alat bukti lain dan bukan
sertifikat, misalnya akta jual-beli sebagai tanda bukti hak seseorang atas tanah,
maka Hakim harus diyakinkan dengan alat bukti lain seperti saksi-saksi, kwitansi,
yang menyatakan bahwa seseorang tersebut berhak atas tanahnya.

Dalam pasal 32 ayat (2) disebutkan, bahwa dalam hal atas suatu bidang
tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum
yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata
menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat
lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis
kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan
ataupun tidak mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan tanah
atau penerbitan sertifikat tersebut.

Dengan pernyataan tersebut maka makna dan pernyataan, bahwa se;tiﬁkat
merupakan alat bukti yang kuat menjadi jelas. Ketentuan tersebut tidak
mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang, baik kepada pihak yang
mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya maupun
kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan
dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan.
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Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa dalam suatu sertifikat ditulis
mengenai jenis hak, pemegang hak, keterangan fisik mengenai tanah, beban diatas
tanah dan peristiwa hukum yang penting sehubungan dengan tanah tertentu, dan
arena semua itu dusi oleh pejabat vang berwenang, maka semua vang dapat
dibaca dalam sertifikat itu harus dianggap benar. dan oleh peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai alat bukti yang kuat.

3.3 Faktor Penyebab Batalnya Sertifikat Hak Milik No.120 Desa Petung
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Menurut pasal 104 avat (1) Peraturan Menteri Negara Agrana / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembenan
Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan “Pembatalan hak
atas tanah mehputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah
dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah”.

Menurut pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9
Tahun 1999, Batalnya suatu sertifikat hak atas tanah dapat terjadi karena adanya
cacad hukum administratif dalam penerbitan sertifikat hak atas tanahnya atau
disebabkan karena melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum yang tetap.

Pembatalan suatu sertifikat hak atas tanah dapat dilaksanakan berdasarkan
keputusan Menteri Negara Agraria, tetapi dalam hal ini Menteri Negara Agraria
dapat melimpahkan kewenangan untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah
kepada Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
pembatalan sertifikat hak atas tanah .

Keputusan mengenai pembatalan sertifikat hak atas tanah yang
dikarenakan cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dila]-:ukan
berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan atau dilakukan secara
langsung oleh pejabat yang berwenang tanpa adanya permohonan dari pihak yang
berkepentingan. Permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah dapat diajukan

secara langsung kepada Menteri Negara Agraria atau kepada pejabat yang di
tunjuk dengan melalui Kepala Kantor Pertanahan Nasional.
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Berdasarkan pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan
Hak Pengelolaan, cacad hukum admimistratif yang dimaksud vaitu

. Kesalahan prosedur:;

2. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan:
3. Kesalahan subjek hak:

4. Kesalahan objek hak:;

5. Kesalahan jenis hak:

6. Kesalahan perhitungan luas;

7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

8. Data fisik dan data yuridis tidak ben-

9. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif

Mengenai  batalnya sertifikat hak atas tanah vang dikarenakan
melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang
tetap dapat dilihat dari bai. 'rtifikat hak milik No. 120/Petung. dari fakta
yang ada, maka faktor yang menyebabkan batalnya sertifikat Hak Milik Nomor
120/Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah sebagai
berikut :

1. Faktor kelalaian dari Kepala desa Petung yang mana telah membubuhkan
tanda tangannya diatas Formulir Model D vyang berupa salinan dari
pendaftaran Buku C sebelum tanggal 24 September 1960 vang kemudian
dijadikan sebagai alas hak penerbitan sertifikat atas nama Sjafijah Shaheri
tanpa diteliti terlebih dahulu kebenarannva:

2. Formulir Model D vang berupa salinan dari pendaftaran Buku C sebelum
tanggal 24 September 1960 atas nama Sjafijah Shaheri dianggap cacat hukum
karena nama Sjafijah Shaheri dengan Nomor Buku Pendaftaran Huruf 6 2337
untuk sawah persil No. 143, s IIl, luas 0.317 Da tidak tercatat dalam Buku
Pendaftaran Huruf C Desa Petung sebelum tanggal 24 September 1960 dan
tidak dimiliki oleh Sjafijah Shaheri sebelum tanggal 24 September 1960:

3. Dalam penerbitan sertifikat Hak Milik No. 120/Petung, kutipan pendaftaran
Buku C No. 2337 (Model D) sebagai alas hak pembuatan Akta Hibah tanggal
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Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa dalam suatu sertifikat ditulis
mengenai jents hak, pemegang hak, keterangan fisik mengenai tanah, beban diatas
tanah dan peristiwa hukum yang penting sehubungan dengan tanah tertentu. dan
arena semua itu diisi oleh pejabat vang berwenang. maka semua vang dapat
dibaca dalam sertifikat itu harus dianggap benar. dan oleh peraturan perundang-

undangan dinvatakan sebagai alat bukti vang kuat.

3.3 Faktor Penyebab Batalnya Sertifikat Hak Milik No.120 Desa Petung
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Menurut pasal 104 avat (1) Peraturan Menten Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian
Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan “Pembatalan hak
atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah
dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah™.

Menurut pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9
Tahun 1999, Batalnya suatu sertifikat hak atas tanah dapat terjadi karena adanya
cacad hukum administratif dalam penerbitan sertifikat hak atas tanahnya atau
disebabkan karena melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum yang tetap.

Pembatalan suatu sertifikat hak atas tanah dapat dilaksanakan berdasarkan
keputusan Menteri Negara Agraria, tetapi dalam hal ini Menteri Negara Agraria
dapat melimpahkan kewenangan untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah
kepada Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
pembatalan sertifikat hak atas tanah .

Keputusan mengenai pembatalan sertifikat hak atas tanah “yang
dikarenakan cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilal-cukan
berdasarkan permohonan dan pihak yang berkepentingan atau dilakukan secara
langsung oleh pejabat yang berwenang tanpa adanya permohonan dari pihak yang
berkepentingan. Permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah dapat diajukan
secara langsung kepada Menteri Negara Agraria atau kepada pejabat yang di
tunjuk dengan melalui Kepala Kantor Pertanahan Nasional.
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Berdasarkan pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun

1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan

Hak Pengelolaan, cacad hukum administratif yang dimaksud vaitu -

1. Kesalahan prosedur:

3]

Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan:

Kesalahan subjek hak:

Kesalahan objek hak:

Kesalahan jenis hak;

Kesalahan perhitungan luas;

Terdapat tumpang tindih hak atas tanah:
Data fisik dan data yuridis tidak benar:

e N R T

Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif

Mengenai  batalnya sertifikat hak atas tanah vyang dikarenakan

melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang

tetap dapat dilihat dari batalnya sertifikat hak milik No. 120/Petung. dari fakta

yang ada, maka faktor yang menyebabkan batalnya sertifikat Hak Milik Nomor

120/Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah sebagai
berikut :

L

Faktor kelalaian dari Kepala desa Petung yang mana telah membubuhkan
tanda tangannya diatas Formulir Model D vyang berupa salinan dari
pendaftaran Buku C sebelum tanggal 24 September 1960 vang kemudian
dijadikan sebagai alas hak penerbitan sertifikat atas nama Sjafijah Shaheri
tanpa diteliti terlebih dahulu kebenarannya;

Formulir Model D yang berupa salinan dari pendaftaran Buku C sebelum
tanggal 24 September 1960 atas nama Sjafijah Shaheri dianggap cacat Fukum
karena nama Sjafijah Shaheri dengan Nomor Buku Pendaftaran Huruf C.2337
untuk sawah persil No. 143, s III, luas 0.317 Da tidak tercatat dalam Buku
Pendaftaran Huruf C Desa Petung sebelum tanggal 24 September 1960 dan
tidak dimiliki oleh Sjafijah Shaheri sebelum tanggal 24 September 1960:
Dalam penerbitan sertifikat Hak Milik No. 120/Petung, kutipan pendaftaran
Buku C No. 2337 (Model D) sebagai alas hak pembuatan Akta Hibah tanggal
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30 Oktober 1999 No. 594/962/436.563/1999 tidak didukung dengan bukti
copy Pendaftaran Buku C (Buku Krawangan/ Buku Rincian);

Bahwa pada saat diadakan pengukuran untuk pembuatan surat ukur tanggal 9

Juni 2000 No. 04/Pet/2000 yang dilekatkan pada sertifikat hak milik

No.120/Desa Petung, buku tanah tanggal 11 agustus 2000 atas nama Khusnul
Hikmabh tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Desa Petung (Tergugat I).

Dewasa ini seringkali terjadi terbitnya 2 (dua) atau lebih sertifikat atas

sebidang tanah yang sama, yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa

tumpang tindihnya (overlapping) sertifkat yang membawa akibat yang sangat

tidak dibarapkan didalam pelaksanaan pendaftaran tanah termaksud. Adapun

faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut antara lain :

[}

Dalam permohonan sertifikat tanah yang baru dimana si pemegang hak
memohon kepada Kantor Pertanahan setempat dengan alasan sertifikat yang
lama (yang telah dipegangnya ) telah hilang, tapi ada ditangan orang lain.
Biasanya hai 11 ' rjadi apabila sertifikat tersebut ada di Bank, oleh karena ada
maksud buruk, maka si pemegang hak melapor kepada polisi bahwa
sertifikatnya hilang, kemudian memohon sertifikat lagi sebagai penggantinya.
Sebenarnya si pemegang hak telah menjual tanahnya, tetapi yang membeli
belum balik nama (belum mendaftarkan jual beli itu di Kantor Pendaftaran
Tanah ), si pemegang hak, yang namanya terdaftar dalam sertifikat tahu hal itu
dan ia bermaksud untuk menggunakan kesempatan ini demi keuntungannya.

Si pemohon sebenarnya telah memberikan kuasa mutlak kepada orang lain
dan sertifikat itu sudah diserahkan kepada kuasa itu, kemudian ia memohon
sertifikat baru kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan alasan sertifikat yang
lama telah hilang (Perangin, 1980:59).

Sebagai akibat dari permohonan ini oleh Kantor Pertanahan dikeluarkan

sertifikat baru atas nama pemohon sehingga akan terjadi tumpang tindih

(overlapping), sertifikat hak atas tanah itu.

Berdasarkan uraian diatas, pihak yang memiliki kewenangan untuk

membatalkan sertifikat hak atas tanah adalah Menteri Negara Agrana, tetapi

dalam hal lain kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor
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Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembatalan sertifikat hak
atas tanah tersebut. Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan
suatu sertifikat hak atas tanah, tapi pengadilan dapat mencabut hak keperdataan
sescorang. Pengadilan berwenang untuk menilai keabsahan dari sertifikat dan
menentukan siapakah yang berhak atas tanah yang menjadi objek terbitnya dua
atau lebih sertifikat tersebut. Setelah suatu sertifikat dinyatakan tidak sah oleh
pengadilan, maka dengan berdasarkan dan disertai surat keputusan dari
pengadilan tersebut, pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan
pembatalan sertifikat dari pihak yang dikalahkan dengan cara mengajukan secara

langsung kepada Menteri Negara Agraria atau melalui Kepala Kantor Pertanahan

Nasional.
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| 2 /*’ B e R A X
BAB IV ' mlmh“ /

KESIMPULAN DAN SARAN R

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan ini ditarik dari pembahasan dan uraian terhadap permasalahan
vang ada. Kesimpulan ini adalah intisari dari pembahasan terdahulu yaitu sebagai
berikut :
|. Tata cara untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti

yang kuat adalah tergantung dari mana perolehan hak tersebut, apabila dari
jual beli: maka yang paling diutamakan adalah harus adanya akta jual beli
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan apabila dani
warisan: maka syarat utamanya harus ada akta pembagian harta warisan,
sedang apabila tanah tersebut cara pensertifikatannya berdasarkan petok, maka
yang harus diutamakan adalah adanya petok D lama atau segel-segel lama,
disamping itu masih ada syarat-syarat lain yang harus dilampirkan, antara lain
. Adanya tanda bukti hak atas tanah, adanya surat keterangan pendaftaran
tanah, adanya surat keterangan Kepala Desa, adanya surat pernyataan
pemilikan tanah, adanya pelunasan biaya pendaftaran dan lain sebagainya

yang ada hubungannya dengan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah.

7 Sertifikat hak milik atas tanah merupakan alat bukti yang kuat serta
merupakan pegangan utama bagi pemegang mengenai kepastian hukum atau
kepastian hak atas tanah yang dimilikinya. Dengan demikian suatu sertifikat
dapat memberikan jaminan kepastian hukum atau kepastian hak terhadap
pemegangnya dan oleh karena itu hukum mewajibkan kepada setiap orang
termasuk pula instansi pemerintah untuk menghormati kebenaran dari pada
sertifikat.

3 Batalnya suatu sertifikat hak atas tanah dapat terjadi karena adanya cacad

hukum administratif dalam penerbitan sertifikat hak atas tanahnya atau

disebabkan karena melaksanakan keputusan pengadilan yang telah meiniliki

34
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kekuatan hukum tetap. Pada penerbitan sertifikat hak milik No.120 Desa
Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, faktor penyebab batalnya
sertifikat tersebut adalah: is1 dan formulir model D ternyata bukan salinan dan
pendaftaran buku C sebelum tanggal 24 September 1960; pengukuran tanah

difakukan tanpa sepengetahuan Kepala Desa Petung; kode desa pada Nomor
Identifikasi Bidang Tanah tidak benar.

4.2 Saran-Saran

Saran-saran dibawah ini merupakan bahan pertimbangan sebagai usaha

perbaikan-perbaikan agar terciptanya cita-cita hukum yang diimpikan oleh Bangsa
dan Negara Indonesia.

i

Mengingat pentingnya sertifikat hak milik atas sebidang tanah maka setiap
masyarakat yang hendak mengurus penerbitan sertifikat sebagai salah satu
bukti authentiknya, harus melalui pendataan dan prosedur yang benar.

Untuk menghindari kecacatan dari keberadaan sebuah sertifikat hak milik atas
tanah, maka dalam proses pembuatannya harus melalui prosedur yang telah

ditetapkan oleh prundang-undangan, sehingga secara materil telah sesuai

dengan keadaan obyek atau subyek yang ada.
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Zadn DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
%‘\ UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

)1 Kalimantan 37 Kampus Tegalbato Kotak Pos 9 Jember 68121
2 (0331} 335462 - 330482 [ax. 330482

ymor 2543 J325.1.3/PP .9 Jember,
L 2004 24, Pebruari 2004
srihal O RGNS IREST AUSHT

Yth. Kepala Badan Kantor Pertanahan

gi.b.xpaton Jember
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama i dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa

Nama ' IENU AGUS SALAM

NIM ' 990710101160

Program S 1 Ilmu Hukum

Alamat ' Jlg Jawa IV = Noe 4 Jembers

Keperluan : Konsullasi tenlang Masalah g
Tinjauvan Yuridis Batalnya
Suatu Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagal Alat Bukti
di Kabupaten Jembc® ¥

Uasil konsuliasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan

Lhdd e b
Skripsi.

Atae hantuan dan kerjasama vang baik kami ucapkan terimakasilhy.

Tembusan Kepada :
s Yth, Ketua Bagian Kejurg. HeTelly:-- - :

» Yang bersangikulan

B Ar;',ip
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

JALAN K.H. SIDDIQ NOMOR 45 TELPON / FAX 484644 JEMBER

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Tembusan :

Jember, 27 Mei 2004

: 200.353.4- 994 Kepada
: Biasa Yth.Sdr. Dekan Fakultas Hukum

- Universitas Jember

: Konsultasi Jalan Kalimantan No 37

----------- Di
JEMBER

Memenuhi Surat Saudara tanggal 24 Pebruari 2004
Nomor : 643/J.25.1.1/PP.9/2004 perihal tersebut pada
pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Jember :

Nama : IBNU AGUS SALAM
NTE P, ¢ : 990710101169
Alamat : Jalan Jawa IV/4 Jember

Telah melaksanakan Konsultasi tentang Masalah
"TINJAUAN YURIDIS BATALNYA SUATU SERTIPIKAT HAK ATAS
TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI DI KABUPATEN JEMBER” mulai 24
Pebruari sampai dengan 27 Mei 2004.

Demikian untuk menjadikan maklum.

AN. KEPALA KANTOR PERTANAHAN

NIB 750 003 643

disampaikan kepada

Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

( sebagai laporan )
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PUTUSAN

MOMOR ¢ 06/G,TUN/2002/PTUN,SBY,

'm_nmmxsmmxmummnmmmm".

Pengadilan Tata Usaha Nogara Surabaya yang memeriksa dan mengadi
11 sengkets Tata Usaha Negarn pada tingkat pertama telah menjatubkan —
Putusannys, dalam perkara antara 1

YATIM PAXK HOLIK, Warganegarn Indonesia, pekerjaan Pedaganug, berteopat

tinggal di Dusun Ealizatan RT.02, RW.01, Desa
Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jembax.
Yarg selanjutuyas memberikan kuasa kbusus tertangsal-
22 ¥opember 2001 kepada B, WINOELJO, Pengacara yang-

borkantor di Jl. Udang Wiodu Mo. 20 RT.01, RW.01 Mangli

Jombox }

Selanjutnya disebut PENGGUCAT

Melawvwan 1

1. KEPALA DESA PETUNG, Berkedudukan di Dosa Petung, Kecamatan Bangsal -~

sari, Kabupaten Jembor }§

Selanjutmya disobut TERGUGAT I | \

) 2, KEPALA XANTOR PERTANAEAN KABUPATEN JEMEER, Bexkedudukan di J1, KH. ~

8 e

Bidiq No. 55 Jember |

““Belanjutuya disebut TERGUCAT II j

Peugadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut |

Telah nembaca surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Jamuari 2002
yang terdaftar ‘d.l Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya —
pada tanggal 17 Jamuari 2002 dibawah register perkara Nomor 1 06/G.TOR/ ¢
2002/PTUN,SBY, 3

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaba Negara — --

&B-'Bba!g etesvane
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T

=

Surabaya Fomor § 06.X/PEN,TUN/2002/PTUN,SBY. tanggal 29 Jamari 2002 =
tentang Paorunjukkan Majelis Hakim §

Telah membamoa Penetapan Bakim Ketua Majelis Pengadilan Tata ~
Usaha Negara Surabaya Fomor t 06, HK/PEN, TUN/2002/PTUN,SBYs tanggal 30-

Jamuari 2002 tentang Pemeriksaan persiapan §

Tolah membaca Ponetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata =
Usaha Negazs Surabaya Nomor 06/ EX/PEN, TUK/2002/PTUN SEY. tanggml ——
T Maret 2002 tlgtans Pemeriksean hari Persidangan § -

Telah membaca surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara =

ind

TENTANG DULUX PERTARANYY i

“—__——l——l'__-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatanmys —
tertanggal 17 Javuaxi 2002 yang terdaftar di Kepanlteraan Pengadilan =

Tata Usgha Negara Surabaya pada tanggal 17 Jamuarl 2002 dibawah =———-

or perkara Nomor 1§ 06/G.TUN/2002/PTUN,EBY, sebagaimana yung tolah
dan diterima pada tanggal 7 Maret 2002 yang untuk selengkap
dlah sobagal berikut i

va pade tanggal 21 Mel 2001 Penggugat telah membel dari ——
sebagaimana mn teolah menjual kepada Pengsugat atas sebidang -
tanah bak Milik terletak di Desa Petung, Kecamatan Petung, Kabupatem
Joumber, memirut Sertipikat (tanda bukti hak) Milik No. 121/Desa ——
Patung, buk\x&a.na.h tanggal 2 Oxtober 2000 tertulis atas pama SAMSIATI

}uat ::kur tanggal 15 Mei 2000 lYo. 32 /Pet/2000, luas 6289 meter ——
persegi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tapah ( HIB ) 12,34.11.05.
00037, ssbagaimane termyata dari akta Jual Beli Mo, 14/1,BS8/V/2001
yaug dibuat oleb dan dihadapan ETTY SOENTARI, SH. lotaris di Jembor

yang diangkat/ditunjuk sebegal Pejabat Pembuat Akta Tamah pada ——

tanggzal 21 Mei 2001 ( bulkti P-1 )t

2. mhva sesa v
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2, Behva tiada lm kemudian, tiba=tiba Pengguzat oleh Kepala Polisi —
Sektor Bangsalsari dipanggil untuk dimintal Yeteranganoya berkaitao—
laporan Polisi dari KEUSKUL HIXMAH yang momuduh SAMSIATI telah -~
pelakukan pemalsuan surat yalah Sertipikat (tanda bukii bak) Milik =
Ko. 121/Desa Potung tersebut diatas (bukti P=2), akan tetapi sampal~
secarang Penggugat oleh Polisl Seikctor Bangoalsari tidak permh ~———
diadaken penylidikan j

3, Bahwva oleh sebabd itu pada tanggal 16 Fopember 2001 Penggugat mohon =
{uformasi kapada Tergugat II mengenal Sertipikat (tanda bukti hak) =
Milik Yo, 121/Desa Petung tersebut (bukti P-2), dan semenjak itu baru
diketahui oleh Penggugat bahwa sebidang tamah hak Milik To. 121/Dasa
Petung yang dibell oleh Penggugat darl SAMSIATI tersebut oleh «—

Tsrgugat XI telah dikeluarkan jugn Sertipikat (tanda bukti hak) ——

¥o. 120/Desa Petung, buku tanah tanggal 11 Agustus 2000 teriu-
1s'4tas vama KHUSKUL HIKMAH, surat ucur tanggal 9 Juml 2000 Nomoxr i

5 .' /2000, luas 6300 moter persegl dengan lomor Idemtifikasi Bldaug

( HIB ) 12434411.05.00045 3
va taneh hak Milik o, 120/Desa Petung tersebut berusal dari bekas

‘ &ﬂggap;t Later C No. 2337 tercatat atas nama SJAFIJAH SHAHERI, -

perail lo., 143, s III, luas 0,317 Da. §
5. Bahwa oleh karena itu sebelum dibuatkan akta Eibah, SJAFIJAH SHAEERL
lcmnpcikiii‘bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat
(1) Peraturan Pemerintah No., 24 Tekun 1997, yalah berupa Salinan —
daxi Pendaftaran Buku C sebelum tanggal 24 September 1960 darl ——
Tergugat I dengan mengisi Formulir Model D, yang isimya seolab=olah-
dianbil dari Buku Peodaftaran Buruf C Desa Petung yang disalin

xodalam Formulir Model D, sedangkan tormyata nama SJAFIFAH SHAHERI -
dengan Yomor Buku Pendaftaran Buruf C 2337 umtuk tanah sawah persil

No. 14%, s III, luas 0,317 Da, tidak dicatat dalam Rutu Pendaftaran

Huruf C svesvss

B e
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Buruf O Depa Petung sebelum tanggal 24 September 1960 dan tidak ——
dimiliki oleh STAFIJAN SHAHSRI sebelum tangzal 24 September 1960, —
padahal Salinan dari Pendaftaran Buku C pebelun tanggal 24 September

AR AR A Y

1960 (Formilir Model 3 D) tersebut monjadi ealah satu syarat wtuk -
pengeluvaxan Sertipikat (tanda buktl hak) Milik Fo, 120/Desa Petung,-
schingga Salinan dari Pendaftaran Duku C sebelunm tanggal 24 ———
Soptember 1960 ( Formulir Model ¢ D ) dimeksud isimya tidak bear, -

den oleh karepamya cacat hukum §

6., Bahwa sesudah akta Hibah dibuat maka akta Hidah berikut Saliman —
darl Pendnftsran Buku C sebelum tanggal 24 Septesh r 1760 (Tammulir
Model s D) tersebut diatas disavpaikan kepada Torgugat II umtuk —

7 g.i.daftnr, kemidian oloh Tergugat IT dilskukan Pongumuman dan juga -

dilaksamkan pengulcuran atas bidang tanah yang tercantum dalam ——

il nwBalinan dari Pendaftaran Buku C gebolum tangzal 24 September 1960 ~—

: Dl N
St 1,-, '\\

/_ | —— -~
g

"\'.'{"_"f;!omnlir Fodel 1 D ) toxsebut }

'.T‘. ;Téiﬁva Saliman dari Pondaftaran Buku C sebelua tanggal 24 September =

___,,*}960 (Formulir Modoel 3 D) yang dileluarkan olch Tergugat I torsebut-

jelas bertentangan dengan kotentuan-ketentuan dalam peraturan per —
undang-undangan yang bersifat material/substansial dan Tergugat I —
telah manyalahgunakan wewonang dan berbuat sowemang-wevang sobagal -
mana ketentuan dalan pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan o Undang-Undang
Yomor 5 Tahun 1986 serta Asas-Asas Umunm Pemerintshan Yang Baik, —

torutama Asas Keoermatan Formal }

8, Bahwe sebolum melaksamkan pengukuran atas bidang tamah tersebtut, —
untuk pengeluaran Sertipikat (tanda bukti hak) Milix Mo, 120/Desa —
Petung, Tergugat II pasti sudah mengetahul terlebih dahulu dovgan —
jalas behwa bidang tansh tersebut telah pervah diadakan penstapan —
batas devgan tanda-tanda batas yang telah dipanang terleblh dalmlu,~

yang dilakeanakan pada waktu pengukuran atas bldang tamah tersebui -

“ M'ltll.ll.lll
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juga umtuk pengeluaran Sertipikat (tanda buktl hak) Milik To. 121/=
- o~ Desa Petung, keroma uatuk pengukuren atas tapah bak milik Yo, 121/~
: | 7 Desa Petung oleh Torgugat II telah dilaksamakan terlebih dahulu ~—

deripada atas tamah hak Milik No. 120/Desa Petung }

(9, Tahwa sungguhpun telah mengetahui adamya tanda-tanda batas yang telah
dipasang dan pada waktu pengukuran atas bidang tamh tersebut ==

diikuti seorang Kerawat Desa Petung serta pemogang-pemegang hak atas

bidang tamab yang berbatasan juga dipanggil unmtuk menyetujul
penetopan batas dengan memasang tanda~tanda batas, sudah seharpsuya
Torgugnt II minta keterangan kepada moreka tentanz adarya tanda ——
tanda batas yang telah dipasang terlebih dahulu diatas bidang tamh
tersebut juga, mamun hal itu oleh Tergugat II tidak dilakukanmya =

den terus saja pengukuran dilaksanakanoya |

L

P 710> 3abwa selain itu mongenai Nowor Identifikasi Bidang Tanah ( KIB ) ~
V' ey N

./ untuk tanah hak Milik Xo. 120/Desa Petung adalah 12.34.11.05,00045,
i

Vo)
god,slngkan potuk tanah hakx Milik XNo. 121/Desa Petung adalah 12.34.11,

:'05'00037. padahal memurut pasal 23 ayat (2) Peraturan Menmterl ——

et

'Nomm Agravia/Kepala Badan Pertanahan Fasiomal No, 3 Tahun 1997 —
menyatakan bahwva Nomor Idenfifikasi Bidang Tanah terdiri dari 13 o
digit, yaitu 8 digit poru‘ merupakan kode propinai, Kabupaten, —
Kecamatan dan Kelurahan/Desa tempat bidang tamah terletak, dan 5 —
digit ‘terakhiy morupakan nomor bidang tamah, maka termyata terdapat
perbedasn dalam mencantumkan kode desa yalah untuk tamsh hak Milik-
Hos 120/Desa Petung kode desa 05 dan untuk tanab hak Milik Xo. 121/

Desa Petung kodo desa 09 j

11, Balna oleh karena hal~hal pada butir B, 9 dan 10 diatas, sudah ——
jelas ternyata behwa Sertipikat (tanda bukti hak) Milik Mo, 120/Desa

Potung, buku tanah tanggal 11 Agustus 2000 tertulis atas nam

KRUSKUL EIRKMAH, suret wcur tanggsl 9 Junl 2000 Fo. D4/Pat /2000, ~—

1 B savevnnnn
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luas 6300 meter persegl yang dikeluarkan oleh Tergugat IT tersebut =
sdalah menyimpang dari Peraturan Pemerintah Mo, 24 Talun 1997 jo. =
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Portanshan Masiomal ~
Homox 3 .'hhun 1997 dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemorintahan

Yang Baik, terutama Asas Kecermtan Formal j ~
12, Bahwa KHUSNWUL HIKMAH tidak pernah mengussai tanah torsetut, sedang -
kan sejak tamh tersebut medelum dihibahkan oleh SRATI b. P. SORTRI-
kepada SAMSIATI, SRATI b, P. SOERTI telah monguasaimyn $ampa e
gungguan dari pibak mamapun | demikian juga sam halnya metelah ———
SAMSIATI menerima hibeh tamah tersebut dari SBATI b. P, SOERTI, ———
bahkan “ﬂndlh tanah tersebut oleh SAMSIATI disewakaa kKepada GOZALI-
uﬁk bulan Nopeaber 2000 pampal dengan bulan Nopember 2001 atau ——

solana 1 (zatu) tabunpun, tiada gangguan dari siapapun juga |
meskipun persewaan tanah tersstut telah bermkhir, akan tetapi
tersebut telah dikuasal oleh SAMSIATI, sodangkan Penggugat ~—

penyelesaian dari Pongadilan Tata Usaha Negara ;

akibet pexrbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mebagai-
ana torsebut diatas, Penggugat sangat dirugikan }

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diXemukakan diatans, Ponggugat sohons

dongan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Regate Surmabaya -
sudilah kiranyas berkeman memutuskan

1s Menorima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnys § =———
2, Mermyatakan batal atau tidak sah 1si Pormklir Model : D yang

dikeluarkan oleh Tergugat I yang isinya diambil dari Buku Pendaftarun
Huxuf C Desa Petung sebelum tanggal 24 September 1960, yang disalin-
kedalan Formulir Model 1 I tersebut yang menjadi salal satu syarat -
uotuk pengeluaran Sexrtipikat (tanda bukti hak) Milik Mo, 120/Desa —
Patung i

5! H.!;!Eunn L A R R
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f/‘-".'

el

b T

Je Memyatakan batal atau tidak sah Sartipikat (tanda bukti hak) Milix -
Fo. 120/Desa Petung, buku tanah tanggal 11 Agustus 2000 tertulis ataa
pama XHUSNUL HIKMAH, surat ukur tanggal 9 Juni 2000 No. 04/Pet/2000,
Juas 6300 meter persell yang dikoluarkan oleh Tergugzat II

4. Memerintahksn kepada Tergugat I untuk mencabut Formulir Model i D —

Yang isinya sebagaimana tersebut pada butir 2 diatas
5-' Memerintahkan kepada Tergugat IT untuk mencabut Sertipikat ( tanda -
bukti hak) Milik No, 120/Desa Petung, buku tamsh tanggal 11 Agustus-
2000 tertulis atas pams KHUSNUL EIKMAH, surat ukur tanggal 9 Juni —
2000 Ko, 04/Pet/2000, luas 6300 meter persegi j

6+ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renmteng untuk =

membayar blaya perkara
Manimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat

e

ha,dLr kuasanya bernama SUTIMARKepala Dusun Petung berdasarkan surni-

~kuasa ta 1 18 Maret 2002, dan Torgugat II telah hadir pula kuasanya -

mmx'o/ SH, Staf bagian Penyolesalan Masalah Tamah berdasarkan surat -

ool e w /,
- S,

8 tavggnl 8 Pebruari 2002 § —

Belanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawabarmya masing —
masing sebagal berikut 13

Jawaben Texgugat I 1 - ——
1. Babwa bomar bahwa sebidang tamah hak Milik No. 120/Desa Petung, buku

tamah tanggal 11 Agustus 2000 atas mama KHUSNUL HIKMAH, surat ukur -
tanggal 9 Juni 2000 No. 04/Pet/2000, luas 6300 metexr persezi berasal
dari konversi hak bekas yasan memurut Nomor Buku Pendaftaran Huruf C
2357 atas vama SIAFLIAH SHAKERI, persil No. 143, s III, luvas 0,317 De,
yang oleh S8JAPIJAH SHAHERT dihibahkan kepada KHUSNUL HIKMAH dengan -
ekta hibah Nomor 594/962/436.563/1999 tanggal 30 Oktober 1999 | —

2. Bahwa srene e
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2, Bahwa untuk koparlunri konversi hak dan hibah dimaksud, Tergugat I
oleh seoxang Perangkat Desa Petung telah disodori Formulir Model:

D yang telsh diisinmyn, seolah-olah merupakan Salinan dari
Fendaftaran Puku C sebelum tanggal 24 Scptember 1960 yang

diverikan kepada SJAFIAH SHAHERI, Homor Buku Pendaftaran Buruf C
2337, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, —
Propinsi Jawa Timur sebagal bukii tahwa tansh sawah persil lomor
143, ® III, luas Q.317 Da. Dicatat vama SJAFIAH SHAHERI dalam ——
buku Pendaftaran Huruf C Desa sebelum tanggal 24 September 1960 -

. dan dimiliki mama SJTAFTAH SHAHERI sebelum tanggal 24 September —
1960, tauopa ditelitl dan tanpa momaruh keourigaan, torus saja =—— -

s g . Tergugat I membubuhkan tanda tanganmya diatas Formulir Model ¢ D

\ﬂ\“ dimakgud 3
C -
£ & i: Pehwe setelah akta hidah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah -

.:'1' 'xeeamtan Bengsaleart, kemudian akta hiveh berikut Saliman dari -

Pendn:l"ta:an Buku C sebelum tanggal 24 Soptember 1960 ( Pormulir = \
: Modcl ¢ D ) tersebut diatas disampaikan kepada Torgusat II untuk- 1
.r"‘:_'-"‘.-‘did}.ttur. dan sesudah diadakan Pengiumuman dan Penguxurany baru — |

““Tergugat II mengeluarkan Sertipikat hak Milik No. 120/Desa Petung

buku Tereh tanggal 11 Agustus 2000 atas pama KHUSNUL HIKMAH
torscbut 3 “

4. Bahwa mesudah Tergugat oleh Kepala Polisi Sextor Pangsalsarl ~——
dipanggil untukdimigtaiketerangamnya mengeoal Sertipikat hak ——
Millk No. 120/Dosa Petung, buku tavah tanggal 11 Agustus 2000 —-
atas pama KAUSNUL HIKMAH tersebut, baru diketahui oleh Tergugat I

bahwe isi Formulir Model 1 D dimaksud diatas termyata bukan
salinan darli Pendaftaran Buku C sebalum tanggal 24 September 1960,
karens tavah sawah persil Nomor 143, a III, luas 0,317 Da. tersobtut
tidak dicatat nama SJAJ'UB SHAITERI calam Buku Pendaftaran Huruf C

sebelum tanggal 24 Sc-ptmberr 1960 dan tidak dimiliki pama SIAFIAE

SHAHERT terasbut sebelum tanggal 24 September 1360 |

5. BahWA sesesssesene
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5. Babwa pada waktu diadakan pengukuran untuk pembuatan surat ukur -
tanggal 9 Juni 2000 No, 04/Fe%/2000 yang dilekatian pada Sertipi-
kat hak Milik No. 120/Desa Petung, bulu tavah tanggal 11 Agustus
2000 atay nama KHUSSUL HIKMAH tersebutpun tidak sepengetahuan «-—

Tomt X
Berdasarikan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat I mohon dengan «—
hormat kopada Majelis Bakim hendaknoya beritenaan memutuskan i =————
1+ Menyatakan batal atau tidak sah isi Formulir Model 3 D yang ———

diksluarkan oleh Tergugat I yang isinya diambil dari Buku
Pendaftaran Huxruf C Desa Petung ssbelum tanggal 24 September 1950,
yang disalin kedalam Formulir Model 1 D tersoln' jang ...njall ——
szlah gatu syarat untuk memerbitkan Sertipikat hak Milik Nomor 1

120/Desa Petung, buku tanah tanggal 11 Agustus 2000 atas mama =
i XHUSNUL HIKMAH, surat ukur tanggal 9 Juni 2000 Fomor 04/Pet/2000,
e ."iu.;n 6300 meter persegl

. e \‘
1’ e 2. Memgrintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Formulir Model : D
\

;'u'né isinya sebagaimana termebut diatao j

_ ;'Javiﬂén Tergugat II 3

. 1« Babwa setelah Tergugat II mempelajari gugatan penggugat, maka yang

.
b ey
o
[

\ .r;"'ﬁ' menjadi obyek sengiceta dalam perkara inl adalah sertipikat Hak —
P Milik o, 120/Petung buku teneh tanggal 11 Agustus 2000 Surat —
Ukur taogzal 9 Junl 2000 No. 04/Potum/zooo“/12.34.11.09.00045 —_
luas 6300 M2 Yorcatat atas pama KHUSNUL HIKMAH §

2, Ealwu Dbenar dalil gugatan ponggugat dalam posita butir 1 dan ¥ —
yang meuyatakan bahwa pada tangeal 16 Lopember 2001 Tergugat II ~
telah menglnformasikan kepada Penggugat, babwa tarhadap sebidang-
taush terletak di Desa Petung Kecamatan Zaugealsarl Kalupaton ——
Jember dissmping telzh diterbitkan/dileluarkan Sertipikat Hak w—
Milik Fo., 121/Petung buku tavali tanggal 2 Oktober 2000 luas m—
6.289 M2 tercatat atas nama SAMSIATI yaog kemudiad telah dibalik-

nama kepada YATIM P, HOLIK (Ponggugat) berdasarkan akta jual bell

| s W
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tanggal 21 Mel 2001 Fo. 14/1.BSS/V/2001 buku tanah tanggal T Juni —
2001 juga telah diterbitkan/dikeluarican Sertipikat Hak Milik Fo, 120/

Petang luzs 6,300 M2 torcatat atas nama KHUSKUL HIKMAH j

%, Fahwa Tergugat II baru mengotahui adanmya sertipikat ganda/doble &t

satu bidang tamah scbagaimana tersebut pada butir 1, pada pat =

menghadiri panggilan Kepolisian Sektor (Polsek) Eangsalsari
Kabupaten Jember tanggal 20 Agustus 2001 gura dimimtal keoterangan -

sehubungan dengan adanya pongaduan dari H, Jobari Mashur alias Saheri)

4, Mahva sesual warkah/arsip yang ada pada Tergugat IT, kedua Sertipikat
Lersebut diterbitkan berdasarkan alas hak yang berbeda. Sertipikat -
Bak Milik lo, 12-/Petung diterbitkan berdasarkan petok © To. 2337 —
persil 143 klas 8 III luas 3.170 M2 tertulis atas rama STAFIJAH sweee
SHAHERI ysng dilengkapi dongan Akta Ribah yang dibuat olech PPAT ———
Camat Bangealsari tanggal 30 Oktober 1999 No. 594/962/436.536/1999 —
TL't,t‘au rama KEUSKUL HIKMAH, sedangkan Sertipikat Hak Milik Mo, 121/ —

- 1"V,
T Tty

Pqt‘t‘ang diterbitkan berdasariksn petok C No, 309 perail 143 klas S III

l\nf 5,470 M2 tertulis atan vama SRATI Bin, P SUTHI yang dilengkapi=
o o Gl i _(i-'n.gan Surat Keterangan Warisan tanggal 10 Pebruari 1998 yang

ditanda tangani oleh segenmap ahli waris dari SRATI Bin P. SUTRI dap-
\ juge Mkcte Hibeh yang dibuat oleh PPAT Camat Bangsalsari tangsal 6 —
| Daseaber 1999 Yoo 594/1085/436.563/1999 atas mma SAMSIATI. Eahva ——
1 Sextipikat Hak Milik No. 121/Petung buku tanah tanggal 2 Oktober 2000
| kemdian $elah dlbalik vama kepada Yatim P, Bolik (Penggugat) ——
| bexdasarian Akta Jusl Beli tanggal 21 Mei 2001 No. 14/1.BS8/V/2001 -
yang diluat oleh PPAT Etty Soentari, SH. Fotaris di Jember | ——
5. Bahwa penerbiian sertipikat Eak Milik No., 120/Petung Surat Uur ——-
tangzal 9 Juni 2000 No. 04/Petung/2000 NIBe12.34411:09,00045 luas —
6300 M2 taxcatat lutu rama KHUSNMUL HIKMAH selengkapmya didasarian —
atas dokunen/surat~surat sebagai berikut 1

8. Blangko permohonan model A yang ditandatangani oleh Khusmul Hlkmahj
b, Blangko Model D yang memuat tentang Salivan Pendaftaren Buku C —

tanggal 24 September 1560 yang ditandatangani oleh Kepala Desa —

Pﬂu!& TR R A
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Petung, tercatat C Fo. 2337 perail 143 klas S IIT luas # 3,170 M

atag naxa SJAFIAH SHAHERI j : {
os Blangko Model E yang memuat tentang Surat Peruyataan Pemilikan —
Tapah dan Surst Pernmyataan yang ditanda tangani oleh Pemohon —
( Xnusmul Hikmah ) dan Kopala Desa Petung j

d. Dlamgko Model ¥ yang memuat tentung Surat Permyataan Pangukuran yang
ditanda tangani oleh pemohon ( Kimsmil Eikmah ) j
8. Akta Elbah Fo. %594/962/436.563/1959 tanggal 30 Oktober 1599 yang-
d{tuat oleh dan dihsdapan Wardiman, BSc PPAT Camat Fangsalsari -

£, Berita Acara pelaksamsan pengukuran tanah yang dilaksanakan pada=~

tanggal 25 Mei 2000, yang telah mememuhi asac com* e (istolr

dalwitatic, yang telah disaksikan oleh perangkat Desa Petung —
( Kepala Dusun letak tanah) dan diketahul/disahkan oleh Kepala —

Desa Petung g

§e/Parita Acars Pengumunan tanggal 30 Mol s/d 28 Juli 2000 Yo. 504/-

SO | ({\I
2 . %d 2000 yang ditanda tanganl oleh Kepala Kantor Pertamahan e

i ¥ 7 ten Jomber j
~ ./
. Ah¢ Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Datas yang ditanda-

tangani oleh Panitis A j

{. Borita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Iata Yuridis —
tanggal 27 Jull 2000 No. 537/BA/2000 yang ditandatasgani oleh -~
Kepala Kantor Pertamshau Kabupaten Jomber yang memyatakan balna - -
setelah diadakan pengumman pelama 2 (dua) bulan berlaku mulail —
50 Mol s/d 28 Jull 2000 tidak ada pihak yang mengajukan keberatan

4erhadap permobonan tersebut §

6, Bahwva ponerbitan sertipikat Hak Milik Te. 121/Petung buku tamah ——
tanggal 2 Oktobew 2000 Surat Ukur tanggal 9 Juni 2000 Ko, 32 /Potung/
2000 NIB.12.54.11.09,00037, luas 6,289 M2 torcatat atas pema Samsiati
yaog ¢elah dibalik name kepada Yatim P, Eolix, solengkapumya didasar-
Xan atas dokumen/surat-surat sebagal berikut 1

a. Blangko permohonan Model A tanggal 28 Desember 1999 yang ditanda-
tangani.oleh Samsiati }

be Blagg‘so esssane
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be Blangko Modsel D temtang Salinan Pendaftaran Buku C tanggal 24 —
September 1960 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Petung, ——

. tercatat C No. 309 persil No, 143 klas 8 III luas 3.170 M2 atas -
pamn Seatl b. P, Sutri

0. Blangko Model E tentang Surat Permyataan Pemilikan Tanah dan Surat
Permyatzan yang ditanda tangani oleh pemohon (Samsiati) dan Kepala
Deoa Potun'g H

d. Copy Buku Krawangan/Buku RBinoikan buruf C Fo. 309 persil to, 143
klas S III luas 3,170 M2 atas pama Srati bs Py Sutrl j

e, Blangko Model P tentang Surat Permyatasn permobonan pengukuran =
yang ditandatangani oleh pemohon ( Samsfati ) 3

f. Surat Keterangan Warisam tanggal 10 Pebruari 1998 yang ditanda =
tangari oleh para ahli waris almarhum Srati Bin P, Butrl dan =
Kepala Desa Petung j

‘j',q.;;lgg.ta Hibsh No. 594/1085/436,563/1999 tanggal 6 Desember 1999 yang

‘

SRR
© i '¢ibwat oleh Waxrdiman, BSc PPAT Cumat Bangsalsari §
] s
h,

ta Acara pelaksanean pengukuran tamah yang dilaksamakan pada-
1 13 Dogember 1999 yang tolah mememuhl as2s contradictoir -
delemitatie, yang telah disaksikan oleh perangkat Desa Petung ——

( Xopals Dusun letak tamah ) dan diketahui/disahkan oleh Kepala -
Desa Petung

i, Berita Acara Pengumman tanggal 15 Juli 2000 s/d 12 Septembder 2000
o, 845/Dasa/2000 yang ditandatangani oleh Kepala KautoT e—————
Peartanaban Kabupaton Jember j

jo Risalsh penelitian data yuridia dan penetapan batas yang ditanda -
tanganl oleh Panitia A j

k. Barita Acara Pengesahan Pengumman Data Fisik dan Data Yuridia ——
tanggal 13 September 2000 Mo, 1335/BA/2000 yang memyatakan behwa -
setolah diumuncan selama 2 (dua) bulan yang berlaku sejak taungeal-
15 Juli s/d 12 September 2000, tidak ada pihak yang mengajukan —
keberstan terhadap permohonan tersebut j

Te hWB sesvsssssne

e

e
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7. Dahwa dari uralan butir 5 dan 6 dapat diketahud 1t

13 h

2. Delan penerbitan sertipikat Fak Milik Mo, 120/Petung, kutipan -—
pondaftaran buku C No. 2337 ( Model D ) sobagal alas hak pembuatan
Acta Hibeh taugeal 30 Oktober 1999 Fo. 594/962/436.563/1999 tidax

. didulcung dengan bukti copy Peodaftaren Buku C (Ruku Xrawangan/ -
Buku Rineian) sedangkan Model D dalam penorbiten sertipikat Hak -
¥i11k Fo. 121/Petung dikuatkan dengan bukti copy Pendaftaran Buku

© 0 (Puku Krewangan/Buku Rincikan ) 3

be Pengukuran tanah untuk penerbitan sertipikat Eak Milik To, 121/

Petung dilaksanakan terlebih dahulu, yaknol pada tangral 13 me———
Desenber 1999, sedangkan pengukuran terah urink penertitan gserti=-

pikat Bak M{lik No. 120/Petung dilakeanakan pada tanggnl 25 Mel -
2000 3

8. Zahwa torbadap dalil Penggugat sebagaimava petitum butir 8 dan 9, =

“"n Usma secual laporan yang disampailan petugas ukur yang melaksamikan-

..5:‘:_‘_’ "H- / t1dak nespak adarya tugu-tugu batas yang telah terpaeang, ———

““gahingga petuges ukur yang bersangkutan tidak mangetahui bahwa

9

torhadap bidang tasah tersobut juga sudah permah diadakan pengukuzran
untuk keporluan penerbitan sertipikat j

Terhadap fokta adamya tugu-tugu batas yang sudeh permah dipasang —
pada paat dilaksamekan pengukuran bidang tanah Fak Milik Yo, 121/ =
Petung sebegaimana Berita Acara Hasil Pengukuran, mamun kermudian —

tornyata hilang (tidek terpasang), dimumgkinkan telah dicabut/ e=——

dipindah taopa sepengetahuan Tergugat II j
Bebwa atas daser uralan diatas, maka Tergutat II tetap berpendirian,
bahwa socaxa proscduraaduinistratif peaerbitan keduva sertipikal ~—
torsebut tidak menyalahi/melanggar ketemtuan Peraturan Perundanmn =
yang berlaku (Peraturan Psmoriumtsh No. 24 Tekun 1997 paeal 17, 24, =
26 dan 28 yo, Peraturan Monteri Negara Agraria/Kepala BPN Mo, 3 tahun
1997 pasal T6, TT 8/d 91 )

10. Eahwa svseeere
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10, Bahwa toxhadap adanya fakta babva dalan proges tersebut termyata .
$elah tertdt sortipikat ganda atas 9 (satu) didang %anak, mia -
wolalui Poradilan Tata Usaba iui dapat diuji kobomaran materiil -
atas koabsahan alas hak/tulcti perolehan hak yaog diajukan s<dbagal
dasar penorbitan tersebut i

11 Bahwa sistem pendaftaran tamah yang diamit oleh Undang=-Undang Pok:
Agraria adalzh sistem nogatif (reriksa pasal 19 ayat 2 huruf o .
Undang-Undang M. 5 tahun 1960) dan dalam yurisprudensi o. 459 %
‘BIP/1975 tanggal 18 September 1975, Mahkamah Agung RI borpendapat-
dalam pertimbangan bukumnya menyatakan dahwa 3 " Mengingat pielso)
Regatif tentang rogieter/pondafiaran tanahetam®, di Indonestiy, mak

terdaftazaya suoonnq didalam registor bukanlah berarii absolut -
Bonjadi pomdlik tamh torosebut apabila ketidak abaoahanmyn dapat -
/‘G '{'g?a,dimuhn oleh pihak lain (sepertd baluya dalam perkara ini) | -
Ev.ii\wa oiri=oirl pokok sisten negatif adalah bahwa, Pejabat Kamtor-

Babwa herdasarkan hal-hal sebagaimama telah diuraikan diatag, -
maks Torgugat mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim YADE s
Remerikss perkara ini untuk berkenan monjatuhkan putusan yang scadlleo< i
adiloya ( Ex Aequo Et Bomo ) §

Menimbang, bahwa solanjutnya pihak Penggugat memyampaikan ———
Repliknysn, @adangkan Torgugat I dan Tergugat IT menyatakan tidak e
mengajukan Duplik, banya secara lisan bertetap pada Jawabanmya §

Honinbang. untuk menguatkan dasar dan alasan gugatanmya, pihak-
Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah —.

diccookkan dengan aslinya diberi materai d.an tanda P,1 sampai dengan =
Pe3 sebagal barikut v

1+ Foto copy Akta jual bell Ko, 14/1.B35/U/2001 tanggal 21 Mei 2007 —
dibuat oleb Btty Soentari Notaris di Jember, (Bukti'P=1 ) j ——unr.
2, Foto copy sertipikat bak milix Mo, 121 tanggzal 12 Oktobder 2000 atas

nama Yatin P, Bolik, ( Bukt{ P2 ) 4

5. M LR R



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dijatuhkan putusan j

3, Yoto copy surat dari Kepala Kantor Dimas Luar TKI PEB Jember tangssl
10 Nopember 1988 No. 842607/WPJ.06/K1.3511/1988, (Bukti P=3 ) j =
Manimbang, bahwa untuk membantah gugatan, Pihak Tergugat IT wvorm

tolah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan «--
dengan aslinyn, dan dibubuhi materai diberi tanda T, I~-1 sampal dengon
Ty II=10 sedangkan Tergugat I tidak mengajukan buktli surat, bukti-bukti
mana ssbafal berikut ¢

1a Foto copy sortipikat Hak Milik No. 120/Desa Petung tanggzal 11 ——
Agustus 2000 atas pama Khusml Hikmah dan surat ukurmya Fo. 04/ w——
Petung/2000, ( Bukti TeII=1 ) §

2, Foto copy sertipikat hak nilik No. 121/Desa Potunz tanz;al 2 ——
Oktober 2000 ane Yatim P. Holik dan surat ukurmya No. 32/Petung/2000
( Bukti Tell=2 )

. Foto copy Gambax ukur No, 801/2000 ane Kusmul Hikmah, (Bukti T.TI-3)j
copy Cambar Ukur No, 268/2000 an. Samsiatl, ( Buti T7,II=4 ) =

s" sopy bultu krawangan Desa. ( Bukti ToII=5 )

N
7+ Poto copy surat pendaftaran huruf C Desa an. Sjafijah Shahorl To. =

2337, ( Buktl TeII=7 ) § o

8. Yoto copy Akta Hibah Bo. 594/962/436.563/1999 tanggal 30 Oktober ~—
1999 ( Buicti ToII=P ) ¢

9, Foto copy model A kouversi peugakuan hak an., Khusml Eikmah. ( Bukti
Tell=9 ) §

L

'40. Foto copy model E, permyataan pemilikan tanah dan surat permyataao-

an, Khusml Eikmah, ( Bukti T.II-10 )

Monimbang, behwa umtuk pembuktian selanjutmya, para plhak baik -
Penggugat maupun Tergugat I, Tergugnt II tidak mengajukan paksi~-paksl j

Menimbang, btshwa selanjutmya Penggugat mengajukan kesimpulan, —

dan denikian pula Tergugat II jugn menyampaikan kesimpulanmya |

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak=pihak memohon umtuk ————-
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i ZENTARG HULUMAYA 3
' Moninbang, bahwa--mal:uud gugatan Penggugat adalah sebagaimama ——
| texoedbut diatas .

Menimbang, bahwa yang menjadi obyck sengketa ini adalah § ————
1« Petok model D llomor 03277 sebagai salinan petok C 2337 atas vama —

-8jafiah Shahorl yung dikeluarkan olsh Tergugat I

2, tentang Serwtipikat Eak Milik atas tanah Nomor 120/Desa Petung e
‘ ' Kecamatan Bangsalsaxi, Kabupaten Jomber Propinsi Java Timuor atas ——

pam Kmuaml Hikmh yang dikeluarkan oleh Tergugat II ;
Monimbang, babhwa daxi jaweb monjawab antara Penggugat dan e——
Tergugat I den Tergugat Il dipersidangan terdapat fakla ymug terungcap-
sebagal berikut 3

- Merruru" Ponggugat mompuwyal hak milik atas tanah dengan sertipikat —
Komr 121 Desa Potung, Kmmtan Bang=alsari, Kabupaten Jeamber, —
/ﬁ‘;n{?} pinsi Jawa Timur, yang berasal dari jual bell dengan Samalati § ~

8o e Y W\

dari krawangan dess Petung tercatat dari tuku C 309 persil —

"X¥las TIT luas 3170 M2 atas nama Srati B, P, Sutri |
ponerbitan kedua sertipikat tersebut maing-msing telah e
momenuhl prosedur yang ditontukan j

Memurut Pibak To e : '

= " Membeparican btahwa disamping momz‘l?ltknn formulir model D Nomor 03277
sobagal aalipan petok letexr C 2337 atas vama Sjafiah Shahcri:juga —
telah mecerbitken formulir Model D No. 001620 saliran leter C omor
309 atas mama Sxatli B. P, Sutxl g

= Peperbitan ¥odel D itu untuk tanah yang suma yang terletak di Desa =~
Peotung Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Jawa Timur j

« Diakul pihak Tergugat I tuhwa berdasar Buku Krawangan Desa Petung -—
yang ada tercatat Momor 309 adalah Srati B, P, Sutri j

Memurut Pihak Porgugat II
= HMembehazrikan btabwa disamping menerbitkan sertipikat Bak Milik atas ~-

tamah Yomor 120 Desa Petung Kecamatan Bangsaleari Kabupaten Jeabder -

Pmeim ssssvassssnn
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Propinsi Java Timur atas pama Khusml Hikmah suret ukur Nomor 64/ -
Potung/2000 goluas 6300:m2 juga untuk tamah yeng mama menerbitkan -
Bextipikat Huk Milik Nomor 121 Desa Potung Kecamatan Bangualscazl =~
. Kabtupaten Jouber, Propinsi Java Timur atas pama Samsiatl yang ——-

dialibkan taﬁda Penggugat
Menimbang, tahwa dari fakta yang torungkap tersebut telah diakui

oleh Tergugat II bahwa terjadi sertipikat ganda dengnn atas pama yang-
berbeda untuk tanah yang sama

Mormimbang, bahwa untuk nembuktikan dalil-daliluya masing-masincg
telah mengajuken bukti dimana 1

Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampal dengaa P-3 sedang =
Tergugat I walaupun tidak meugajukan bukti tersendiri, tapli meryampai-
kan foto ocopy surat krawangan desa pada sast memberi keterangan di ——
 pemerikspaan persiapan, sedang Tergugat II telah menganjukan bukti =murat

nimbang, bahwa selanjutnya terhadap penerbitan sertipikat —
( vide T.II-1 dan T.II-2 ) perlu ditelitl beik dari segl —

maupun substansimya dimapva memurut Tergugat II sudah diperwhi
~pulaksannan prosedure pendaftarannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1999 dan hal ini didukung dengan bukti T.II~1, TeII-2 ~
serta T.IX-3 sampal dengan T.1I-10 §

Namun denikian texhadap bukti formulir D Nomor 03277 atas mama Sjafiah
Shahard ( TelT=T) setelaki dicocokkan dengan Buku Krawangan Desa Petung
ternyata leter O Nomor 2337 yang disalin menjadi formulir D Nomor ——
03277 tersebut tidak tercatat dalam Buku Krawangan Desa Petung tersebut
dan yang tercatat adalah leter C Nowor 309 atas nama Srati B, P, Suiri
dan disalin menjadi formulir D 001620 ( T.II-6 ) j ~

Moninmbang, bahwa karerva formulir D baik Nomor 03277 atar name -
8lafiah Bhaheri maupun formulir D Fomor 309 atas vama Srati B, P. Sutri
naaing-rening menjadi persyaratan tagli terbitwya eertipiket Mo, 120 ~-
Desa Patung, Kecamatan B-nnguhu:i. Eabupaten Jember dan sertipikat —

HOMOY sssssnses
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Homox 121 Desa Petung Kecamntan Bangoulsari Kabupaten Jomber ( T, II-2 Ys
sedangkan par.mratau foroulir D,03277 atas mama Sjafish Shaheri tidak~
tercatet dalam buku Yrawangan leter O Deca Potung, maka dapat disimpule
kan bahwa dard segl substanal tordapat oucat yurldio yaitu terhadap ==
penerbltan Bertipikat Fomor 120 Dosa Potung Kecamatan Pangzalsari ———

Kabupaton Joember atas vama Thusoul Hikmah |

Menimbang, bahwa olsh karena ierdapat cacat yuridis maka obyuktum
litls tovsotus harus diryatakan batal, dan selanjutnya diperiotahkan e
I;epnd.a rasing-masing Terguént untuk mencabutnya j

Foulobeng, bahwa solanjutmyz terhadap uraian diaias dapat e

diaiﬁpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah baralas?n memizut hucun daoe
~ dikabulkan untuk saluruheya ;

Honimbang, btahwa olch karena gugatan tewncbut diknbalian meka ~—
terhadap bYlaya perkara yang timbul selama penarikeann dibebankan kepada
pzhnk Tergugat I dan Tersugat IT socazm tonggung menmanggung §

.

th's'\ b&,]‘;,\bncinmt, pematuran PorUndang-Undangan yeng bHorloku | e

MENGADILI -

1 --

e
\ ’Meu;n
‘:s !'j},\“..\)

Desa Petung Kecamatan Bangsalsari am, Sjafigh Ehaherl (TyII-G) w

yung dikelucrkan oloh Tergugat I j
2, Sortipikat Eak Mlikratas tacah lo, 120 Deea Petung, Kecamatan «—
Eangsalsari r.a'buptton Jemboxr an Xhusmul Hikmah (7,IT=1) yang ~———

dikeluarkan olsh Texgugat II j

~ lMowbabankan terhadap Torgugat I untuk mencabut i

= Forxwulir D No. 03227 salinan leter C Duku Krawangan Desa Petungj-
Xecamatan Pangsalsari an, Sjafiah Shaheri

~ Hombeharkan pula Tergugat IT untuk moncabut Sertipikat Hak Milik-
atas tanah No. 120 Desa Patuag Xecamatan Zangsalsari Xahupaten ~

Joober an. Xhusoul Hikmeh tersebut
= Menghulma Tergugat I dan Tergugat IT umtuk menbayar biayw perkara

iol sscara tanggung memanggung sebesar Rp. 175.000,~ (seratus tujuh

pulub lma ribu rupiah) masing-masing setengahnya §
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Demikian diputus dalam permusyawaratian Majelis Eakim pada hari 1
EAMXS, tanggal 16 Mel 2002 oleh kami SUTOYD, SH, Wakil Ketua yang —
ditunjuk webagal Ketua Sidang dengan HAMBALI, SH, dan ISWAN HERWIN, SE.
sebagal HakimeBakim Anggota, dan divacakan pada persidangan yang ——
4 erbuka untuk umum pada bari SZIASA, taunggsl 6 Junl 2002 olsh Katua ===
Sidang dengan dibadiri oleh ISWAN HSRWIN, SH. dan DAMI ELPAIl, SH, ===
Hakim Anggota dengan dibantu oleh ASHARTYADI, SH, Panitera Penggantl =
pada Pongadilan Tata Uu.h..}harn Surabaya dengan digadiri oleh kuasa =

Penggugat dan Kuasa Texgugat II taopa hadirnya Tergugat I atau kuasamyaj

HAEIM « HAKIM ARGGOTA, KETUA SIDAKG,

T™Te

SUTOYO, SH,

PANITERA PENGGANTI,

TTY

ASHARIYADI, SH,

Perincian biayn periara §
1. Redaksl ecesesceossvevece Rpe %.000,~

2. Metexnl csveveccccvnccnee Rps 5.000.-

5y Kopaniteraan seeecsvecnsne Rpe166.000,=

Junlah sssessvenves I ¢175.000,=

( Serstus tujuh puluh lima ribu rupiah Ye
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PENDAFTARAN - PERTAMA
Halaman :

= , 3
§ay HAK: 1 NAMA PEMEGANG HAK .
" ; MILIK

- 26

Desa / Kel. @ < /Petung KHUSNUL HIKMAH
Tel. berakhirnya hak :

Tanggal lahir / akta-pefidinam

by NIB 45

.34..11.09. 45
PO T e 01-06-1972
¢) ASALHAK o) PEMBUKUAN
LD Konvemsi e N Ll ] e il J .................................. Tel ”"af.zm .........

Kepala Kautor Pertanahan
Kahupaten / Ketamadya——
Pemmberian il et B A N g Jember-----e--eee

19

3. Pemecahan / Pemisahan /

Penggabungan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN

|. Daftar Isian 202 5—=7Prs. DARWOTO,BH
‘\____-
Tal. 27-7-2000 NIP 010 055 824 .
No. 537/BAS2000 1 s
2. Surat Keputtusan " h) PENERBITAN SERTIPIKAT
Tgl. Jember
, ND, e i AT 1o N 2 Aded
1 X
| 3. Permohonan Pemecahan / | Kepala Kantor Pertanahan
Pemisahan / Penggabungan bidang i Kabupaten / Kaotamadya
i Tgl. L
! No.
| ¢ SURAT UKUR |
| [}
! Tel. d-6- ARow :
E No. 04/Petung 2000 . &7 ¢
| . NIP prass g |
: i 010055824

1 PENUNJUK Bekas hak Yasan Petok C No. 2337, Persil No.143 , Klas/Blek - S.III

Luas : + 3170 m2.
Pengumuman No 504, Desa 2000, Tzl. 20-5-2000 s/d 28-7-2000

Al1a Hibah tgl 30.10-1909 504/952/436 563/1909
D1 301. No. -
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! Tanggal Pendaftaran

i Nama vang berhak
Sebab perubahan | No. Daftar Isian 208

]

|

i
|
i i Tanda tangan Kepala kantor
|
]

i No. Daftar Isian 307 dan Cap Kantor
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PENDAFTARAN - PERTANMA

Halaman :

;o HAR = M TL IE | ) NAMA PEMEGANG HAK
1 x 1
! No. /2/ - |
| : - > -/ -
. Desa /et ; PETH NG R i > - T3 /34 m/
|
g Tel. berukhirnya hak - Tl
; — - — Tanggal fanir /ekda-pondiean
i by NIB : 12.34,11.09.00037 |
- . « Ve . . ~
; Letak Tanan 02 - % ~ 1952.
c) ASAL HAK o) PEMBUKUAN
l. Kenversi ! agbec LTl R = o Q000
Kepaia Kacter Pertanahan
Kabupaten /¥ramadya~
2. Pemberian hak st e - SN SR, | o GEEIOGL 4 ......
3. Pemecahan / Pemisahan /
Penggabungan bidang
|
i
d) DASAR PENDAFTARAN |
i
. Daftar Isian 202 | = Drs. DARWOTO, $H =
T 213 -9-2000 = NP : 6T0553 s24l
: !
No. s 1335/BA/2000 - :
| 2. Surat Kepurusan ! h) PENERBITAN SERTIPIKAT
| Tel S ., I
! No. Lo NGy g Jember ... Tol. R 10 8E0
1
2 3. Permohonan Pemecahan / 1 Kepala Kantor Pertanahan
| Pemisahan / Penggabungan bidang : Kabupaten lk’nmrga-
:! Tel. | Jemter
| No.
!
| o) SURATUKUR :
} Tzl 20135 =S ~ 2000 =
I
NO. 3 32 Matunz/2000 -
t
i Luas. 3 5239 nd_~
! AP $ 010055 824 ¢
v1) PENUNIUKN 1 3ecas vasan, Petok © Noeo3¥ Fecsil

fode o Il fmem™
AX wat as liiqlsa

Tgles=1

No.143 Xlas: $.1JI Luas:e 3.17t
221999 No. 394/10%5/336.363/1999

Pensumunon No. 545/Desas/2000 Tgl. 15-7-2000 s/d 12-9-2000

1 1,%1

L |

321 Nee 2993/11/2000.
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MENTERI NEGARA AGRARIA/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL -

NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN
*» HAK ATASTANAH NEGARA DAN '

HAK PENGELOLAAN

MENTERI NEGARA AGRARIA/

KEPALA BADAN PERTANAHANMN NASIONAL,

F.

b,

bahwa uniuk melaksanakan ketentuan pemberian hak atas
tanah berdasarkan Undang-urnddang Nomor 5 Tahun 1960
dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 perlu
diatur mengenai tata cara pemberian dan pembatalan hak
atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah
Susur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Nomc: 60, Tambaha~ Lembaran
Negara Nomor 3839); [

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentarg Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas
Tanah Negara (Leinbaran Negara Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);

7.

f.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M .

Tahun 1998 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan VII
Dan Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
Peraturan  Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang
‘Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan
Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS
TANAH NEGARA DAM HAK PENGELOLAAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

6.

Hak atas tanah adaiah hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, dan Hak Milik
Alas Satuan Rumah Susun sebagaimana di maksud dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun.

Tarah Negara adalah tanah vang larzsung dikuezsal
Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undac

Nomor 5 Tahun 1960 tertang Peraturan Dasar Pokck-
pokok Agraris

In

Hak Pengelolaan adalah hak n.znguasai cz:i Negara va:ig
kewenangan pelaksarzannya sebagizn  dilimpabxzn
kepada pemegangnva.

Tanah hak adal:h tanzh yang telah dizunyai denzz=m
sesuatu hak atas tanah.

Data yuridic adzlah keterangar mengenai status hukum
bidang tana® dan sat-an rum-h susun yaug didef=s,
pemegang haknya dan hak pihak lain serz beban-beban

lain yang membebaninya.

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas cz=

- S T U e O LT
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1.

14,

15

Pemohon atau subjek hak adalah percrangan atau badan
hukum yang pendiriannya sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah
yang wmemberikan suatu hak atas tanah Negara,
perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak,

v perubahan hak, termasuk pemberian hak diatas Hak
Pengelolaan. &

Perpanjangan hak adaiah penambahan ?n.mxm waktu
berlakunya suatu hak atas tanah tanpa mengubah syarat-
syarat dalam pemberian  hak tersebut, yang
permohonannya dapat diajukan sebelum jangka waktu
berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan berakhir.

Pembaharuan hak adalah pemberian hak atas tanah yang
sama kepada pemegang hak yang sama yang dapat
diajukan setelah jangka waktu berlakunya hak yang
bersangkutan berakhir.

Uang pemasukan adalah uang yang harus di bayar oleh
setiap penerima hak atas tanah negara sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai pengakuan (recognitie) atas hak
menguasai Negara.

Panitia Pemeriksa Tanah adalah Panitia.yang bertugas
melaksanakan pemeriksaan  tanah  dalam rangka
penyelesaia.. permohonan untuk memperoleh Hak Milik,
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas
tanah Negara termasuk Hak Pengelolaan.

Perubahan hak adalah penetapan Pemerintah mengenai
penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunya’
dengan sestatu hak atas tanah tareentuy, atas permohonan
pemegang haknya, menjadi tanah Negara dan sckaligus
memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas
tanah jenis lainnya.  «”

Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan
pemberian hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah
karena keputusan tersebut mengandung cacad hukum
administrasi  dalo—  penerbitannya atau  untuk
melaksznakan putusan pengadilan yang telah memper-
oleh kekuatan hukum tetap. ;
Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana tata ruang
yang sudah ditetapkan dan disahkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16.

{1)

@)

1

@

)

(4)

)

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah Kantor —

Badan Peianahan Nasional di tin insi
r r gkat Propinsi, yan
selanjutnya disebut Kantor Wilayah. 3 g

_mm:::. Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional di
tingkat Kaoupaten/Kota.

Menleri adalah Menteri vang bertanggung jawab di bidang
agraria/ pertanahan. 8

Pasal 2

Pemberian hak meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunai, Hak Pzkai atas tanah Negara dan Hak
Pergelolaan.

_up.uiw,mlm: hak sebagaimizna dimaksud pada ayat (1) dapat
ﬂ__m._nmm:mrm: dengan keputusan pemberian hak seczra
individual atau kolektif atau secara umum.

Pasal 3

Pemberian dan pembatzlan Hak Milik, Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pergelolaan
dilakukan oleh Menteri.

Pemberian dan pembatzlan hak sebagaimana dimaksu ®
psZa ayat (1), Menter: dapat melimpahkan kewznang-
annya kepada Kepalz Kantor Wilayah, Kepala Kantor
Pertanahan dan PPejabat vang ditunjuk. :

_A.mv:z._mm: pemberian dan penolakan hak ates tanmzh
dibuat sesuai contoh Lampiran 1.

_umrsg:o:m,_z Hak Mili, Hak Gunz Usaha, Hak Cunz
Bangunan, H=k Pakai 2:2u Hak Fengelolaan dibuat sesuzi
co:toh Lampiran 2.

FPesal 4

Sebelum mengajukan permohonan hak, pemchon hartcs
menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan czt=
yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturen
perundang-1.ndangan yzng berlaku.

Dalam hal ta::ah yang dimohon merupalkan tznah Hzk
Pengelolaan, pemohon harus terletih dahulu memperoleh
penunjukar berupa perjanjian penggunaan tanah dzr
pcmegang Hak Pengelolaan.
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(3) Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah

" kawasan Rutan, harus terlebih dahulu dilepaskan dari
statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tanah-tanah’ tertentu yang &_uol_u_rms untuk konservasi
yang ditetapkan oleh Menteri tidak nwvmﬁ dimohon
dengan sesuatu hak atas tanah.

Pasal 5 s .

(1) Dalam rangka pemberian hak atas tanah atau Hak
Pengelolaan, dilakvkan pemeriksaan tanah oleh Panitia
Pemeriksa Tanah atau Tim Penelitian Tanah atau Petugas
vang ditunjuk.

(2) Susunan anggota dan tugas Panitia Pemeriksa Tanah dan
Tim Penelitian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Meriteri.

e P, BART 5
“TATA CARA' PEMBERIAN HAK ATAS .H>Z>m.m
-.:mmﬁ.aﬁﬂ INDIVIDUAL ATAU KOLEKTIF " ¢

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

1) Pemberian hak secara individual merupakan pemberian
hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau sebuah
badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau
badan hukum secera bersama sebagai penerima hak
bersama -yang dilakukan dengan satu penetapan
pemberian hak. e |

(2) Pemberian hak secara kolektif merupakan , pemberian hak
atas beberapa bidang tanah masing-masing kepada
scorang atau scbuah’ vamn hukum atau kepada beberapa
orang atau badan hukum sebagai penerima hak, yang
dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak.

Pasal 7

Dalam hul pemberian hak atas tarah secara individual alau
kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sepanjang
mengenai Hak Milik yang dipunyai badan hukum keagamaan,
gnms _.EwE: sosial dan _ummmb rc.r.:: _m_: yang &E:Er o_mu

M 8% 4

keputusan vmgﬁnﬁﬁwn harus mencantuinkan peryaratan
izin peralihan ha Hﬁnnuﬂﬂaﬁ dalam sertipikat.

3,, . Bagian Kedua
P Pemberian Hak Milik

Paragraf 1
mwmnm?d\m rat Permohonan Hak Milik

Pasal 8

(1) Hak Milik dapat diberikan kepada:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh vmam: itzh
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu :

1) Bank Pemerintah;
2) Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk
oleh Pemerintah.

(2) Pemberian Hak Milik untuk badan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diberikan
atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan
langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.

-,

Pasal 9 K

(1) Permohonan Hak Milik atas tanzh Negara diaiukan seczra
lertulis.

(2) Permchonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada 232t
(1), memuat:

1. Keterangan mengenai permohon :

a. apabila perorangan : nzma, umur, kewarganega-
raan, tempat tinggal dan pekerjaannya seia
keterangan mengenai isterifsuami dan anz¥ria
yang masih menjadi tangzungannyz;

b. apabila badan hukum : rzma, tempat kedud=izn,

- akta atau peraturan pendiriannya, tanggal can
nomor surat keputusan pengesahannya cleh pejebat
yang berwenang tentzng penunjukar;z sebegai
badan hukum yang dapat mempunyai Hax 34Zix
berdasarkar ketentuan peraturac  perunca:ig-
undangan yang beriaku.

2 Keterangan mengenai tanshnya yang meliputi data
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atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah,
putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan
hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

b.” letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur

L atau  Gambar Situasi sebutkan tanggal dan
7 :on._oawmv. g

c. jenis tanah (pertanian/non ﬁmnw*:—gu

d. rencana penggunaan tanah;

e. status tanalinya (tanah hak atau tanah Negara);

L)

Lain-lain :

a. rm»mnmsmm:_ mengenai jumlah bidang, luas dan
status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon,

' termasuk bidang tanah yang dimohon;

b. keterangan iain yang dianggap perlu.

Pasal 10

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) dilampiri dengan :

1. Mengenai pemohen:

a. jika perorangan : foto copy surat bukti identitas, surat
bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;

b. jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan
pendiriannya  dan  salinan  surat -—keputusan
penunjukkannya sesuii dengan ketentvan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengenai tanahnya :

a. data yuridis : sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat
bukti pelepasan hak dan pelunasan tarah dan rumah dan
atau tanah yang telah dibeii dari Pemerintah; zkta PPAT,
akta pelzpasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat
bukti perolehan tanah lainnya;

b. data fisik : surat ukur, gambar situasi dar. IMB, apabila
ada;

. surat lain yang dianggap perlu.

3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas
dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh ﬁquo:o:
termasuk  bidang tanah | yang p::._oroP sesuai contoh
EE?E: 3.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Hak Milik

Pasal 11

Permohonan Ha!: Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

S Sy %

Pasal 12 ‘

" Setelah  berkas permohonan diterima, Kepala Kantor

Pertanahan :

15

.F.

3

Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis ams datz
fisik.

Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
Memberikan tanda terima berkas permohonan sesua

« formulir isian contoh Lampiran 5.
4. "Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biay:

(1)

@)

vang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebu
dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturar
perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampirar
6.

Pasal 13

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dar
kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hal
Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapal
atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesua
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya,
Kepafa Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepalz
Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk
melakukan pengukuran.

Sclanjutnya Kepa'a Kantor Pertanahan memerintzhikar
kepada :

a  Kepala Scksi Hak Atas Tanah atau Petugas vang
ditunjuk vntuk memeriksa permohonan bak terhzdar
tanah yang sudah terdafiar dan tanah yang data
yuridis dan dawa fisikiva telen cukup unt
mengambil keputusan wvang dituangkan dziz
Risalah Pemeriksaan Tanah (konstateritg rapport)
sesuai contoh Lampiran 7.

b.  Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permechenia
hak terhadap tanah yang belum terdaf... w¥zn
ditvangkan dalam Berita Acarz, sesuai corto
Lampiran 7, atau

c. Panitia Pemeriksa Tanal. A untuk memeriks
i permohonan hak selain yany diperiksa sebageiman
‘dimaksud pada huruf a dzn huruf b, yang a_EN:m_nm

dalarmm DPiecalah Pomorilkeasanm Tamakh sacceat
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(4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap

* Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada
pemohon untuk meiengkapinya.*

r5) ~ Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah
dilimpahkan kepada Kepala Kantr Pertanahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat: (2), setelah
mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas
Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian
Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan

menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atas tanah
_ yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai
' dengan alasan penolakannya.

(6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak
dilimpahkan ~kepada Kepala [Kantor Pertanahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala
Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan
berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor
Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai
contoh Lampiran 10.

Pasal 14

(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai
pendapa. dan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (6), Kepala Kantor Wilavah
memerintahkan kepada Kepaln Bidang Hak-hak Atas
Tanah untuk :

1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran

L.

2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan
data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta
Kepa'a Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk
melengkapinya.

(2) Kepala Kantor Wilayah merzliti kelengkapan dan
kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang
dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala
Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (6) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut
dapat atau tidaknya dikabulkan at~u diproses lebih lanjut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yarg berlaku.

{3) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana
B PO I B T e O T e T e e

Milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penola
yang disertai dengan alasan penolakannya’

(4) Dalam hal keputusan pemberian .Imx Milik .xmmr
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana

¢ - dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantc: Wilayal
menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepadz
Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya, sesua

contoh Lampiran 12.

¥ Pasal 15

(1) Setelah menerima berkas permohonan yang diserta
gan sebagaimana dimaksu

o:n_mvn»amu _um:_ﬁcwm ._
wm_m:: Pasal 14 ayat (4), Menteri memerintahkan kepad

Pejabat yang ditunjuk untuk: ‘ .
1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampirz

5. ..

2. Memeriksa dan mencliti kelengkapan data yuridis a
data fisik, dan apabila bclum lengkap segera memin
Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan un

melengkapinya.

(2) Menteri mencliti kelengkapan dan kebenaran data yuri
dan data fisik atas tanah yang dimohon awsm
memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kep
Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam w.wmm_
ayat (4) dan selanjutnya  mereriksa ,..n.@mwm
permohonan tersebut dapat atau tidaknya &:nmv:_
sesutai dengan xetentuan peraturan perundang-un<ar
yang berlaku.

(3) Setelah mempertimbangkan pendapzt dan vmﬂ».hﬂ.n.pwm:
Kepala Kantor #layah sebagaimana dimaksuc da
Pasal 14 ayat (4), Menteri mes<rbitkan kepu
pemberian Hak Milik atas tanak ving dimehon
keputusan penolakan yaag disezi dengzn 2l
penolakannya.

Paszi 16

Keputusan pemberian Hak mitik atau keputusan penol
sebagaimana dimakscd dalam asal 13 avat (5). vmm..w. 14 ay
dan Paza! 15 ayat (3) aisampaikon kepzda pemchon M
surat tercatat atau dengan carz lain yang menjamin s2=1P
keputusan tercebut kepada yang berhak.
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Bagian Ketiga
= ~ Pemberian Hak Guna Usaha
4 Paragraf 1
: Syarat-syarat Permohoran Hak Guna Usaha

Pasal 17 ¥

Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada :

a. Warga Negara Indonssia;

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia.

oy Pasal 18

(1) Permohonan Fak Guna Usaha diajukan secar tertulis.

(2) Permohonan Hak Hak Guna Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat *
1. Keterangan mengenai pemohon :

a. apabila perorangan : nama, umur, kewarganega-
raan, tempat tinggal, dan pekerjaannya;.

b. apabila badan hukum : nama badan hukum, tempat
kedudukan, akta atau peraturan ‘pendiriannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

-~ undangan yang berlaku.

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data
yuridis dan data fisik :

a. dasar penguasaannya, dapat berupa akta pelepasan
kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik
adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya;

b. letak, batas-batas dan luasnya (jika sudah ada sura:
ukur sebutkan tanggal dan nomornya);

c. jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan).

3. Lain-lzin:

a. keterangan mengenai jumlah bidang, '1as dan
status tanah-tanah yang dimiliki, termasuk bidang
tanah yang dimohon;

b. keterangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 19

Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) dilampiri dengan :

a. foto copy identitas pemohon atau akta pendirian
perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah
didaftarkan sebagai badan hukum;

C.

d.

.

m

I

izin Ikasi atau surat izin penunjukan penggunaan tan
atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengg imva
Tata Ruang Wilayah; Ay
bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah
‘pelep asan kawasan hutan dari instansi yang ang,
akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti
perolehan tanah lainnya;

Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau
fenanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari
Presiden bagi Penanaman Modal Asing tertentu atau surat
persetujuan  prinsip dari Departemen Teknis bagi non
Penanaman Modal Dalam Negeri tau Penanaman Modal
Asing; ;

surat ukur apabila ada.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Hak Guna Usaha

Pasal 20

Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri
melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan tembusan kepada
Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi
letak tanah yang bersangkutan.

Apabila tanah ya.g dimohon terletak dalam lebih dari satu
daciuh Kabupaten/Kota, maka tembusan permohonan
disampaikan  kepade masing-masing Kepzla Kantor
Pertanahan yang bersangkutan.

Pasal 21

S:telah berkas permohonan Hak Cuna Usaha sebagzimana
dimaksud dalam Pasal 20 zyat (1) diterima, Kepala Kznfor
Nilayah :

s

=

Memeriksa dan meneliti kelengkapan datz yuridis daz=
data fisik;

Mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran 1£.
Memberitahukan kepada pemohon untuk membzwas
biaya-biaya yang diperlukan untuk menyclesaixan
permohonan -« sebut dengan rinciannya sesuai ketentz2n
peratintan perundang-undangan veng berlakss;
Memerintahkan kepada para Kepzla Bidang terkait ek
melengkapi bzhan-bahar. yang diperiulian.

Pasal 22
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" (4)

©)

(©)

M

atau tidaknya dikabulkan atau dipréses lebih lanjut sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaka. -

- Delam hal data yuridis dan data fisiknya belum lengkap,

Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemohon
untuk melengkapinya. 5

Selanjutnya memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa
Tanah B atau ‘Petugas yang ditunjuk untuk melakukan
pemeriksaan tanak.

Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya,
Kepala Kant>r Wilayah memerintahkan kepada Kepala
Bidang Fengukuran Dan 'Pendaftaran Tanah wuntuk
mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.

Hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah
B dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai
contoh Lampiran 15 dan hasil pemeriksaan tanah oleh
Petugas yang ditunjuk dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah (konstatering rapport) sepanjang data
yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil
keputusan, sesuai contoh Lampiran 16.

Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha teiah

dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah
mempertimbangkan pendapat Panitia Pemeriksaan Tanah
B atau Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Kepala Kantor ‘Wilayah menerbitkan
keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang
dimohon atau keputusan penolakan yang diserta: dergan
alasan penolakannya.

Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak
diliinpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah
yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan
tersebut  kepada Menteri, disertai pendapat dan
pertimbangannya sesuai contoh Lampiran 12.

Pasal 23

Getelah menerima barkas  permokonan yang disertai
pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (7), Menteri memerintahkan kepada

‘Pejabat yang ditunjuk untuk :

(©]

: &
2. Memeriksa dan meneliti ro_mzmrmvm:ﬂns yuridis ..uﬁ...

data fisik, dan zpabila belum lengkap segera meminta
Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk

melengkapinya.

@mznom meneliti kelengkapan dan xm@n:w;: data yuridis
dan data fisik atas tanah yang .Q_Boron n_nsmmwﬂ
memperhatikan  pendapat n_m:. pertimbangan Kn%m Mw
Kantor Wilayah sebagaimana a_u.ﬁru:a. dalam 1mmm_n

ayat (7) dan ., selanjutnya :..m._.:n:rmm wﬁmwm:nm:
permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(3) Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan

Kepala Kantor Wilayah sebagaimana .&Bmwmr.n dalam
Pasal 22 ayat (7), Menteri menerbitkan wmmcgmmn
pemberian Hak Guna Usaha atas 337. yang dimohon
atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan

penolakannya.

Paragraf 3
Tata Cara Perpanjangan Jangka Waktu Dan
Pembaharuan Hak Guna Usaha

Pasal 24

Hak Guna Usaha dapat diperpanjang jangka waktunya atau
diperbaharui haknya.

Pasal 25

panj i aktu Hak Guna Uszhe
Permohonan perpanjangan jangkz wa !
n"h_.:_az oleh pemegang hak dalam tenggang Eurwu 2 (cua)
tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak ersebrt.

Ses ) atav
berakhir kepada pemegang hak dzpat diberikan pembzharua

Pasal 26
udah jangka waktu Hak Guna Usaha atau perpanja..gannya
41ak Guna Usaha di atas tanah yang sama.

Pasal 27
Ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 samp

i dis untak permohon
dengan Pasal 23 berlaku mutatis mutan
Unqnmaamsmm: jangka waktu dan pembaharuan Hzk Gu
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1

@)

0

. ~  Pasal28 S

Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha
dikabulkan oleh pejabat yang berwenang untuk seluruh

‘atau sebagian tanah Hak Guna Usaha, apabila;,

a. tanah terscbut masih dipergunakan dan diusahakan
dengan baik untuk keperluan sesuai dengan keadaan,
sifat dan tujuan pemberian hak yang bersangkutan dan
rmasih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan
baik oleh pemegang hak;

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai

'+ pemegang Hak Guna Usaha. 1

Permnhonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha
dikabulkan oleh pejabat yang berwenang apabila kepada
pemohon telan diberikan persetujuan untuk perpanjangan
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan pemegang
hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak yang
bersangkutan.

Pasal 29

Keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu
Hak Guna Usaha scbagaimana dimaksu” dalam Pasal 27,
memuat penetapan mengenai panguasaan tanah yang
bersangkutan dan tanaman, bangunan serta bendx lain yang
ada di atas tnah tersebut. ;

(2) -Kecuali apabila ditentukan Jlain di dalam keputusan

)

mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna
Usahz, bekas pemegang hak wajib tetap menjaga tanah yang
bersangkutan szbelum _ ditetapkan pererima hak atau
pengguna tanah berikutnya dan kepadanya diperintahkan
untuk menyerahkan tanah rersebut kepada penerima hak
atau pengguna tanah berikutnya.

Dalam hal penolaken perpanjangan jangka wektu Hak
Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak
berdasarkan  alasan  ditelantarkannya tanah  yang
bersangkutan, kepada bekas pemegang hak atas tans'
diberikan penggantian berupa uang untuk peryerahan
tarah yang bersangkutan dan tanaman di atasnya.

Apabila, bangunan dan benda-benda lain yang ada di atas
tanah tersebut menurut keputusan penolakan perpaijangan
jangka waktu Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud

RN E —~a U NN N g =t e,

(5) -Penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan {4) dibebankan kepada penerima hak atau
pengguna tanah berikutnya, atau dalam hal tanah bekas
Hak Guna Usaha iersebut diperuntukkan bagi kepentingan
umum penggantian atau ganti rugi dimaksua dibebankan
kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.

(6) Jumlah penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diteritikan berdasarkan kesepakatan antara
bekas pemegang hak dengan penerima hak atau pengguna
tanah berikutnya.

(7) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) tidak tercapai, jumlah penggantian dan ganti rugi
tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan mempertim-
bangkan hasil penaksiran yang dilakukan oleh panitia
penaksir yang dibentuk olehnya.

Pasal 30

(1) Keputusan mengenai perpanjangan jangka waktu hak
Guna Usaha mulai berlaku sejak berakhirnya hak yang
bersangkutan. ‘

(2) Pembaharuan Hak Guna Usaha mulai berlaku sejak

didaftarkannya Keputusan Pemberiai Hak Guna Usaha i
Kantor Pertanahan.

P~sal 31

Keputusa:. pemberian, perpanjangan atau pembzharuan Hax
Guna Usaha atau keputusan penolakan _unm%mmm.s:
perpanjangan. .atau pembaharuvan Hzk . Guna Uszha
scbagainiana dimaksu dalam Pasal 22 a1t (6), Pasal 23 2yat (2,
dan Pasal 27 disampaikan kepada pemohon melalui surat
tercatar atau dengan cara lain yang menjamin sampain¥a
keputusan tersebut kepaua yang berhak. ]

Bagian Keempat
Pemberian Hak Guna Bangunan

Paragraf 1
Syarat-syarat Permoncnan Hak Guna Banginan

Pasal 32
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Pasal 33

-~

(1) Permohonan Hak Guna Bangunan diajukan secara tertulis.

(2) Permohonan Hak Guna Bangunan un_uwmmnﬂmsm dimaksud
pada ayat (1) memuat :

1. Keterangan mengenai pemohon : E

a. apabila perorangan : nama, umur, kewarganega-

i raan, (empat tinggal dan pekerjaaniya serta

. keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya
yang masih menjadi tanggungannya;

b. apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan,

' akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan

ketentuan vm:.mEB: perundang-undangin yang

berlaku.

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data
yuridis dan data fisik :

a. dasar penguasan atau alas haknya dapat berupa
sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti
pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan
atau tanah yang telah dibcli dan Pemerintah,
putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan
hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

b. letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur
atau Gampar Situasi sebutkan tanggal dan
nomornya);

¢ jenis tanah (pertananian / non pertanian);

d. rencana penggunaan tanah;

e. status tanahnya (tanah hak atau -m:mr Negara);

3. Lain-lain: :

a, keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan
status tanzh-tanah yang dimiiiki oleh pemohon,
termasuk bidang tanah yang dimohon;

b. keterangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 34

Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) dilampiri dengan : g p

1. Non fasilitas Penanaman Modal

a. Mengenai pemohon :
1) jika perorangan : foto copy surat bukti identitas, surat
bukti kewarganegaraan Republik Fmonmm_m.

ok ML W P oy A e TR e W

b. Mengenai tanahnya : .
1) data yuridis : sergipikat, giri ng, surat-
surat-bukti pel n hak lunasan tanah dan
rumah dan atau tanah telah dibeli dari
Pemerintah, akta PPAT, akta pelepasan hak, putusasn
pengadilan, dan surat-surat bukti vﬁo_orps tanah
: lainnya;
2) data fisik : surat ukur, gambar situasi, apabila ada;
3) surat lain yang dianggap perlu. .
2 -t
" ¢. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang,
luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki, termasuk
bidang tanah yang dimohon; sesuai contoh Lampiran 3.

2. Fasilitas Penanaman Modal :

a. foto copy identitas pemohon atau akta pendirian
perusahaan yang telah memperoleh pengeszhan cdan
telah didaftarkan sebagai badan hukum;

b. rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka
panjang;

c. izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanzh
atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayahy;

d. bukti pemilikan dan atau bukii perolehan tanah berupa
pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang,
akta pelepasan bekas tanah milik m&m” atau bukti
perolehan tanah lainnya;

e. Persctujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDXN)
atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat
persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing
tertentu atau surat _unnmrg_._m.,_ prinsip dari Omvmnnm.ﬂmn
Teknis bagi non Penanaman Xfodal Dalam Negeri ztzat
Penanaman Modal Asing;

f. surat ukur, apabila ada.

Paragra!l 2
Tata Cara Pemberian Hak Guna Banguran

Pasal 35

Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimakeud
dalam Pasal 33 ayat (1), diajukan kepada Mentesi meiz ui
Kepala Kantor Pertanahan yang dacrzh & .a._._mn.. » meliputi let=k
lunab yang bersangkutar.

Pasal 36

Setelah berkas permohonan  diterima, Kepalz Kartor
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2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai
formulir isian sesuai contoh Lampiran 5.

4. Memberitahukan kepada pemobon untuk membayar biaya
yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut
dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sesuaf contoh Lampiran
6. «

*

Pasal 37 »

(1) Kepald Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan
kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak
Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

' ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut
dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut
sesuai dengan lietenituan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya,
Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala
Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk
mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.

(3) Seianjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan
kepada :

a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Petugas yang
ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap
tanah yang sudah terdaftar, peningkatan,
perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah dan
terhadap tanah yang data yuridis dan data fisiknya
telah cukup untuk mengambil keputusan yang
dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah
(konstatering rapport), sesuai concoh Lampiran 7;
atau :

b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan
hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang
dituangkan dalam Berita Acara, sesuai contoh
Lampiran 8; atau

¢. Panitia Pemeriksa Tanal; A untuk memeriksa
permohonan hak tethadap tanah selain yang
dipcrizsa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan
Tanah sesuai contoh Lampiran 9.

(4) Dalam hal cata yuridis dan data fisik belum lengkap
epala Kantor Pertanahan memberitahuian kepada

{5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan -

(6)

m

0]

telah m_:.r_:_uu:rm: kepada Kepala Kantor Pertanahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah
mempertimbangkan pendapat Kepala Scksi Hak Atas
Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian
.__.Esr atau Paniti. Pemeriksa Tanzh A, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan
menerbitkar.  keputusan pemberian Hak Guna Bangunan
atas tanal. yang dimohon atau keputusan penolakan yang
disertai dengan alasan penolakannya.

Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan
tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan
sebagaimana dimaksud dalzam Pasal 3 ayat (2), Kepala
Kantor Pertanahan yang bersangkutan menvampaikan
berkas permohonan tersebut kepada Kepaiz Kan‘or
Wilayah, disertai pendapat dzn pertimbangannya, sesuzi
contoh Lampiran 10. .

Pasal 33

Setelah menerima berkas permohonan yang disertai
pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah
memerintahkan kepada Kepalz Bidang Hak Atas Tanzh
untuk :

1. Mencatat dalam formulir isizn sesuai contoh Lampiran
11.

2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan datz yuridis dzn
data fisik, dan apabila belum lengkap mnmmmm meminta
Kepalz: Kantor Pertanahan veng bersangkutan untuk
melengkapinya. i

Kepala Kantor Wilayan inereliti kelengkepan dazn
kebenaran aafa yuridis daa da%= fisik atas tanah yang
dimohon beserta pencapat dan pertimbangan Kepz!lz
Rantor Pertanahan sebagaimana cimaksud dalam Pasz! 27
ayat (6) dan memeriksa kelayakzr permohonan Hak Gurz
Bangunan tersebut dapat atau tdaknya dikabulkan 2tz
diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peratuzzn

perundang-undangan yang berlzzu.

Dalam hal keputusan pemberizn Hak Guna Bangunan
telah dilimpahkan ‘epada F¥erala Kertor Wilzv=2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sete'zh
mempertimbangkan penc'apat dzn pertimbangan Kepelz
Kantor Pertanahan sebagaimanz dimaksud dalam Pasz! 37
ayat (6), Kepala Kantor Wilayak menerbitkan keputissar:

pemberian Hak Guna Bangunan ats tanah yang dimofon
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(4) Dalam hal keputusan pemberian Hak C.na Bangunan

tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala
Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan
dimaksud kepada Menteri disertai  pendapat dan
pertimbangannya, sesuai contoh _.b_.:v:m: Hw

Pasal 39

(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai
pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud;
dalam Pasal 38 ayat (4), Menteri memerintahkan kepada

., Pejabat yang ditunjuk untuk : :

1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh rm:.ﬁ:.mz
13.

2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan au:. yuridis am:
data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta
Kepala Kantor Wiayah yang bersangkutan untuk
melengkapinya.

(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis
dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan
memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala
Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (4) dan selanjutnya memeriksa kelayakan
permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan
sesuai dengan ketentuan peraturen perundang-undangan
yang oerlaku.

(3) Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan
Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (4), Menteri menerbitkan keputusan
pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimonon
atau keputusan perolakan yang disertai dengan alasan
penolakannya. :

Paragraf 3 A
_Tata Cara Perpanjangan jangka EmrE
b Umb Humb..c&..mmnm: Hak Guna mmbm_.ﬁm: y

SNTATE r

! Pasal 40

Hak Guna Bangunan dapat diperpanjang jangka waktunya atau
diperbaharui haknya.

Pasal 41

[ P T T S T e 8 LA B S0 TSl SO R TR 7 TR TR Y T e L T

e A § TR ISR 4

Pasal 42 _
Scsudah jangka waktu =~ Hak Guna Bangunan atau
perpanjangannya- berakhir kepada pemegang hak dapat

diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas tanah
yang.sama.

Pasal 43

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai
dengan Pasal 39 bertaku mutatis mutandis untuk permohonan
perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna
Bangunan.

Pasal 44

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna

Bangunan yang tanahnya dipergunakan untuk bangunan
rumah tinggal dikabulkan oleh pejabat yang berwenang
apabila :

a. tanah tersebut masih dipergunakan untuk rumah tinggal
sesuai dengan maksud pemberian hak yang
bersangkutan atau telah dipergunakan oleh pemegang
hak untuk keperluan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah untuk kawasan yang bersangkutan;

b. syarat-syarat pemberian hak masih dipenuhi dengan
baik oleh pemegang hak; e

c. pemegang hak masih memanuhi syarat sebagai
pemegang Hak Guna Bangunan.

(2) “Permohonan perpanjangan ?:.mrm waktu Hzk Gun

Bangunan yang tanahnya dipergunakan untuk keperiua
lain dari pada untuk bangunan tempat tinggal dikabulkar
oleh pejabat yang berwenang apabila :

a. tanah yang bersangkutan dipergunakzn sesuai denga
Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku padz saa
permohonan perpaniangan, atau mesih dipergunzka
sesuai dengan maksud pemberian hak tersebet zta
Rencana Tata Ruang Wilayzk yang berlaku sebelum saa
permohonan perpanjangan, zkan tetapi pemegang ha
sanggup untuk menyesuaikan penggunaan tana
‘tersebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayzh van

berlaku;

b. syarat-syarat pemberian hax masih dipenuhi denga
baik oleh pemegang hak; §

«. pemegang hak masih memenuhi syarat =ebaga
pemegang Hak Guna Bangunan.
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(2)

)

(4)

©)

(6)

Pasal 45

Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna
Bangunan dikabulkan oleh pejabat yang berwenang apabila
kepada pemohon telah diberikan persetujuan untuk
perpanjangan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan
pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang
hak yang bersangkutan.

: Pasal 46

Keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu
Hak Guna Bangunan sebagaimana dirhaksud dalam Pasal
43, memuat penetapan mengenai penguasaan anah yang
bersangkutan dan hangunan seriz benda lain yang ada i
atas tanah tersebut.

Kecuali apabila ditentukan lain di dalam keputusan
mengenai penclakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna
Bangunan, bekas pemegang hak wajib tetap menjaga tanah
yang bersangkutan sebelum ditetapkan penerima hak atau
pengguna tanah berikutnya dan kepadanya diperintahkan
untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penerima hak
atau pengguna tanah berikutnya.

Dalam hal penolakan perpanjangan jangka waktu Hak
Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
tidak berdasarkan alasan ditelantarkannya tanah yang
bersangkutan, kepada bekas pemegang hak atas tanah
diberikan  penggantian berupa uang untuk penyerahan
tanah yang bersangkutan dan bangunan di atasnya.

Apabila bangunan dan benda-benda lain yang ada di atas
1anah tersebut menurut keputusar. penolakan perpanjangan
jangka waktu Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dibongkar, kepada bekas pemegang hak
diberikan ganti rugi bernpa uvang untuk bangunan atau
benda tersebut.

Penggantian dan gariti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan (4) dibebankan kepada penerima hak atau
pengguna tanah berikutnya, atau dalam hal tanah bekas
Hak Cuna Bangunan teisebur diperintukkan bagi
kepentingan umum penggantan a*au ganti rugi termaksud
dibebankan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

Jumiah penggantian dan ganti rugi sebagaimsna dimaksud

bangkan hasil penaksiran yang
penaksir yang dibentuk olehnya.

= Pasal 47

(1) Keputusan mengenai perpanjangan jangka waktu hak
Guna Bangunan mulai berlaku sejak berakhirnya hai yang
bersangkutan.

(2) Pembaharuan Hak Guna Bangunan mulai berlaku sejak
didaftarkannya Keputusan Pemberian Hak Guna
Bangunan di Kantor Pertanahan.

Pasal 48

Keputusan pemberian, perpanjangan atau pembaharuzn Hak
Gura Bangunan  atau keputusan penolakan pemberian,
perpaniangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), Pasal 3§ ayat
(3). Pasal 39 ayat (3) dar Pasal 43 disampaikan kepada pemochon
melalui surat tercatat atau dengan cara lain ¥ang menjamin
santpainya keputusan tersebut kepada yang berhak.

Bagian Kelima
Pemberian Hak Pakai

Paragraf 1
Syarat-syarat Permohonan Hak Pakai

Pasal 4%

xu.xEE.E%%&«&F?%&?

2. Warga Negara Iadonesia.

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

¢. Instansi Pemerintah.

d. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indone<zz.

v. Zadan Lukum asing vang mempunyai perwakilan di
Indonesia.

Pasal £
(1) Permohonan H:k Pakai diajukan secara tertulis.

(3) Permohonan Hak Fakai sebagaimana dimaksud padz 2y
(1) memuat :
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(1)

-y

=

Keterangan mengenai pemohon :

apabila perorangan : nama, umur, kewarganega-
raan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta
keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya
yang masih menjadi tanggungannya;

apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan,
akta atau peraturan pendiriannya-sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

]

Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data
yuridis dan data fisik :

a.

dasar penguasan atau alas haknya berupa
sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti
pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan
atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah,
putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan
hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur
atau  Gambar Situasi sebutkan tanggal dan
nomornya);

jenis tanah (pertananian / non pertanian);

rencana penggunaan tanah; :

status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara).

Lain-lain : SRy

a.,

b.

keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan
status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon,
termasuk bidang tanah yang dimohon;

keterangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 51

Perrnohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dala:n

Pasal 50 ayat (1) dilampiri dengan :

L. Hak Pakai dengan jangka waktu :

a.

Mengenai pemohon :

1) jika perorangan : foto copy surat bukti identitas,
surat bukti kewarganegaraan dan keterangan
domisili;

2) jika badan hukurma : foto ccpy akta atau
peraturan  peudiriannya  se.uai dengan
ketentuan peraturan perundang-nndangan yarg
berlaiu.

b. Mengenai tanahnya :

1) data. vrividia + ‘eosltotliat L& a8k mi o

pelepasan hak, _u.nEmm: _umsmm&_m? dan surat -
surat bukti perolehan tanah lainnya;

2) data fisik : surat ukur, gambar situasi apabila
ada;

3) surat lain yang dianggap perlu.

¢. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah
bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah
dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon,
sesuai contoh Lampiran 3.

2. Hak Pakai selama dipergunakan : -

a. Mengenai pemohon :

1) jika pemohon instansi Pemerintah atau Badan

iivkum Indonesiz foto copy akea atau

s peratuzn - pendiriannya  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.;

2) jika pemohon Badan Hukum Asing : foto copy
sural persetujuan bidang usaha dari instansi
terkait;

3) jika pemohon Kedutaan Asing : foto copy surat
rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.

b. Mengenai tanahnya :

i 1) data yuridis : sertipikat, girik, surat kapling,
surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan
tanah dan rumah dan atau tanah yang telah
dibeli dari Pemerintah; akta PPAT. akta
pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-
surat bukii perolehan tanah lainnya; :

2) data fisik : surat ukur, gambar situasi apzbila
ada;

3) suratlain yang dianggap perlu.

() Dalam hal pemohon Hak Pakai orang asing. juga
dipersyaratkar. :

3. bagi orang asinz penetap : foto copy surat izin s=nggal
tetap;

b.  bagi orang asing lainnya : foto copy izin kurF=rgan
atau izin keimigrasian lainnya berbentuk tand= vang
diterakan padz pasport atau dokumen keimi i
liinnya yang dimiliki oieh orang asing wang
bersangkutan.

(3) Dalam hal pemohon instansi Pemerintah namun bukti
perolehan tanahnya tidak dapat diketemukan, dilemgiapi
dengan surat pernvataan vang menvebutkan hak e s
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raragrar £
Tata Cara Pemberian Hak Pakai

& Pasal 52

Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

ayat (1), diajukan kepada Menteri melalu’ Kepala Kantor
Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang
bersangkutan. %

Pasal 53

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor

Pertanahan :

1:, Memeriksa dan meneliti kelengkapan déta yuridis dan data
fisik.

2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.

3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai contoh
lLarnpiran 5.

4. Memberitahukan kepada pemochon untuk membayar biaya
yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut
dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran
6.

Pasal 54

(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan
kebenaran data yundis cdan data fisik permohonan Hak
Pakai atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut
dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Dalam hal tanah yang dimohon beium ada surat ukurnya,
Kepala Kantor Pertanahan memerinitahkan kepada Kepala
Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk
melakukan pengukuran.

(3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan
kepada :

a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah -atau Petugas yang
citunjuk untuk remeriksa permohonan hak terhadep
tanah yang sudah terdaftar, peningkatan,
perpanjangan atzu pembaharuzn hak atas tanah dar
terhadap tanah yang data yuridis dan data fisiknya
telah cukup untuk raengambil keputusan yang
dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah

(4

®)

(6)

(M

@)

b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohona
hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang
dituangkan dalam Berita Acara, sesuai contoh
Lampiran 8.

¢.  Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa
permohonan hak terhadap tanah selain yang
diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan
Tanah sesuai contoh Lampiran 9.

Dalam hal data yuridis dan data fisik beium lengkap
Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada
pemohon untuk melengkapinya.

Dalam  hal keputusan pemberian Hak Pakai telah
dilimpahkan kepada Xepala Kantor Pertanahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelzh
mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas
Tanah atau Pejabat vang ditunjuk atau Tim Penelitian
Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan
menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai atas tanzh
yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai
dengan alasan penolakannya.

Dalam hal keputusan pemberian FHak Pakai tidak
diiimpahkan  kepada Kepala Kantor Pertanahzn
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepale
Kantor Pertanahan yang bersangkutan men;ampaikan
berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor
Wilayah, disertai pendapat dar: pertimbangannya, seszzi
contoh Lampiran 10.

Pasal 55

Seteclah menerima berkas permohonan yang diserzzi

pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 ayat (6), Kep:'a Kantor Wilayzh
memerintahkan kepada Kepala Bidang Hak Atas Tanzh
untuk :

1. Mencatat dalam ferraulir isian sesuai contoh Lampiran
1.

2. Memeriksa dan menelit: kelengkapan data yuridis dzn
data fisik, dan apabila belum lengkap segera memirz
Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan unfuk
melengkapinya.

Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dzn
kebenaran data suridic dan data ficilk abac tamab s
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ayat (6) dan memeriksa k=layakan permohonan Hak Pakai
tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses
lebih  lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai telah
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah
mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala

» Kantor Pertanal.an sepagaimana dimaksud dalam Pasal 54

- ayat (6), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan
pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohon atau

keputusan penolakan yang disertai dengan alasan
vmzo_wwmszwm.

(4) Daiam hal keputusan Vma_um:.m: Hak Pakai tidak
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah
menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada
Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai
contoh Lampiran 12.

Pasal 56

(1) Setelah menerima barkas permohonan yang disertai
pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 2;at (4), Menteri memerintahkan kepada
Pejubat yang ditunjuk wntuk :

1. Mencatat dalam formulix isian sesuai contoh Lampiran
13.

2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan
data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta
Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk
melengkapinya

(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebznaran data yuridis
dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan
memperhatikan  pendapat dan pertimbangan Kepala
Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat  (4) dan selanjutnya memeriksa kelayakan
permohonan tersebut dapat atau tidaknya °dikabulkan
sesuai denga. l.etentuan peraturan perundang-undangan
yang barlaku. -

() Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan
Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (4), Menteri menerbitkan keputusan
pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohon atau

, IR TR B L N I s L " wEE

0

ey

T

e am.

@

)

Paragraf 3
Tata Cara Perpanjangan Jangka Wzktu 53
- Dan Pembahaguan Hak Pakai

Pasal 57

. . A.
Hak Pzkai yang berjangka waktu dapal diperpanjang jangka
waktunya atau diperbaharui haknya.

Pasal 58

Permohonan perpanjanigan jangka waktu Hak Pakai diajukan
oleh pemegang hek dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun
sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut.

Pasal 59

Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya
berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan
Hak Pakai di atas tanah yang sama.

Pasal 60
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam mumm..m_ 50 sampai
dengan Pasal 56 berlaku mutatis mutandis untuk permohonan
perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Pakai.

Pasal 61

) Permohonan perpanjangan jangka walitu Hak Pakai yang

tanahnya dipergunakan untuk bangunan rumah tinggzl
dikabulkan oleh pejabat yang berwenang apabila:
a. -tanah tersebut masih dipergunakan untuk rumah tinggal
sesuai dengan maksud pemberian hak yang
bersangkutan atau telah dipergunakan oleh pemegang
hak untuk keperfuan lain sesuai dengan Rencana Tatz
Ruang Wilayah untuk kawasan yang bersangkutan;

b. syarat-syarat pemberian hak masih dipenuhi dengz=n
baik oleh pemegang hak; i

pemegang ~ hak masih  memenuhi syarat sebagz:

pemegang Hak Pakai.

e

Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pekai yang

tanahnya dipergunakan untuk keperluan lain dari padz

untuk banguran tempai tinggal dikabulkan oleh pejabat

yang berwenang apabila:

a. nah yang bersargkutan dipergunakan sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku pada sa=t

permohonan perpanjangan, atau masih dipergunakan
sesuai dengan maksud pemberian halr fseeal. & —a.

A
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(1)

@

)

(5)

sanggup untuk menyesuaikan penggunaan tanah
tersebut dengan Rencana Tata -Ruang Wilayah yang
berlaku;

b. syarat-syarat pemberian hak masih dipenuhi dengan
baik oleh pemegang hak;

c. pemegang hak masih imemenuhi syarat sebaga:
pemegang Hak Pakai. .

Pasal 62

“ Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai

“dikabulkan oleh pejabat yang berwenang apabila kepada
pemohon telah diberikan persctujuan untuk perpanjangan
hak . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan pemegang
hak;masih memenuhi syarat scbagai pemegang hak yang
bersangkutan.

Pasal 62

Keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu
Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, memuat
penetapan mengenzi penguasaan tanah yang bersangkutan
dan tanaman, bangunan serta benda lain yang ada di atas
tanah tersebut.

Kecuali apabila ditentukan lain di dalam keputusan
mengenai  penolakan perpanjargan jangka waktu Hak
*akai, bekas pemegang hak wajib tetap menjaga tanah yang
bersangkutan sebelum ditetapkan penerima hak atau
pengguna tanah berikutnya dan kepadanya diperintahkan
untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penerima hak
atau pengguna tanab barilutnya.

Dalam hal penolakan perpanjangan jangka waktu Hak
Pakai sebagaimana dimaksud dalam Fasal 60 tidak
berdasarkan  alasan  ditelantaikannya tanah yang
bersangkutan, kepada bekas pemegang hak atas tanah
diberikan penggantian berupa uang untuk penyerahan
tanah yang bersangkutan dan bangunan di atasnya.

Apabila bangunan dan benda-benda lain yang ada di atas
tanah tersebut menurut keputusan penolakan perpanjangan
jangka vraktu Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak cho:mrmn. kepada bekas pemegang hak diberikan
ganti rugi berupa uang untuk bangnnan atau benda
tersebut. -

Penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada

al

penggantian atau ganti rugi termaksud dibebankan kepac
instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah %2&
bersangkutan.

(6) Jumlah penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara
bekas pemegang hak dengan penerima hak atau vmﬂmmcnm
tanah berikutnya.

(7) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) tidak tercapai, jumlah penggantian dan ganti rugi
tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan
mempertimbangkan hasil penaksiran yang dilakukan oleh
panitia penaksir yang dibentuk olehnya.

Pasal 64

(1) Keputusan mengenai perpaniangan jangka waktu hak
Pakai mulai berlaku sejak berakhirnya hak vang
bersangkutan. .

(2) Pembaharuan Hak Pakai mulai berlaku sejak
didaftarkannya Keputusan Pemberian Hak Pakai di
Kantor Pertanahan.

Pasal 65

Keputusan pemberian, perpanjangzn atau pembaharuan Hak
Pakai atau keputusan penolakan pemberian, perpanjangan atau
pembaharuan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dzlam Pasal
54 ayat (5), Pasal 55 ayat (3), Paszi 36 ayat (3) dan Pasa. 60
disampaikan kepada va_.:oro: melalui surat tercatat atau
dengan cara lain vang menjamin szmpainya keputusan tersebut
kepada yang berhak.

Pasal 65

Ketetenti:an sebagaimana dimaks=: dalam Pasal 37 sampai
dengan Pasal 65, tidak berlev: bagi Hak Pakai selama
dipergunakan.

BAB I

T PIERTE s gperyiym s SSeser Mei)

TATA CARA PEMBERIAN HAK PEL m-LOrbbz.n

i Bagian Kesztu
Syarat-syarat Permohonzn Hak Pengelolazan

Pacal &7
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Badan Usaha Milik Negara;

¢. Badan Usaha Milik Daerah;

d. FT. Persero;

e. bBadan Otorita;

f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang
ditunjuk Pemerintah. :

. (3) Badan-badan hukum sebagaimana dimakstd pada ayat (1)
: dapat diberikan Hak Pengelolaan sepanjang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan ‘pengelolaan
4 tanah. : ,

[
]

. Pasal 68 A

(1) Permohonan Hak Pengelolaan Ciajukea sccara tertulis.

(2) Permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat :

1. Keterangan mengenai pemohon :
Nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau
peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan
peraturan prundang-undangan yang berlaku,

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data
vuridis dan data fisik :

a. bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah
berupa sertipikat, penunijuan atau penyerahan dari
Peraerintah, pelepasan kawasan hutan dari instarsi
yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik
adat atau bukti perolehan tanah lainnya;

b. letak, bates-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur
atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan
romornya);
jenis tanah (pertananian / non pertanian);
rencana penggur.aan tanah;

e. status tanahnye (tanah hak atau tanah Negara);

an

3. Lain-lain: .

a. keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan
status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon,
termasuk bidang tanah yang dimot .:;

b keterangarrlain yang dianggap perlu.

‘m.umm.i 69

Permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam

Dacal ZO0 scecs 4% 28 % -8 $._ .. .

b. rencana vm_mwcmm:mu:. tanah_jangka pendek dan jangka
panjang; SRR /

c. izin lokasi atau‘surat izin periunjukan penggunaan tanah
atau surat isin pencadangan ‘anah sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah;

d. bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa
sertipikat, penunjukan atau penyerahan dari Pemerintah,
pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang,.
akta pelepasan bekas tanah milik adat atau bukti perolehan
tanah lainnya; ~

e. surat persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait,
apabila diperlukan; -

f. surat ukur, apabila ada;

* . surat pernyataan atau bukti bahwa seluruh modalnya

dimiliki oleh Pemerinta

Bagian Ke:ua
Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan

Pasal 70

Permohonan Hak Pengelolaan” sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Kepala
Kantor Pertanaliai: yang daerah kerjanya meliputi letak tznah
yang bersangkutan.

Pasal 71
Setclahh  berkas permohonan  diterima, Kepala Kantcr
Pertanahan :
I. Memeriksa dan meneliti kelengkapar. datz yuridis dan dz:a
fisik. ,
2. Mencatat dalam formul:r isian secuai contoh Lampiran £.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai
formulir isian sesuai ccnitoh Lampiran 5.
4. Mer-beritahukan kepadz pemohon untuk membayar Eizva

yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan terssbut
dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan perztmran
perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lamm—iran

6. - .
Pasal 72

(1) Kepala Kantor. Pertznahan meneliti kelengkapan dan

kebenaran data vnridic dan dats Gell cmeeerrmbhna e T3
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Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya,
Kepala Kantor Pertanahan memerintalikan kepada Kepala
Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk
mempersiapkan surat ukur atau melakukan ‘pengukuran.

Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan
kepada :

3. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Petugas yang
ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap
tanah yang sudah terdaftar, sepanjang data yuridis
dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil
keputusan  yang dituangkan dalam Risalah
Pemerksaan T.nah (konstatering rapport), sesuai
contoh Lampiran 7; atzu

b.  Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan
hak terhadap tanah instansi Pemerintah yang belum
terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara, sesuai
contoh Lampiran 8; atau

¢ Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa
permohonan hak terhadap tanah selain yang
diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan
Tanah sesuai contoh Lampiran 9.

Dalam  hal data yuridis dan data fisik belum lengkap
Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada
pemohon untuk melengkapinya. 3

Setelah permohonan telah memenuhi syarat, Kepzla
Kentor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan
berkas permohonan tarsebut kepada Kepala Kantor
Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai
contoh Lampiran 10.

Pasal 73

Seteiah menerima berkas permohonan yang disertai

pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksd

daiam Pasal 72 ayat (5), Kepzla Yantor Wilayah

menerintahkan kepada Kepala Bidang Hak Atas Tanah

untuk :

1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran
11.

2. Memeriksa Jdan meneliti kelengkapan data vuridic dan

2

M

(2)

Keputusan pemberian atau penolakan

* Ponoelalasm solec ot s & 2=

Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan
kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang
dimohon beserts pendapat dan pertimbangan Kepala
Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
ayat (5) dan memeriksa kelayakan permohonan Hak
Pengelolaan tersebut untuk  diproses lebih lanjut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Setelah permohonan telah memenuhi syarat, Kepala
Kanlor Wilayah yang bersangkutan menyampaikan berkas
permohonan tersebut kepada Menteri disertai pendapat
dan pertimhangannya, sesuai contoh T ampiran 12,

Pasal 74

Setelah menerimz berkas permohonan vang disertai

pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dzlam Pasal 73 ayat (3), Menteri memerintahkan kepada

Pejabat yang ditunjuk untuk :

1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran
13.

2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan
data fisik, dan apabila belum lengkap segera memintz
Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk
melengkapinya.

Meateri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuricis
dan data fisik atas tanah yan; dimohon cmgzn
memperhatikan  pendapat  dan pertimbangan i
Kentor Wilayah sebagaimana ¢:maksud dalam Pasal 73
ayat (3) dan selanjutnya memeriksz Lelayal==
permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabullkz=
sesuai uengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Setelah mempertimbangkan pendzpat dan pertimbang=r.
Kepaia Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud daize—
Pasal 73 ayat (3), Menteri menerbitkan keputi===
pemberian Hak Pengelolzan atas tanzh yang dimohon zt==
keputusan penolakan yang disertai dengan ales=—
penoiakannya.

Pasal 75

-rnm_._ H=k

e Sy
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. BABIV i
“TATA CARA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH *
/SECARA UMUM 7

; Bagian Kesatu i
Umum

% . Pasal 76
(1) Pemberian hak secara umum ditctapkan oleh Menteri.

(?) Pemberian hak secara umum sebagaimana Q.S..B_Gam pada
ayut (1) merupakan pemberian hak atas mn?n_mn.gm tanah
yang memenuhi kriteria tertentu Wm_umaw penerima hak
yang memenuni kiiteria tertentu yang dilakukan dengan
salu penetapan pemberian hak.

Bagian Kedua
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Hak Secara Umum

Paragraf 1 L8 7
Pemberian Hak Milik Atas .Hwnﬁr ritak **
Rumah Tinggal & fmiencs /Karrn)
L G198
Pasal 77

Hak Milik atas tanah untuk. rumah tinggal diberikan kepada
Warga Negara Indonesia untuk tanah Hak O::m. Bangunan
atau Hak Pakai yang dipergunakan untuk rumah n_n.mmm.& baik
yang masih berlaku maupun yang sudak berakhir jangka

waktunya.

Pasal 78

Permohonan Hak Milik atas tanah untuk rumah (inggal
diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan yang
daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan sesuai
contoh Lampiran 17.

Pasal 79 .

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78

memuat : .
1. ¥eteranvan meneenai pemohon @ nama. taneeal lahir,

3. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-
tanah yang dimiliki iermasuk bidang tanah yang dimohon

. - Pasal 80

Permchonan sebagaimana dimasud dalam Pasal 78 dilampiri
dengan:

a. bukti identitas pemohon;

b. sertipikat tanah yang bersangkutan; :

c. bukti penggunaan tanah untuk rumah tinggal, berupa :

1) foto copy lzin Mendirikan Bangunan  yang
mencantumkan bahwa bangunan tersebut digunakan
unituk rumah tinggal, atau

2) surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat
bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumas
tinggal, apabila Izin Mendirikan Bangunan terseb::
belum dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

d. foto copy SPPT PBB tahun berjalan atau terakhir:
e. surat pemnyataan dari pemohon mengenai jumlah bidang.
luas dan status tanah-tanah yang dimiliki termasuk bidang

tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.

Pasal R1

Setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam
*asal 78 diterima, Kepala Kantor Pertanahan :

Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan.

Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 18.

Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai contck

Lampiran 19.

N

Pasal 82

Kepala Kantor Pertanahan  meneliti kelengliapan daz
kebenaran berkas permohonan pemberizn Hak Milik 2tzs tanz=
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan memeriksz
kelayakan  permohonan  tersebut dapat atau tidaknvzs
dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 83

(1) Dalam hal hzsi’ penciitia~ det, pemeriksazn  berkas
permohonan telah cukup uniuk mengambi *cputusar:,
apabila tanahnya melebihi luas yang tidak terkzna uang
pemasukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Kepala Kantor Pertanahar

prigmpRepL NN N o 4. ‘-
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(2) Setelah uang pemasukan dan biaya pendaftaran tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi, Kepala

Kantor Pertahahan : g

a. menegaskan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau
bekas Hak Guna Bangunan stau bekas Hak Pakai
tersebut menjadi tanah Negdra serta mendaftar dan
-mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat dan daftar
umum lainnya; -

b. selanjutnya memberikan dan mendaftarnya menjadi
~ ~Hak Milik serta mencatatnya dalam buku tanah,
sertipikat dan daftar umum lainnya; '

c. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, harus mencantumkan
keputusan pembérian hak secara umum sebagai dasar
pemberian haknya; '

d. menerbitkan sertipikat Hak Milik.

Paragraf 2
Pemberian Hak Milik Atas Tanah ¢
Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli &
Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerinah¥

Pasal 84

Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal dapat diberikan
kepada Pegawai Negeri, untuk rumah dan tanzh- atzu tanah
yang dimaksudkan untuk rumah tinggal yang telah dibeli dan
dibayar iunas olelrPegawai Negeri dari Pemerintah.

Pasal 85

Permohonan Hak Milik atas rumah dan tanah untuk rumah
tinggai atau tanah yang dimaksudan uatuk rumah tinggal
diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan yang
daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersanglkutan sesuai
contoh Lampiran 21.

Pasal 86

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85

memuat :

1. Kelerangan mengenai pemohon : nama, tanggal lahir,
pekerjaan, tempat tinggal dan keterangan mengenai bidang-
bidang tanah yang telah dipunyai.

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis
dan dan data fisik - .

a. sertipikat;

\Qa&t\.ﬂ S PR Ay 2.
: /1998

n._mwmr\w»ﬁm._um»mm&m:_cmmuwma._rm nﬁﬁw&.ﬂ En:nmnmﬁ

gambar sitvasinya sebutkan tanggal mornya);
d. keterangan lain yang dianggap perl . 4o
. Pasal 87 A

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pz.al 85 harus
dilampiri dengan :

a. untuk tanals yang di atasnya berdiri rumah Negara

Golongan IIT : . i

1) foto copy bukti identitas pemchon;

2) Sertipikat Hak Guna Bangunan atau Hzk Pakai atas

~ tanah yang bersangkutan;

3) surat tanda bukti pelunasan harga rumzh dan tznah
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwe:.ar.z;

4) surat keputusan instansi yang berwenang behwa remah
yang bersangkutan sudah menjadi milik pemohon;

5) surat pelepasan hak atas tanah dari instansi wang
bersangkutan kepada pemohon;

6) surat pernyataan dari pemohon mengenai jumlah
bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki
termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai centoh
Lampiran 3. :

b. untuk tanah lainnya:

1) fotocopy bukti identitas pemohon;

2) surat tanda bukti pclunasan hargza tanah w¥ang
bersangkutan; .

3) surat pelepasan hak atas tanah dari instansi yang vang
bersangkutan kepada pemoron;

4) sur.c pernvataan dari pemohon mengenai juiah
bidang, luas dan, status tanah-tanah vang di=liki
termasuk bidang tznah yvang dimohon, sesuai ccnitoh
Lampiran 3.

5) bul:li lain bahwa tzr.ah terseout adalah tznzh yane i=lah
dibeli oleh Pege'wai Negeri yang bersangkuta= cari
Pemerintah.

Pasal E3

Setclah berkas permohcnan sebagaimana dimzksud czlam

Pasal 85 diterima, Kepale Kantor Pertanahan : p

1. Memeriksa dan mereliti kelerzkapan dztz yurdis €== —ata
fisik. .

2. Mencatat dalam formulir isian scsuai con*oh Lemoires z

4. Memberikan tanda terima berkas permchonan =esual

formulir isian sesuai contoh Lampiran 23.
PR e, | . T T P ool T g, P, P data
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Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya
yangz diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut
dengan menyebut rinciannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh
Lampiran 6. ;

Pasal 89 =

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran
data yuridis dan data fisik permohonan sebagaimana dimaksud
dalam'Pasal 85 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut
dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. :

(M

)

(1)

2)

Pasal €0

Dalam hal data yuiridis dan data fisiknya belum lengkap,

Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada :

a. Kepala Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah untuk
melengkapi data yuridis;

b. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
untuk melengkapi data fisik.

Setelah data yuridis dan data fisik sebagaimana dimaksud
ﬂmam ayat (1) lengkap, Kepala Kantor Pertanahan :
menerbitkan Keputusan Konfirmasi Pe:nberian Hak
Milik sesuai contoh Lampiran 24.

b. mendaftar Hak Milik tersebut dengan mencantumkan
keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar
pemberian, haknya jo Keputusan Konfirmasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

¢. menerbitkan sertipikat Hak Milik.

Pasal 91
Dalam hal bidang tanah yang dimohon telah terdaftar
serta data yuridis dan data fisiknya belum cukup untuk
mengambil  keputusan, Kepala Kantor Pertanahan
memerintahkan kepada :
a. Kepala Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah untuk
melengkapi data yuridis;
b. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
untuk melengk-pi data fisik. ;

Apabila permolonan terseLut telah memenuhi syarat,

selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan :

a. menegaskan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau
_um_Sm Imw DE.S wmnm::nn atau bekas Imr mwwﬁ

(1

()

b. selarjutnya meberikan dan mendattarnya menjaai riak —

Milik serta mencatatnya delam buku tanah, sertipikat
dan daftar umum lannya; :

c. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, harus mencantumkan
keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar
pemberian haknya;

d. menerbitkan scrtipikat Hak Milik.

- Pasal 92
Dalam hal bidang, tanah yang dimohon telah terdaftar
serta data yuridis dan data fisiknya sudah lengkap, Kepala
Kantor Pertanahan meneliti kebenaran berkas permohonan
serta memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat
alau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila berkas permohonan tersebut telah cukup untuk

mengambil keputusan, Kepala Kantor Pertanahan :

a. menegaskan Hak Guna Bangunan atau'Hak Pakai atau
bekas Hak Guna Bangunan atau bekas Hak Pakai
tersebut menjadi tanah Negara serta mendaftar dan
mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat dan daftar
umum lainnya;

b. selanjutnya meberikan dan mendaftarnya menjadi Hak
Miiik serta mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat
dan daftar umum lainnya;

¢. daiam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, harus mencantumkan
keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar
pemberian haknya;

d. menerbitkan sertipikat Hak Milik.

: Paragraf 3
Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan ¢
i mwn:uw:mmxo.s:mmrnmp:w::h
di Hak PAK&F =

Pasal 93 \ﬁ?\. 7 R

L /e Hrlirn

Pemberian hak secara umum untuk w..r:._g—ﬁ: hak atas tanahk
diberikan kepada :

a.
b.
C.

.

S?..mm Negara Indonesia;

Warga memnm Asing yang Lerdomisili di Indonesia;
Badan Hukum Indonesia;
Badan Hukum Asing yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 94
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(2) Permohonan perubahan hak mm_ummmémnm dimaksud pada
aya' (1), memuat:

1. Keterangan mengenai pemohon :

a. apabila perorangan : nama, umur, kewarganega-
raan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta
keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya
yang masih menjadi tanggunganny#;

b. apabila bacdan hukum : nama, tempat kedudukan,

“ akta atau peraturan pendiriannya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. 2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data

yuridis dan data fisik :

a. dasar penguasaan  atau alas haknya berupa
sertipikat, putusan pengadilan, akta PPAT, akta
pelepasan hak, dan risalah lelang;

b. letak, batas-batas dan luasnya (sebutkan tanggal
dan nomor Surat Ukur);

¢. ' jenis tanah (pertanian/non pertanian);

d. rencana penggunaan tanah;

3. Lain-lain: -

a. keterangan mengenai jumlah _uﬁm:m. luas dan
status tanah-tahah yang dimiliki termasuk bidang
tanah yang dimohon;

b. “keterangan lain yang dianggap perlu.

Pasal-95

ﬁmndoro:m:vmnnvm._._m:rmrmmcmmm:sm_ﬁ&Bmxmﬁanm.rm:._
Pasal 94 ayat (1) dilampisi dengan : .

1. Meangenai pemohon :
a. jika perorangan : foto copy surat bukti-identitas, surat
bukti kewarganegaraauy;
jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan
pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengenai tanahnya :
1) sertpikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang
- dimohon perubahan haknya, atau bukti pemilikan tanah
yang bersangkutan dalam hai Hak Milik yang belum
terdaftar;
2) kutipan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang apabila hak yang bersangkutan
dimenangkan oleh badan hukum dalam suatu

P

4) akta PPAT, akta

atau surat perol uai dengan

ketentuan™ peraturan _.ﬁ.n:mnmnm‘gnmbmuu yang
berlaku.; |

3. Surat vmw:%mﬁwb pemohon mengenai jumlah bidang, luas
dan status tanah-tanah yang dimiliki termasuk bidang tanah
yang dimohor, sesuai contoh Lampiran 3.

Pasal 96

Permohonan perubahan hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94 ayat (1) diajukan kepada Kepala Kaiitor Pertanahan
yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan,
sesuai contoh Lampiran 25.

Pasal 97

Dalam hal hak atas tanah yang dimohon sudah terdaftar,
setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor
Pertanahan : ‘

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan;

2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 26.

3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai contoh
Lampiran 27.

4. Memberitahukan kepada pemohon uinituk membayar biaya
yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut
dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran
28.

Pasal 98

(1) Kepala Kantor Pertanahan menelid kelengkapan can
xebenaran berkas permononan sebagaimzna dimaksid
dalam Pasal 94 ayat (1) Aan memeriksza kelayzxan
permohonan tersebut dzpat atau tidaknya dikabulkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundzng-undangan
yang berlaku.

{2) Setelah berkas permohonan telah cukup untuk mengambil
keputusan, Kepala Kantor Pertanahan :

1. menzgaskan Hak Mil’k atau Hek Guna Bangunan
tersebut menjadi tenzh ilegara sertz mendaftar dan
mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat dan daft=r
umum lainnya;

b. selanjutnya meberikan dar. mendaftarnya menjadi FHak
Guna Bangunan atau Hak Pakai sertz mencatztzya
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c. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, harus mencantumkan
eputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar
pemberian haknya; _ Fivia Yo g 17T 05,
d. menerbitkar sertipikat Hak Guna Bangunan atau Hak

Pakai.

Pasal 99

‘Untuk perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) pemohon wajib
membayar | uang pemasukan kepada Negara dengan
memperhitungkan uang pemasukan yang sudah dibayar
kepada Negara untuk memperoleh Hak Guna Bangunan yang
bersangkutan.

Pasal 100

Dalam hal tanah vang dimohon belum terdaftar, setelah berkas
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1)
diterima, Kepala Kantor Pertanahan :

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data
fisik.

2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 26.

3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai contoh
Lampiran 27.

4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya
yang diperlukan untuk menyelesaikan-permohonan tersebut
dengan rinciannya sesaai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran
28. ’

Pasal 101

(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan
kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) darn
meineriksa kelayakan. permohonan tersebut dapat atau
tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalamn hal data yuridis dan data fisik telah lengkap serta
telah cukup alasan untuk dikabulkan, Kepala Kantor
Pertanahan memerintahkan kepada para Kepala Seksi
yang terkait untuk menyelesaikan proses pembuktian hak
vang belun. terdaftar tersebut sesvai dengan !2tentuan
peraturan perundang-undangan vang berlak:.

(3) Sepanjang tidek ada pihak lain yang berkeberatan dan
telah cukup untuk mengambil keputusan, Kepala Kantor
Pertanahan mendaftar Hak Milik wtas tanah yang dimohon

(4) OSelANjUULYA NePaLA MNalllUL L Shtaiima -

a. menegaskan Hak Milik tersebut merjadi tanah Negar
serta mendafiar dan mencatainya daiam buku tanah,
sertipikat dan daftar umum lainnya;

b. selanjutriya meberikan dan mendaftarnya menjadi Hak
Guna Bangunan serta mencatatnya dalam buku tanah,
sertipikat dan daftar umum lainnya;

c. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, harus mencantumkan
keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar
pemberian haknya; =

J. menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan.

Pasal 102 .

Dalam hal Hak Milik yang dimohon perubzhan haknya
dimenangkan oleh badan hukum melalui pelelangan umum,
permohonan  pendaftaran perubahan Hak Milix  tersebut

diajukan oleh badan hukum yang bersangkutan bersamaan

dengan permohonan pendaftaran peralihan haknya dan w...mmc..,
permohonan tersebut diselesaikan sekaligus dengan mendzaitar
perubahan hak tersebut terlebih dahulu dan kemudian
mendaftar peralihan haknya, dengan ketentuan bahwa .r..JHr
Hak Milik yang belum terdaftar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 berlaku mutatis
mutandis.

k] BABV .. .
KEWAJIBAN PENERIMA HAK. ATAS TANAH

Pasal 103

“*(1) Seliap pencrima hak atas tanah herus mems=nichi

rnim_mwm:mnvmmm;nmrcz ||1
a. membayar Bea Perolehaan i3k Atas Tanzh ..ww.udmu..,vv
dan uang pemasukan kepada Negara sesual Gem&an
xetentuan peraturani perundang-undangan - E08
herlaku;
“b. memelihara tanda-tanda batas;
c. menggunakan tanah secara optimal; ,
d. mencegah  kerusakan-kerusakan dan  Rilam=Y
kesuburan tanah. ; s
e. menggunakan tanah sesuai kondisi ling* -~.gan kEdup;

—em

f. kewajiban rang tercantum dzlam sertipiketmva.

11~3..-O~m_h_.= hal penerima hak tidzk memeruki kew=joan

-
feoy

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menter: czpat
membatalkan heknya sesuai dengan ketentuan per=if==an
perundang-undangan yang beriaku.
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(1)

(2)

1)

(2)

(1)

@

BABVI
TATA CARA PEMBATALAN HAK ATASTANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 104

Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan
pemberian hak, sertipikat hak atas tanah dan keputusan
pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan
tanah. %

Pembatalan hak atas tanah sebagaimana, dimaksud pada
‘ayat (I) diterbiikan karena terdapat cacad hukum
administratf dala:. penerbitan  keputusan pemberian
dan/atau sertipikat hak atus tanalinya atau melaksanakan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

Pasal 105

Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan
Menteri. .

Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Menteri dapat melimpahkan %epada Kepala
Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk,

Bagian Kedua
Pembatalan Hak Atas Tanah Karena
Cacad Hukum Administratif .
Pasal 106

Keputusan pembatalan hak atas tanah’ karena cacad

hukum  administratif dalam penerbitannya, dapat

dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau
olch Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

Permohonan pembatalan hak dapat diajukan langsung
kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui
Kenala Kantor Pertanalian.

Pasal 107

Cacad hukum mmam:_.m?m:m sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (1) cdalah:

- ——

d. kesalahan objek hak;
¢. kesalahan jenis hak;
f. kesalahan perhitungan luas;

g terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

h. data yuridis atau data fisik tidak Lerar; atau

i. kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif,

*arepraf 1
Pembatalan Hak Ata- Tanah Karena Cacad Hukum
Administratif Yang Diterbitkan
{arenz Permohaznan

Pasal 108

{{) Permohonan pemibatalan hak aizs tanah diajukan secara
tertulis.

(2} Permohonan pembatalan hak subasimana dimaksud pada
ayat (1), memuat: .

1. Keterangan mengena pemolion ;
a. apabila perorangan . nams, umur, rmiu_.m,_:h.mm-
raan, tempat tinggal dan pe<crjnannya;
b. apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan,
axla atau peratutan pendiriannya, sesuai dengan
ketentuan  peraturin ML uuazr-::am:m.._: yang

barlaku.
2. Keterangan mengena: tana‘on vang meliputi cata
yuridi= dan dala fisik

a. nomor / jenis nak atas tarz!-:

b. letak, batas-batas «sn luzs-va (jika ada Surat Ukur
atau  Gambar Situasi  szbutkan tanggal <Zan
nomernya);

¢ . jenis tanah (pertanian/ner. pertanian).

2. Lain-lain:

a. alasan permohonan pembz+=Tan;
b. keterangan lain vang diercizzp perlu.

Pa=ul 102

Ferm'nonan pembatalan hak sebagzimana dimaksud dziam
Posal 103 avat (1) “ilainpiri denzan:

I. Mergenai pemohor o
a. jika perorangan : foto copy surzt bukti identitas, s=rat
tukti kewargancsaraan:
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a. foto copy surat keputusan dan a‘au sertipikat;
b. surat-surai lain vang berkaitan dengan permohonan
pembatalan. -

ol Pasal 110

Permohonan  pembatalan  hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), iajukan kepada Menteri
melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya
aneliputi letak tanah yang berszngkutan. v

' < . Pasal 111

(1) - Sctelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor

Partanahan : .

7. Memeriksa dan mene
data fisil. .

2. Mericatat dalam foriwatir isian sesnai contoh Lampiran
29

3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai
contoh Lampiran 30

4. Memberitahukan kepada pemwohon untuk melengkapi
data yuridis dan data fisik apabila masih diperlukan.

i kelengkaan data yuridis dan

(2; Satu permochonan pemtatalan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), hanva berlaku untuk salu atau beberapa hak
atas tanali tertentu yang lctaknya dalam satu Kabupaten/
Ko, :

Pasal 112

(1) Kepala Kantor Pertanahan menclit kelengkapan dan
kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan
pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
l’asal 108 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan
tersebut sebelum dipreses lebil leniut sesuai dengan
ketenluan peraturan perundang-undangan yang beslaku.

(2) Dalam ha! keputusan perbatalar. he's telah dilimpahkan
kepada Kepala Kantor Wilayah rebagainiana dimaksud
dalam Pasal 105 ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan
menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada
Kepala Kantor Wilayah disertai dengan pendapat dan
pertirabangannya, sesuai contoh Lampiran 31.

Fasal 113 :
(1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai

pendapal dan pertimbengan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah

raemerintahkan kepada ke

untulk :

1. Mencatat dalam for:r-alir | ai contoh Lampiran
\.ﬂN 3 2.
i ¢ o

2. Memeriksa dan menctitrkeleag
data fisik, dan apabila belum lengk
Kepala Kantor Pertiaahan yang B
melengkapinya. >

n data yuridis dan
 segera meminta
kutan untuk

(2) Kepala Kantor Wilayah mencliti kelengkapan dan
kebenaran data yuridis dan Jata fisik atas tanah yang
dimohenn  pempatalacnya  beserta pendapat  dan
pertimbangan Kepale Kantes Pertanahan scbagaimana
diraksud  dalam Pesal 112 ayat (2) dan memeriksa
kelayakan permohonan pembatzlan tersebut dapat atau
tidaknya dikabulkan sesvai dengan ketentuan peraturan
peracdang-undangan vang beriaku.

(3) Dalam hal keputusar pembatalar. telah dilimpahkan
kepada Kepala Kantor Wilayval sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 ayat (2). Kepala Kantor Wilayah
menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah yang
dimohon atau  keputusan penclakan disertai dengan
alasan penolakannya. 1

Pasal 114

Dalam hal kepuluson peraiatalan hak tidak dilimpahkan
kepada Kepala Kanter Wilavah sehagaimana dimaksud dalam
I'asal 105 ayat {2), Kepale Kanter Pertanahan menyampaikan
berkas penmononan  dimaksud kepaca Menteri disertai
pendapat dau pertimbangannva sesuai contoh Lampiran 33.

Pasal 115

(1) Setclalh menerima berkas permohkorar  yang diseriai
pendapat dan pertimbangen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114, Menteri memerintehkan kepada Pejalat
yang ditunjuk untuk : .

1. Mencatat dalam formulir :-ian sesuai contoh Lamp=
34,

2 Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan
data fisik, dan apabila beium lengkap segera meminta
Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk
melengkapinyz.

() Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaren data uu.nh._n_m
" “dan data fisik atas tanzh yang dimohon dcengan
memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala
Kantor Pertanahan sebagaimanz dimaksud dalam Pasal

PN P, S |
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ISR, SEEETNEEN Vewasaas el _NWQF.:

kelentuan peratiran perandang-undangan-yang berlaku.

(3)  Selelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan
Kepala Kantor Pertanahan sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 114, Menteri mencrbitkan keputusan pembatalan hak
atas tanah yang dimchon ata keputusan penolakan
disertai dengan alasan pznola kannyaz. e

Fasal 116

(13 Dalam hal pernohonan  pembatalan hak. atas tanah
diajukan langsung kepada Menteri, setelah menerima
berkas permohonan  Menteri memerintahkan  kepada
Pejadat vang ditunjuk uatuk :

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan
Gata fisik, dan apabila belum lerigkap segera meminta
kepada pemchon untu: melengkapinya;

% Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran
3.

2) Menten meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis
dan dala fisik serta ke

-

tkan permehonan tersebust dapat
atau ticaknya dikabulkan sesuai ketentuan peraturan
pervadang-undangan yanyg berlaka.

(3)- Apanila date -suridin Jdan data  fisik permohonan
pembatalai. dianggap kurang memenuhi syarat, Menteri
dapat memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk

- mengadatan  penelitizr. olun  memerintahkan kepada

Kepala Kontor Wilay#h atau Kepala Kantor Pertanahan

untuk menelid kembali data yuridis dan data fisik dan

mnelaporkan hasiinya kepada Menter.

(%) Hasil penelitian sebagrimana dimaksud pada ayat (3),
menjad: dasar pertimbangan ualuk memutuskan dapat
aau  tidaknya dikabulkan permchonan pemvatalan
tersebut sesuai dengan ketenluan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, B N

(5) Sclanjutnya Menteri memutuskan permohonan tersebut
cengan menerbitkan Xeputusan pembatalan hak atau

keputusan  penolakan disertai . dongan  alasan
penclakannya. :
Fazal 117

Terhadap permohonan pembatalan hak atas tanah karena cacad
hukum administratif yang diajukan langsung kepada Kepala
Kautor Wilayah diberlakukan  ketentuan szbagaimana

e

BTN NS Ml ¢ e 0 Y i . e 5

Keputusan  pembatalan  hak = agy keputusan  penolakan
pembatalan hak sebagaimara Jdimaksud dalarn Pasal 113 ayat
i3), Pasal 115 avat (3), iasal 1.6 ayat (5) dan Pasal 117
dJisampaikan kepada pemohcn melalui surat tercatat atau
dengan cara lain yang menjarain sampainya keputusan tersebut
<epada yang berhal,

n

Pembatalan hak atas tanal; 4 ng dilakukan oleh Pejabat yang
berwenang dilaksanakan zpabila dketahui adanya cacad hukum
administratil dalam proses scnerbitan keputusan pemberian
hak atau sertipikatnyo tanpa zda va permohonan

Fasal 120

(1) Kepala Kantor Pertanahan mengadakan penelitian data
vuridis dan data fisik terhadap keputusan pemberian
dan/atan  sertipikat vang diketahui cacad hukum
administratil daiam peac-bitannva,

12)  Hasil penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada ¥epala Kantor Wilayah atau keoada
Meunteri untuk diusulian pembatalannya disertai dengan
penclapat dan pertimeaagannya.

Fasal 123

(1) Dalam hal keputuscan pembatilanny:  merurzkan
kewenangen  Kepala  Kantor Wilayah, setelah hasil
venclitian vang  dicertai pendapat dan pertimbangan
sebagaim: 1o dimakszd dalam i-zsal 120 avat (2) ditesima,
Kepala Kantor Wilavzh memutuskan dapat ztau tidzaxnya
diterbilkan keputusan pembatalannya atzs diproses iebih
Janjut sesuai ketentuan peraturan perirdang-undznigan
vang, berlaku.

(2) Apabila data yuridic dan datz tisiknya telzh cukup =ntuk
mengambil  keputusan, cpala Kantor  Wilayah
menerbitkan keputusan pembatalannya ztzu keputusan
penolakan disertai dengan alasar penolakannya.
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(3) Dalam hal kewenangan pemnbatalannya  merupakan
kewenangan Menteri, hasil penclitian yang disertai
pendapat dan pertimbangan sebaga:mana dimaksud pada
Pasal 120 ayat (2), disampaikan kepada Menteri disertai
pendapat dan pertimbarngzannya.

Pasal 122

(1) Setelah hasil penelitian yanp disertai pendapat dan
pertimbangan sebagarmana dimaksud dalam Pasal 120
ayat (%) vang disertsi pendapal dan, pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 121 mv...w” (3) diterima,
Menteri mempertimbangkan pexdapat dan pertimbangan
dimaksud dan selanjutnya mereliti dapat atau tidaknya

., diterbitkan keputusan pembatalananya sesuai dengan
kelentuan pecaturan verurdang-undangan yang berlaku.

) Apabiia telah cukup untak mengambi! kepuiusan, Menteri
rnenerbitkan keputusan pembatalannya atau keputusan
penolakan disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 123
Keputusan pembatalan hsk  azs keputusan penolakan

aembatalan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat
{2) dan Pasal 122 ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui

surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya

kepu.usan tersebut kepada yang berhak.

4
Bagian Ketiga
Pembatalan Hak Atas Tanah Karena
Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah
Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Fasal 124

(1) Keputusan pembatalan hak  atas tanah  karena
melaksanakan putusan pengatilan yang telah memperoleh
kekvatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang
berkepentingan.

(2) Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap meliputi diayatakan batal atau
tidak mer~punyrai kekuatan hukem atau yang pada intinya
sama dengan itu.

Pasal 125 .

(1) Permohonan pembawlan hak Larena melaksanakan
SUPRN Y T geg s o oaw . T Resloreatam

atau Kepala Kantor ViZayah atau melalu Kepala
Pertanzhan.

{2) Satu ﬁn,a—orsuwn smbatalan sebagaimana dimaksud
pada avat (1), hanya untuk satu atau beberapa hak atas
tanah tertentu yang letalinya dalam satu Kabupaten/Kota.

-

Pasal 126
(1) Perrnchonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123, mermuat : 2

1. Keterangan mengeniai Pemohor. :

a. apabila perseorangan : nama, umur, kewarga-
negaraan, tempat lingral dan pekerjeannya;

b. apabila badan hukum : aama, tempat kedudukan,
akta atau perzteran pesdiriannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

2. Keeterangan men,enai tanahnya
a. nomor / jenis hak atas tanah;
b. letak tanah, batas-batas dan fuas tanah.

2 Alasan permohonan pembatalan dan bukti-bukti lain

yang mendukuny.

] T'ermolionan perabatalan sebagamana dimaksud dalam

sal 124 harus dilampisi dengar:

fato copy identilas:

foto copy surat keputusan/ sectipikat;

foto copy akta pendician badzn hukurm;

foto copy putuszn pengadilan dari tingkat ¢--izma

sampai dengan putusan tecakhir;

¢, berita acara ekschus:, zpeoila perkare prrdatz atau
pidena;

. atau suratsoral Jain  yang berkzitan cengan

permohonan pemasatalin,

FFasal 12
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Fasal
124 diajukan melalui Kepala Kantor Pertznahan, setelah o2rkas
permohonan d'~vima, Kepala Kantor Pertanzhar:
1. Memeriksa dan merelit kelengkapan data yuridis ¢z data

fisik.

Mencalal dalam formulir isinn sesuai contoh Lampire - 3.
Memberikan tanda terima berkas permohorzn pemt=tala
sesuai contoh Lampiran 0.
Memberitahukan kepada pemohcn untuk melengkap: da

w1

o~
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—

L

Pasal 178

Selanjutnya “Kepala  Kantes  Certanahan  meneliti
xelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik
permoiioman pembatalar hak atas tanah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 serta mencocokan hak atas
raneh demgan amar pulusan pecgadilan sebagaimana
dimaksud datam Pasal 124 avat (2 dengan data yuridis
vang terakhir sebelurn diproses lebin laijut sesuai dengan
ketenlzan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila berkas diangyp tetab lengkap tetapi ternyata
terdapat perbedaan antara datn yuridis dan data fisik
dengan amar putusan pengadijan, Kepala Kantor
Pertanzhan menyampaizen berkas permohonan tersebut
disertai  dengan  keterangan | mengenai perbedaan
dinaksud kepada Mentart,

sal 124

Seletah menerima berkas purrwhonan dan keterangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 avat (2), Menteri

memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untulk :

i. Mencatat dalam fermulic isian sesuai contoh Lampiran
1

2. Memeriksa dan nieneliti kelengkapan data vuriclis dan
cata fisik, dan apabila belum lergkap segera meminta
Kepala Kanter Pertamahan urtuk melengkapinya.

‘denteri meneliti Kelen <lapan dar. kebenaran data yuridis
Jan data fisik permohonan sebagaimana dimaksud dalam
fasal 124 dan memeriksa kelayekan permohonan tersebut
dapat  atau  lidakuya amar putusan  pengadilan
alsanakarn.

Mentei memutuskan  permohonan  tersebut  dengan
rnenerbitkan keputusan perabatalan hak atas tanah yarg
dimohon atau memberitahukan bahwa amar putusan
pengadilan tidak dapat dilaksanakan disertai dengan
alasan dan pertimbanganoya. J
Dalam hal Meateri tidak dapat melaksanakan amar
pulusan pengadilan, Menteri dapat monon fatwa kepada
Mahkamah Agung dalam pelaksznaan amar putusan
pengadilan dimaksud.

asal 130

Ketettuan  sebagaimana dimasud dalain Pasal 125 sampai
depyran Pasal 129 berlaks mutedis mutandis  terhadap

pengadilan vang merupakan
Wilayah.

{1

Terhadap permehenzn po=
raelaksanakan  amaer
n.\.n:.__unnc_n_. kekuatan huk
kepada epala .
sebagaimana dimakse

vamutusan pembatalan hak atas tanah ata

angan Kepala Ka

Terhagan permohonan peml alzn _._u.r atas tanah yang
diajulan  langsung kepuda  Mentery, setelah  berkas.
permohonan diterima, Menteri memerintahkan kepada
veiakat yang ditunjuk untuk : "

M..m_ gnﬁ..”m:dwmw ..._m.:_ mengiili keicigkapan data yuridis mrmz
data fisik, dan apabia belum lengkap segera minta
kepada pemohon untuk :.._._,_a:mrnﬂs.w.n_ .
Mencatat dalem formulic isian secuai contoh Lampiran

34.

b2

rglapan dan kebenaran
L .

permohonan schagaimana
Jan memeriksa kelayakan
aipar puiusan

Selanjulzya Menteri mai
data yuridis dan dats
dimaksud dalam Pasal
permohenan tersebut <
pengacilan dilaksanakan

Apabila terjadi perutahan deta vuridis MEW...\NS:\ data
fisik, Menteri dapat memerirsahkan  Kepala  Fantor
Pertanalian  unaik meneliti  parubahan »mqmmg: dan
melaporkan hasilaya unt:k dijadixan bahan nmnﬂgwﬁ...mm:
untule menerbitlan keputusan pembatalan hak atau tidak
melaksanakan amar pusneea pungaditan.

Menteri  memutuskan cormhonan  tersebut dengan
menerbitkan keputusan cembatzlon hak alas tanah yan
dimohon atau inemburisahisan hehwa .&Eﬁ.. ?..:nm
czngacilan tidak d inakan disertai CeNgEr

partimbangannya.

i apat melaksanakan ama
at imohor fatva kepac
AMmar .dc.f.cmm

alam  hal Meteri  tidz
putusan pengaditan, Mentari @

i Lo i
Mahl-amah Agung daimn pulaksanaan

pengadilan dimalsud.

azalan hak atas tamah kares

t

putt=an peng-dilan  y2ng tel
oo tetap ¥ang diajiikan langsus
Kantor Wiiayah diberlakukan ketentu
4 dalar Tacal 151

u keputusan

2 il ewndTT)
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ayat (3), Pasal 120, Pagal 131 caati{didanm Fasaltaesmoes-8T s
-rat sercatat atau dengan cara lain

kepada pemnahon melalui ¢
cobut kepada yang

vang menjmin sampainya keputusan or

aerhak.

543 Vil
TATA CARA PEMEERIAD 121N PERALIHAN
FLAK ATAS TAIWAEL

sal 134

i diperlukan banva untuk peralihan
idak Milik yang dipunyai olea haden hukunt keagamanty, badn
Attkum ial dan badan hukun' lain yang ditunjuk oleh
demerintah, Hak Guna Usaha Hak Fakai tanah pertanian di
atas tanah Hegara dan hak-liak i am sortipikatnya

catal rameriukan iz,

{y peralihan hak atas tan:

s

ain yeng i dal

spmberian izin perafihan hak atas 1anah dilakukan olch Pejabat
s pernberian Faknya.

yang, mev priitkan keputus
Pasal 156

(1) Permohonan izir. peralitan halk atas tanah diajukan secara

teriulis.

i3 Mermohonan izin periihan fa. sebagaimana dimaksud

pacla avat {1} meienuats

srangian niengetin Vemnhi

a. apabila perorangan nima. umur, kewargane-
paraan, lempat timgal dan puserjaannya;

b. apabila badan fsm : nami, tempat kedudukan,
skl atau peracuran penuIriannya sesuai dengan

Letentuan  peratisan m__.z.:_:.usm-::n_w:mm: yaug

ferelaleu.

2. Keterangan mengenai tanabnya yang meliputi data

yuridis dan data fisik -
. status hak atas saraianya;

b. lotak, batas-batas den luasaya;

c. jenis arah ﬁ?,qﬂ_..;u:\. non nertanian);
J. rencana penggunaan tarah.

! ‘3 lain-ain:
a. keterangan mengenai mlah bidang, luas dan status
tarah-tanah yang duwniiki terraasuk lidang tanah yang
Al

Pasal 137

Permohonan izin peralihan fak sebagaimana di ‘
Pasal 136 ayat (1)dilampiti deegan: imaksud dalz

1. Mengenai dird pemohor :
a. pererangan : foto copy suiat bukti identitas, surat buk
kewarganegaraan; g
b, rmamm. hukum : foto <opy akta atau peratur
nn.,,:&:,_.u:.__c.._m sespai  dengan ketentuan peratu

vang, borlabu.

perendang-undang;

2. Mergenai tanahnya :
a. data yuridis : sertipthrl
h. sural lain yang diperlukan

~
Surat pernyataan pemoii i
8 Yt semoiicn engena idang, It
- Lk I i igenai jumlah bidang, I
fan status tainah-tanah »ong dimiliki termasuk bidang tan
. » - ™
th Lampiran 3%

.

vang, dimohon, sesuai ¢o

Pesal 138

Permohanzn izie peralihar 33k sebagaimana dimaksud dal
R % . I ial ) i

Pasal 156 ayas (1) diajukan kepada Pojibat vang menerbitk
keoutusan pemberian haksi g sesua contoh Lampiran 56.

zsal 13¢

:_.-_n._n.z: .7._ kas permoho scbagaivana dimaksud  dai
'asal 136 ayat (1) diterime. ‘Gjabat yang berercaang :
1. Memerik i oLt odenghi o)
srilesa dan menei: zolengkapan berkas permohons:
ian sesuad contoh Lampiran 37
bertas permohonan sesual con

Mencatal doalam formae
Meoernbotikan tineda terie
Lampican 58 =

S |

: ["z-al 140

(1) TFejabzt yang berwerang :..“nmm:wm_mvmrmﬁa:
kebenaran berkas permokonan  izin  perzlihan
sebagaimana dimaksie! dalam Pasal 136 a2yat (1)
memeriksa kelayakan zermobonan dapat ctan tidar
dikabulkan sesuai Jengan ketentuan  perat
perundang-undangan § 2ng periaku. ]

(2) Setelah berkas permohcran sebagaimana dimzksud ¢z
Pasal 136 ayat (1) telah cukup untuk meng:
keputusan,  Pejabat yanp berwenang sebagai
dirakud dalam Pasal 125 menerbitkan izin peralihar
atas tanah yang dimchon atau penolakannya
contoh Lampiran 39. )
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(2)

Pemberian  Perpanjangan

Pesal 141

lzin peralihan hak atas “tanah atau penolakan
sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 140 ayat (2)
disampaikan kepada peoaohon inelalui surat tercatat atau
dengan cara lain vang menjzirin sampalnya keputusan
terscbul kepada yang berhak.

AT VT T
TATA CARA PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA
WAKTU PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN
| . -
“ “asal 142
:wm::ﬁ fial penerima keputusan pemberian hak atas tanah
merasa kelbeiatan alas jangks waktu pembayaran uang
pernasulan kepada Negara, vang bersangkutan dapat
rengajukan  permohonan po jangan jangka waktu
pembayararn.

Permohonan perpanjanian  junghka waktu pembayaran

sebagaiznana ditnaksud pada avat (1), ms_mmwzlliﬁwnmﬁw

jongka® waktu pembayaran ueng pemasukan tersebut

: _.uﬁww.

Irasal 14%

jangka waktu pembayaran

sebagaimana uimaksud dalam “asa. 142 gilakukan olch Pejabat
vang menerbitkan kepubusan pemberian haknya.

ELH IS

(1)

1Faznt 14

Permohonan perpanjonisan janjika wiktu pembayaran
uang, pemasukan diaje kan secara tertuli

Fermohorian  perpanjzngen  fangka waktu pembayaran
sebazaimana dimaksud pada azat (1) memuat:

1. Keleranpan mengena: pemchon: ]

2. apabila perorangan @ onama. umur, kewargane-
garaan, lempat tingyyral dan pelerjaannya.

b. apabila badan hukum . rama, tempat kedudukan,
akla stau peratiran pendiriannya sesuai dengan
ketentuan  peratoran mx__..:?Ebm-::am..pmm..._ yang
set faku. ’

2. Kelerangan menperii tanthnya yang meliputi data
yuridis dan data fisix :
a. nomor surat kepususan pemberian haknya;
b, letak, batas-batas dan luasnya;

L N gl i e o ) v

&. alasan . memohon  perpanjangan  jangka
pembayaran uar: jemasc.an. :

Pzoal 145 5

Permohonen  perpanjangzn  jangka waktu  pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) dilampiri
dengan foto copy keputusan peraberian haknya dan surat
vernyataan bahwa pemohon masih menguasai tanah yang
dimohon sesuai contoh Lampiran 41,

3 Fasal 126

Permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang
aemasukan sebagaimana diciaksusd dalom Pasal 144 ayat (1)
Jigjukan  kepada  Pejabst yang —enerbitkan  kepuotusan
semberian haknya, sesuai contoh Lamgpirzn 41,

Yasal 147

Setelah berkas permohonan sebagzimana dimaksud dalam
Pasal 144 ayar (1) diterzma, Pejabet  yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143.:

1. Memeriksa dan meneliti kelengiapar: berkas permohonan.
2 Mencatat dalam formulir isian scsuai contoh Lampiran 42.
3. Momlerikan tanda teriria berkas permohonan sesuai conto

Lampiran 45.
Pasal 148

- schagaimsna dimcksud dala

5

(1) Tejabat yang berwen:
Pasal 143 racneliti kelengkzpa~ dan kebenarzn berka
permohonan  perpanj jingka wazktu pembayara
sebagaimana dimaksud d.lam *asal 147 dan memeri
kelayakan permohonan terscbit dapat a‘au tidakny:
dikabuikan  sesuai  dungan ketentuan  peratur
peruf.dang-undangai. yang berlaku.

i2) Setelah berkas permohorian sebagaimana dimaksud dal
Pz-al 144 ayat (1) telah cukur untuk mengam
keputusan, Pejabat yang berwenang sebzgaim
dimakud dalam Pasal 143 menerbitkan keputus
perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasu
sesuai contoh Lampiran 44 atau keputusan penol
- diserta: dengan alasan penolakannya sesuzi CON
Lamiran 45. .
Pasal 11¢

Keputusan perparjangan jangia waktu pembayzzan U
semasukan atau keputusan psnolakan scbagaimana i
S i Dacal 148 avat (2) disampeikan kepada pemohon mel
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BAlEIX
KETENTLAN LAIN-LAIN

Pacal 150

_ucqﬂ:..r..dm_.,mﬂw.a.:_..,:::__._v.;::_....._.:.ﬁ..._n_mzﬁ:._mr cEnr.
PAMB Prles  dilaksanakan  sesuas LEFE. ketentuan
sebageimana dimaksud daliun Unda -uadang Nomor 3 Prp
Tahun 1950 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik
Persearangan Warganegara _w,.,_&_a, ju Peraturan Presidium
- Kabinet Dwikora Fepubilik Nomor - J\_u_,_n\ Tahun
165 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan
Bacdan ::_8_5 Yang Ditinggalizan Dreksi/Pengurus.

LALIELAN

roian atau

Srbelum dal wilir sebagaimana ditentukan
dalamy paiaturan in atan pemberian hak atas
tanale diiaksanakan dengan nenggu sakan daftar isian atau
formulic vany berlaku scllum berdakuanya  peraturan ini
dengan mengadakan penvesnaian,

terscdm, ke

B0 X
KETENTU AN PENLITUP

Dengan berlakunya peraturan ini :
[ Peratutan-peraturan di bewah ini dinyatakan tidak berlaku
Tagi:
2. Peraturaan 7.:.:8: Dalam Negzari Nomor 5 Tahun 1973
tentang, Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak
Atas Tanah.
b. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 1 Tahun 1977
teniang, Tala Cara Permohonan  Dan Penyelesaian
an  ilak  Atas  Bagion-bagian Tanah Hak
welolaan Serta Pendditarannva.
e P ?;.E an Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985
tentang Tata Cara Pensertipikatan Tanah Bagi Progrem
Dar. Proyok Departemen Pertanian.
Peraturan  Menteri Negara Agraria/Kepala PBadan
Pertanahan Nasional Komor 1 Tahun 1993 tentang Tata
Cara I'omberian Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak
Guna Bangunan Dalan: Kawasan-kawasan Tertentu [Li

d

TFasal 155

Peraturan ini mulai berlaku sejak tangel ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Jictczar 1999
/
BRI ;_. SARA AGRARIA /
TANAH AN Z>£O/>~

&grs. b

m,q.pz BASRI DURIN
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PERSETUJUAN (ACC) BENDEL SKRIPSI

1. HARDIMAN, S.H. (

-----------------------

2. ANTIKOWATI, S.H., M.H.

3. TKETUT SUANDRA, S.H.

4. IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

Jember, 14 Juni 2004 IBNU AGUS SALAM
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